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ABSTRAK

Nama : Dika Putera Kesumaz

Program Studi : Hmu Hukum

Judut : Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pemegang Sabam
Pengendali Bank Sebagai Salah Satu Penerapan Kehati-hatian
Perbankan

Tesis ini membahas alasan mengenai penilaian kemampuasn dan kepatotan yang
dilakukan Bank Indonesia kepada Pemegang Saham Pengendali dan soal teknis
dalam menentukan pengendalian oleh badan hokum yang dinyatakan sebagai
Ultimate Sharcholder, serta legalitas dalam hal perwakilan sabam dalam perbankan
{nominee shareholder). Penelitian ini adalah penelitian kualitaif dengan desain
deskriptif dan mencoba mencari pemecahan masalah dalam permasalah hokum yvang
ada. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kemampuan dan kepatutan
Pemegang Saham Pengendali sangatiah penting karena peran dan kedudukannya
dalam suatn Bank; menentukan Ultimate Shareholder pada Badan Hukum dapat
ditempuh dengan 2 cara, vaitu dengan cara mencan orang-perseorangan yang menjadi
pengendali dart badan hukum tersebut, jika badan hukum tersebut berbentuk
perseroan terbatas, atau menjadikan Badan Hukum tersebut yang harus dipilaz
kemampuan dan kepatutan, jika badaa hukum it bukan berbeptuk perseroan terbatas.
Sedangkan, kepemilikan Pemegang Saham Perwakilen Bank tetap dinilai
kemampuan dan keparatannya. Namun, pemilik modal sesunggubnya dari saham
tersebut pada dasamya tidak mempunyal kekuvatan hokum vang kuat dalam hukum
Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Bank Indonesia menyediskan sarana
dalam berinvestasi dengan modal besar di dunia perbankan, yaitu desgan membentuk
Bank Holdings Company.

Kata kunci:
Pemegang Saham, Pemegang Saham Pengendali, penilaian kemampuan dan
kapatutan Pemegang Saham Pengendali.

i
YUNIVERSITAS INDODNESIA

Penilaian Kemampuan..., Dika Putera Kesuma, FH Ul, 2009



ABSTRACT

Name : Dika Putera Kesuma
Study Program » Law
Title : Fit and Propert Test Bank’s Controlling Shareholder As One

Either Prudencial Banking Principle

The focus of this study is the reasons for fit and propert test Baok’s Controlling
Sharsholder and technical problems in determining the legal control by the right
person as Ultimate Shareholder, and the legality nominee shareholder. The purpose
of this study concluded that fit and proper test Bank’s Controlling Sharcholder is
iraportant because the role and position in 2 Bank; Ultimate Shareholder detormine
the Corporation may be adopted with 2 ways, with how to find those mdividusls who
became leader of a legal entity, if shaped body of law is limited, or the Corporation's
ability to be fit and prospered tested, if it is not a legal form (nght person) of limited -
company, Meaawhile, ownership of the Bank Shareholders Representative fixed fit
and proper test. However, surely the owners of capital stock is basically not have
force of law is strong in Indonesian law. Based on that, Bank Indonesia Regulations
provide & means to invest in the big capital of the bank, namely the shape of Bank
Holdings Company. This research is a qualitative research design with descriptive
and try to find the problem-solving in the existing legal.

Keywords:

Shareholder, Controlling Shargholder, Fit and Proper test Bank’s Controlling
Shareholder
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tantangan dunia usals di Indongsia saat ini salah satunya ialah
mermmiihkan kepercayaan investor dan masyarakat di sektor perbankan, Hal
tersebut dikarenakan sejarah perekonomian kita menunjukkan bahwa ekonomi
bangsa ini bergerak seiring dengan indushi pabankan.!

Masalah kepercayvaan masyarakat pada bank sangal eral kaitannya
dengan pentingnya fungsi seldor perbankan dalam perekopomian.  Secara
umurm, fungsi pokok bank ada 3 yaitn:

1. mweghimpun dana masyarakat:

2. menghimpun dana yang dikelolanya ke dalam berbagai aset produktif,
misainya dalam bentuk kredit dan;

3. memberikan jasa layanan lalu fintas pembaya“ran dan jasa layanan
perbankan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, bank berperan sebagal lembaga intermediasi vang

mempertemukan dua pthak vang berbeda kepentinpannya, bsik dalam

penghimpunan dan pepanaman dana, maupun dalam pelayanan transaksi

keuangan dan lalu lintas pembayaran.

Dengan demikian, dapat diartikan Bank merupakan suatu lembaga
kepercayaan, dimana eksisiensi suain bank sangat terzantung  kepada
kepercayaan masyasakat terhadap bank itu.  Makin finggi kepercayaan
masyarakal, makin tingpgl menggunakan jasa-jasa lain dart bank tersebut,
Dengan adanys kepercayaan masyarakat tersebutiah Bank dapat menjalankan
fungsinya.

Terpehiharanya tingkat kepercayaan masyzrakat terhadap bank, sangat
tergantung bukan saja kepada keahlian pengelolanya, ysilu pengurus dari bank

’mmmmmmia‘,“m&%jﬁmpmzﬁm NEWS Fdisi 25 Tahum V,
Januari-Febroart 2006)" tolisgm ini beglsn dard pidatu penulis berjudul “Mengedals Indusin
Perbankan Dalem Disamika Bamw Pergkonomian Indonesia vang disampaikan dolam scars
Pettemuan  ‘Tohunan  Perbankan 2006, terdapal  di  mius  <httpwwwibexi.co.id
fimnages’_res/porhanken-Arah®420K cbijakan?20Perbanken pde>.

Permndi  Gandapradin, Davar dan Prinsip Penpowgson Bank, (Jakarta:Gramedia
Pustsks Utama, 20043, kim 2.
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tersebut, telapi juga tergantung kepada integritas pengelolanya. Pengelolaan
yang baik dan hati-hati akan membawa bank tersebut menjadi baik sehingga
dipercaya masyarakat, sedangken pelanggarannya akan membuat suatu
kondisi perbankan yang fidak stebil dan ketidakpercayaan masyarakat pada
dunia perbankan.

D tabun 2008 dan 2009, terdapat masalah perbankan yang mencuat di
beberaps media.  Hal tersebut disntaranya vaity pengambilalihan Bank
Century oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada November 2008° dan
dilikuidasinya Bank IFI pada Aprl 2009 Pengambilalihan Bank Century
dan likuidasi Bank IFI tenty saja dengan alasan untuk nmengamankan
pelayanan bagi para nasabah, yang fungsinya uniuk menjaga agar masalah
tersebut tidak menyebar ke bank-bank lain sehingga dapat menyebabkan rush
seperti pengalaman tahun 1998 lalu.’

Menangeapi permzsalahan tersebut, Menko Ekonomi yang juga
Menteri Kevangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa Bank IFI sudah masuk
pengawasan sefak September 2008. Schelummya, Bank IFI sudah benmasalah
narmit pemiliknya {(Pemegang Saham Pengendali) tidak mau menambah
modal.  Demikian juga dengen Bank Centiry, yang jika ditelusuri sudsh
mengidap penyakit dalam tata kelola kinerja perusshaan® Berdasarkan
Sumber Bank Indonesia vang dikufip di delam Hukumoniing, pemiliknya
{Pemegang Saham Fengendall) tidak segera menyelésaikan permassizhan
surai-surat berharga valuta asing ditkuti dengan permasalahan lainnya
mengenai permodalan bank,’

* Kompas, Bisnis & Keuangan, “Akhimya , Bank Century Diambil Alih LPS,” fumst, 21
November 2008, Leporas watawan Kompss Tahja Gueswsn Diedja, terdapat & situs
<hitgHerww komposconread/xml 200871 172140948179 Fakhirnys bank century dismbil alib. lps»

* Kompas, Bisnis & Keuangan, “Nasabah Bank iFI Panik, Invester Cuek” Jumal, 17
Aprilt 2009, devdapat i gitns  <hitp/bisniskevangin kompas.convread/xmli2009/04417F
{18120364/nasaled bank. i6. panik. investor cueke.

3 Steve Susanto, Lima Tehua Serelah Krisis, Mei 1998-Mei 2003, Senin 12 Mei 2003,
wrdapat di situs < www2 kompes.comkompas-cetal/0305/1 2fivansial/ 30655%.hing>,

® Harian Unumn Polita, “Kasus Bank Century dan Bank BT Bukan Akibst Krisis,”
Ekogomi dan Keuangan, Rabu 27 Met 2009, terdapnl di situs <hiipAvww pelite o id/aea, php
HA=GEIR

* Hukumonline.com, “Bank Indonesia Dituntut Lebih Transperan Kasus Bask Century,”
Berita, 27 Mei 2005, wodapat di situs ~<Bblipdfoms sip.ro. tdhwkumonline/detai! asp’Hd=20676
&cl=Berila>,
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Berbicara mengenal pemegang saham maka tidak lain mengacu kepada
bukli kepemilikan perseroan. Jika dilihat pada pasal 21 Undang-Undang No.7
tabun 1992 tentang Perbankan vang kemudian telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang No. 10 ghun 1998 selanjuinya disebut Undang-
Undang Perbankan, bentuk bank umum bisa berbentuk perseroan, koprasi atau
perusahean daergh  Sebagaimana benfuk hukum bank, khususnya persercan
terbatas dan perusabzan daerah, maka kepemilikan dari bank tersebui bisa
terbagi atas szham yang juga diatwr berdasarkan Undang-Undang 40 ishun
2007 tentang Persercan Terbates, yang selanjuinya disebut Undang-Undang
Perseroan Terbatas.

Peraturan tersebut tidak tedepas dengan keberadaan organ dari persero
yaite direksi, komsans dan Rapat Umuom Pemegang Saham (RUPBS). Di
datam Persere, RUPS merupakan organ persercan vang menenfukan
mangjemen bank akan bedalan. RUPS memiliki wewenang antara lin untuk
mengangkat dan memberhentikan anggola Dewan Komigans dan Diveksi,
mengevaluasi kineja Dewan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan
pencapaian tujuan-tujuen Bank, menystujui perubaban Anggaran Dasar,
menyetujui laporan tshunan dan perhitungan tahunan yang diserahkan oleh
Direksi, persetujuan penggunaan laba seria penunjukan akuntan publik.

Hakekatnya RUPS fterdici dad para pemegang ssham dengan
kepemilikan ssham yang bisa bervariasi, Hal tersebut menirnbulkan adanva
stnuktur kepemilikan pemegang sabam mayoritas dan miriorizas. Dengan
mekanisme pemilikan yang demikian, pemegang saham mayoritas menjadi
pihak yang “diunfungkan”™ dengan sendirinyz, Semakin banyak saham yang
dimnilikanya, maka makin dapat mendominasi dalam menemtukan keputugan
mengenal keberadaan dan jalannya suatu perseroan terbatas,

Namun, fidak seperli penpaturan pemegang saharm persero pada
umumnys, ceadon dan Pemegang Saham Pengendali bank memiliki kewajiban
mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sesuat dengan Peraturan Bank
Indonesta No. 5/225/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
Berdasarkan hal tersebut, sejauh ini hanya peraturan perbankan vang jelas-
jelas mempersoalkan kepemilikan saham dalam suat Bank
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Secara umum, pernegang saham (shareholder atau stockholder), adalah
segeorang atau badan hukum yang secara sah memilika salu afau lebib saham
pada perusahaan. Konsep pemepang saham dapat diargkan bahwa perusshasn
hanya memiliki tlanggung jawab kepada para pemegang sabamnyz
{pemiliknya), dan seharusnya bekeria demi keuntungan mereka

Pada dasamnya para pemegang saham adalah para penanam modal
{investor) yang berinsvestasi atsn menaruh uangnya antuk mendapatkan
deviden. Pemegang saham diberikan hak khusuos tergantung dari jenis saham
termasuk hak untuk membenkan suara (biasanya satu suara per saham yang
dimiliki). Hak tersebut dapat digunakan dalam hal seperti pemiliban direkiur,
hak untuk pembagian dan pendapatan perusahaan, hak vntuk membeli seham
baru yang dikeluarkan olch perusghasn dan hak terhadap aset psrusahasn
pada saat iquidasi perusahaan

Bila dilihat dalam Undang-Undang Persercan Terbaias, maupun
Undang-Undang Perbankan, Pengertian Pemegang Saham Pengendali sefauh
int tidak dapat ditemukan Istilsh “Pemegang Saham Pengendali™ dapat
ditemukan dalam Peraturan BAPEPAM {untuk saham go public), Undang-
Undang No. 21 tahun 2008 tenlang Perbankan Syariah dan peraturan-
peraturan Bank Indonesia.

Pengertian Pemegang Saham Pengendali menurut Peraturan Bank
Indonesia No. 5/25/PBE2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepalutan
{fit and proper test) Pasal | angka 4, vainr

Pemegang Saham  Penpendafi  adulah  badan  hukum,  orang

perseorangan dan atau kelompok usaha yang:

a memiliki ssham perusehean atan Bank sebesar 23% {dua puluh
lima perseratus) atan lebih dan jumlah saham yang dikeluarkan
dan mempunyat hak suars,

b. memiliks saham perusshaan atan Bank kurang dart 25% (dua puluh
lima perseratus) dari jurnlah saham yang dikelvarkan dan
mempusyal hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan
telah melakukan Pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara
langsung maupun tidak {angsung.

Begitu pentingnya status Pemegang Ssham Pengendali dikerenaken tidak
hanya kepemilikan jumlah sabam dalam baok saja, namun juga terdapatnya
penpertian “pengendalian” terhadap bank, vaitu secara langsung dan tidak
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langsung menjalankan manajemen danfatay mernpengarehi kebijakan Bank

Namun, ketenfuan mengena istilah “pengendali” oleh pemegang
saharn juga bisa menjadi persoalan yang mengarah pada pasal 92 ayat 1
Undang-undang Perseroan Terbatas, dimana direksi menjalankan pengurusan
Persercan mntuk kepentingan Perseroan dan sesuar dengan maksud dan tujuan
Perseroan. Berdasarkan hal tersebut, direksi yang harus dinilai kemampuan
dan kepatutannya, karena melihat peran yang dimilikinya dalam perseroan,
Adanya pengawasan mengenai kepemilikan saham dalam bank menimbulkan
suatu persepsi babwa di satu sist terdapat direksi yang menjalankan perseroan
dan di sisi lain terdapat pemegang saham dengan status “pengendali ™

Hal lain yang dapat dicermati juga ialah pada penielasan mengenai
pemegang saham yang berstatus sebaca badan hukum pada Peratwran Bank
Indonssia No.3/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan das Keapaiutan.
Peraturan int menyebutkan mengenai Pemegang Saham Terakhir (Ultimare
Sharcholder). Sesuai PBI No. 5/25/2003 tersebut, penilaian kemampuan dan
kepatutan terhadap calon dan Pemegang Saham Pengemdali Bank vang berupa
Badan Hukum dilakukan terhadap pihak-pihek yang berdasarkan penilaian
Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum
tu (ultimate shareholders). Hal ini mengscu pada soal penting fentang
kepemilikan, yaitu menjawab pertanvaan siapa sebenamys pemilik bank. Hal
tersebut dikarenakan dimutipkinkannya kepemilikat berjenjeng pada bank
yang dimiliki oleh Badan Hukum yang mengakibatkan adanva pengendalian
terhadap badan hokuns vang berjenjang tersebut,

Masalah lain mengenai kepemilikan yang menjadi persoalan juga bisa
dilihat dari terdapatnya dualisme pengertian dalam kepemilikan bank yaitu
legal cwner (permilik yang tercatat menurut hukum) dan beneficiary owner
{pihak yaong menikmati manfaal ekonomis dari bends yang dimiliki oleh legal
owner).! Dengan dualisme tersebut harus dilentukan siapa-sispa saja yang
berkewajiban mengikuit penilatan kemampuan dan kepatotan,

® Zulkamwen Sitompul, Merger, “Akuisisi den Xonsolidasi Perbankan Relevensinya
dengan Kebijakan Single Presence Pulicy,” Furns! Hukum Bisnis, volume 27 -~ No.2 tahun 2608,
Mm 20,
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Tesis ini selanjuinya akan difokuskan pada pembabaszn mengena
pemegang saham pengendali pada Bank Umum yang berbentuk Persero yang

diatur juga dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

1.2 Pokok Magalah
Berdasarkan later belakang tersebut di atas, dapat dikemwikakan
beberapa permasalahan sebagai bertkut

1. Mengapa Pemegang Ssham Pengendali harps dinilai kemampuan dan
kepatutannya oleh Bank Indonesia?

2. Bagaimana Bank Indonesia menentukan kepemilikan terakhir pemegang
saham pengendali {ultimate shareholder) yang akan dinilai kemampuan
dan kepatutan?

3. Bagaimana status keberadaan pemegang saham pengendali  yang

merupakan perwakilan atau nonunee shareholder?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebapai berikat

1. Mengetahui fungsi dan tuiuan dilakukennya penilaian kemampuan dap
kepatutan Pemegang Saham Pengendals;

2. Menganalisa sizpa vang mempunyai kewajiban untuk  dipentlaian
kemampuan dan kepatulan sebagal pemegang saham bank jika pemegang
saham bank terssbut adalah berupa badan hukum;

3. Mengetahoi status hukwn keberadaan pemegang saham nominee dalam
kontstruksi hukum perbankan.

14 Manfaat Penclitian
Penelitian i dibarapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun

praktis, sebagai berikut;
1. Secara teoritis, memberikan manfaat akademis dalam bentuk pembabasan
mengenal relevansi teori-foori terhadap kelentvan perbankan Dbeseria
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permasalahan vang ada di Indonesia sehingga bisa memberikan kontribusi
dalam pengembangan hukum pengawasan perbankan;

2. Secara praktis, memberikan informasi, wawasan dan pengetabuan serta
sangat diharapkan bisa menjadi baban rujukan dalam berinveslasi di sekior
perbankan,

1.5 Kerangka Teori

Ulasan dalam thesis 1 akan dikaitkan pada teori-teori yang berkaitan
dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corparate governance),
sebagaimana vang menjadi dasar dari penilaian kemampuan dan kepatutan
pemilik dan manajemen suatu bank. Peoerapan prinsip-prisip good corporate
governance yaitu fairness, iransparency, accourtability, dan responsibility
merupakan upayd agar terciptanya keseimbanpgan antar kepentingan para
stakeholder yaitu pemegang ssham mayoritas, pemegang ssham minoritas,
kreditor, manajemen perusahaan, karvawan petusahaan, suppliers,
pemerintah, konsumen dan fenfunya para anggota masyarskat  yang
merupakan  mdikator lercapainya keseimbangun kepentingan, schingga
benturan kepentingan yang tegadi dapat diarahkan dan dikonirol seria tidak
menimbulkan kerugian bagi masing-masing pihak  Karena itu, untuk
membahas tesis id, akan digunakan terori agen dan teori stakeholder.
1. Teort agen {agency theory) ’

Teori int muncul pasca parsdigma keterpisahannya kepetmlikan
perusabaan dengap pengslolaan, terutama terhadap perushaan vang besar
dann modern. Konsep pemisahan antara kepemilikan (ownership) para
pemegang  saham dan pengendali {control) para manajemen dalam
korporasi telah dikaji sejak taban 1930.° Permasalahan yang kemudian
timbul dart konsep pemisahan ini adslah, apakab para dewan benar-berar

7 Debat kasik mengensi shareholder primscy dan direclor primacy antara Adolph A,
Bezle & Gardiner C, Moans, terdapal di Adolf A. Berie & Gardiner C. Means, The Medern
Corporation and Private Property, (Harvest Books, 1932), hlm 66, wbageimana dikulip oleh
Hiephen M. Buinbridge, “Direclor vs Shareholder Primscy in The Convergence Diebate,” (makalah
Sisampaikas poda Symposiune The Globalization of Comporate And Secwilies Law in The
Twonty-First Century, 2002, dibuat dalem bentuk arlikel delumn Fransmational Loawser, yang
diteriaikan oleh University of The Pacifie, Mogeorge School of Law), him 45.45.
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bertindak untuk kepentingan para pemsgang saham? Jawaban ierhadap
permasalshan tersebut diargumentasikan oleh penpanjur agency theory
pada tahun 1970-an'® yang mengatakan behwa, para dewan (agent) secara
profesional akan berlindak bagi kepentingan mereka, dan bukan bijaksana
dan adil bertindak bagi kepentingan para pemgang saham.  Olch karena
ity, diperlukan suatu sistem check and balances untuk mencegah potensi
penyalahgunaan kekuasaan,

Teori agen menekankan peniingnya pemilik perusshasn (pemegang
saham) menyerahkan pengelofaen perusashaan kepada tenaga-tenaga
profesional {dischut agent) vang lebih mengerit dalam menjalankan
bisnisnya sehari-hari. ™ Berdasarkan teori ini, para pendiri persercan dapat
membuat perjanjian yang seimbang antara principal (pemegang saham)
dengan agent (direktur),

. Teori Stakeholder (stakeholder theory)

Teori Stakeholider dikembangkan oleh Standford Research Institute
{SRI) pada tahun 1960, sebagai reakst terhadap pemabaman lama tentang
pengurusan perusahiaan, vang berparadigma semata-mata pengurus bekerja
unink  kepentingan pemegang Ssham ™  Menurut pengertiarmya,
stakeholder mencakup sepwa pihnk vang  berkepentingan  dalamn
perusahaan termasuk tapi tidak terbatas pada pemegang saham, pemasok,
pelanggan, distributor, dan masyarakat yang ikut memberikan kontribusi
terhadap keberhasilan perusahaan serta menanggung dampak dan kegiatan
usaha perserdan,

Teori stakeholder meminia pengelola untuk membagi bersama
keuntungan yang mereka telah buat, dan membawa para stakeholder
bersama  Teori stakeholder pada infinya jupa meneckan pengelols untuk
menyatakan secara jelas mengenal bagaimana mereka ingin mefakukan

¥ Rovert T. Klciman, Agency Theory, terdapat di situs <Dlipeffwww.enoles.com/biz-

encyclopedis/agency-theory>.

" Robert 1 Tricoker, Internasional Corporate Governanee: Text, Reading and Cases,

(Singapore: Preniice Hall and Simon Schusier Asia, Ple., Lid, 1994), Hlm 5.

2 Christine A, Mallin, Corporate Governance, second edition, (Oxford Universily press,

25 okt 2007), bim 13.

™ Kuntor Menteri Negara Pendayagopasn BUMN/Badan Pembing BUMN, Corporate

Govzrmance dan Etika Korporasi, (Balai Jakara, Postake), him 6).
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usshanya, lebih spesifiknya ialah jenis hubungan apa yang mercka
inginkan dan butuhkan untuk diciptakan dengan para stakeholdemya untuk
mewujudkan keinginan mereka '

Donaldson and Preston (1995)" berpendapat bahwa teori stakeholder
secarg eksplisit dan implisist mengandung teort dari 3 fipe yvang berbeda,
yaily, descriptive, instrumental dan  mommative Rumusan
Descriptive/empirical dart feori Ini bertujuan untuk menggambarkan dan
menjelaskan  bagaimanz perusshean  atsu  pengelolanya  bersikap.
Instrumertal teori bermaksud untuk meoggambarkan apa yang akan terjadi
jika pengelola atau perusehaan bersikap dengan cara terlenfu.  Normalive
{heory memberikan perhatian pada moral yang baik dasi sikap perusahasn
dan/atau para pengelolanya. Jadi, dapat disimpulkan, teori-teori tersebut
dimaksudkan kepada pertamyaan: apz yang terjadi? Apa yang tenjadi jika?
Dran apa yang harusnya tegadi? secara berurutan. Donaldson dan Peterson
menyatakan bahwa Freeman, secara individu dan dengan para rekannya
(BEvan & Freeman, 1993; Freemon & Gilbert, 1987, Freeman & Reed,
1983}, telah memasukkan ketiga tipe dari teorn ini ke dalam konsep
siakcholder.  Para pendukung teori stakeholder berusaha untuk
menggambarkan apa yang pengelola lakukan dengan pengakuan
hubungannya dengan stakeholder, apa vang akan ferjadi jika pengelola
mermafubi prinsip-prinsip dalam mengatur stakehokier, dan bagaimana
pengelola harus fakukan kesepakatan dengan para stakeholdor dalam
perusahasn.  Donaldson dan Preston menyimpulkan behwa perhatian
normative mesdukung teor stakeholder dalam semua bentuknya '

Jadi, teori stakeholder ini digunakan wuntuk menafsirkan fungsi dan
perusahaan, termasuk identifikast dan moral ataw pedoman phitosofi untuk

¥ R Edword Froomon, Aodrew C. Wicks, Bidhan Parman, Stakeholder Theory and © The

Corporate Objective Revisited,” (The Dardess School, University of Virginia, 106 Darden
Boudevard, Charlotiesville, Vipimia 22906), hlm |, ferdapat di  gitus  <afipfwaw
ihanderbird. e wavoriiles/publicntionsfmegarinef Tl 2004 facnlty-papers2Corp bi-  Fresman-
Reply. pdf>

Y Tthomas M. Jomes, “Instrumentsl Siskeholder Theory: A Synthesis of Ethies and

Economies,” The Academy of Mansgement Roview, Vol 20, MNo. 2 (Apr., 1505}, Blw 406,

' 1bid.
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operasion dan manajemen suatu perusahaan’  Teori stakeholders
mempunyai pandangan, bahwa keuntungan jangka panjang perseroan hidak
hanya difokuskan untuk mencapai kescjahieraan pemegang saham, tefapi
ditujuakan pula bagi pihak-pihak lain sebapai stakeholders yang dapal
mendukung kesinambungan perseroan.  Perhatian normative ini telah
mendominasi leori stakeholder dari pertama (Memick Dodd, 1932},
bahkan kritikan yang ferkenal dan Milton Froedman (1970) mengenal
konsep corporate social responsibility berasal dari teori tersebut, i

Jika mengambil salah satu konsep kepentinpan umum dan Bany M
Mitbick, yaitn komsep keseimbangan (balancing concept), maka
kepentingan umup timbul dan pemenuhan beberapa kepentingan yang
berbeda secara simuflan.  Sejalan dengan balancing concept, yang
dimaksud dengan kepentingan  wnum  adalah  pertama, adanya
keseimbangan dinamis antara kepentingan bank di satu pihak dengan
nasabah di pihak lain.  Keduva, adanva keseimbangan dinamis antara
kepentingan industri perbankan dan nasabsh di satu pihak dengan
kepemlingan wmamn  lainnya, seperti  kepentingan penyelenpparaan
pemenniahan, peradilan, kepentingan penvidikan, perpajskan, pasar
mwodal, pangiban plutang pegara, dan lain-lain ®

Dalam teori stakeholder bukan saia pemilik suvatu bank vang
menginginkan perussheannya delam keadaan yang baik, tetapi semug
elemen yang secara langsung afau tidek langsung berhubungan dengan
perusahaan fersebut

Kedua teori tersebut dapat membantu dalam menjelaskan prinsip-
prinsip dalam 1ata kelola perusahaan yang baik Jadi, keseimbangan dapat
tejadi di dalam dan di lvar perseroan dengan tidak mengorbankan
kepentingan aspek-aspek yang bersifat public dan sosial. Dengan demikian, di

7 Thomas Donaldson dan Lee F. Preston, “The Stakeholder Theory of The Corporation:
Concepis, Evidence, and Tmplication,” Acsdemy of Manngement Review, 19935 Yol 20 No, |, 65

Lpren, (Iokarta: Propram Pascasariang Universitas Indonesis, 2007y, him 47,
® Yumus Hosain, hlm 47,
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satu sist ads keadilan semua pihak yang mempunyai ikalan dengan
perusahaan. D sisi lain, tidak memungkiri juga ada hak-hak individu,
kepentingan para pemegang saham, vang sedang melakukan usaha mencari
keuntungan

Pada akhimya, kedua teori tersebut sgjalan dengen pemyataan dari
Roscou Pound dalam Contemporary Juristic Theory yang menjelaskan
mengenai perdebatan teori-teort sebelumnya yang mengartikan kepentingan
sosial sebagei landasan utama dalam hukum. Roscou Pound dalam
pernyataannya mengatakan bahwa setiap orang memiliki kepentingan dalam
pembentukan hukum?  Dengan demikian Roscow Pound mengadakan tiga
penggolongan mengenal alasan kepentingan-kepentingan hukum itu dibuat
sehingpa hukum dapai melindungt mereka. Penggolongan tersebut, yaitw™
1. kepentingan pribadi (private interest);

2. kepentmgan wnum {pubhc interest);

3. kepentingan kemasyarakatan {social interests),

Penjelasan Pound pada pemyaiaan tersebwt kemudian membawa pada
kesimpulan bahwa hukum bukan hanya sebagai upaya untuk menciptakan
kontrol sosial (only agency of social control), telapi juga dalam rangka
vewujudkann social engineering” yaitu berfungsi untuk meminimalisis
perselisihan kepentingan mereka masing-masing =

Berdasarkan teori diatas, dengan demikian menjadi penting bahwa
industri perbankan hares dikelola oleh pihak-pihak vang memiliki inlegrites
dan kompetensi yang tingpi apar dapal tercipta lembaga perbankan vang sehat
dan tangeuh sehingga tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentinpan pribadi
afsu kelompok usaha saja mengingat begitu besarmya kepenlingan publik vang
harus difindungi,

Uniuk melengkapinya, fesis i juga akag mengaifkannya dengan
dokinin-dokivin - perusghaan Karenz pembahasan  dalam  fesis  ind
menitikberatkan pada pembahusan pemegang saham, waka gusa membantu
dalarm menyelesaikan permasatahan, dokitin vang dipakai kkususnya ialah

4 R. Pound, Contemporary Juristie Theory, 1940, Buben Kulish Pascasarjana Fakultas

Hukum, 2008 dikmpudan oleh Agus Brotosusilo den fufrina Rizal tehun 2009, hhn 573

Z hid, him $74.
= Tbid, him 577.
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dokirin tentang piercing the corporate veil, yang menjelaskan bahwa tanggung
jawab pemegang saham bisa sampai harta pribadinya para pemegang saham,
Doktrin ini jupa telah dituangkan dalam Pasal 3 ayat Z Undang-Undang

Perseroan Terbatas.

1.6 Kerangka Konsepiual

Untuk kepentingsn penelitian ini, beberapa istilzh yang digunakan
diberikan definisi operasional untuk menghindarkan perbedaan pengertian
vang kiranya dapat mempermudah penelitian. Karena itu, dalam Sub bab ini
selanjutnya akan menguraikan definisi mengenat igtilak yang berbubungan
dengan pembahasan fesis i,

Badan hukum adelah badan atau organisasi yang oleh hukum
diperlakukan sebagal orang, vaitu memegang hak dan menanggung kewajiban
(legal entity).”® Badan hukwm merupakan suatu badan yang dapat bertindak
dalam lalu lintas hukum sebagal subyek hukum dan memiliki kekayaan yang
dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya ™

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Badan Usaha Milik
Negara, vang selanfutnyva disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh
stau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisshkan *

Bank adalah badan wsaha vang menghimpun dana dari masyarakat
dalmm bentuk simpanan dan menyshekannya kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan aiau bentuk-benluk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak.Z

1, G. Rai widjaja, hukum perseroan terhatas, khosus pemahaman stas Undang-Undang
No. 1 iahun 1995, Jakarte: Kasaint Blanck, 1996, Bm 6.

¥ Rachmadi Usman, Dimensi Hukwm Perseroan Terbatas, Edisi 1,Cel 1, (Bandung:
Alumni, 2004, hlm 49,

® Indonesia, Indang-Undang Tentang Badan Usoha Mikk Negara, UU No. 19 Tohm
2003, LN No. 70 Tahun 2003, T.LN Ne. 4297, Pasal 1 angka 1.

T ndonesia Undang-Undang Tentang Perubatim dtay Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 Tentang Perbantan, IIF Me. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Talmmn 1998, T.L.N No. 3760,

Pasal I angks 1.
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Bank Umum adalah baok yang melaksanakan kegiatan usaba secars
konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah vang dalam kegiatannya
mamberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran *

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung
jawab penuh atas pengurusan Perseroan uniak kepentingan Persercan, sesual
dengan maksud dan tujuan Perseroan seriz mewakili Persercan, baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasac ™

Penilatan Kemampuan dan Kepatutan (Fii and proper test) adalah
evaluasi terhadap integritas pemegang sabam pengendalt serta evaluasi
tethadap integritas, kompetensi, dan independensi pengurus  dalam
mengendalikan kegiatan operasionat bank **

Induk perusahaan (parent company) adalah perusahaan yang memiliki
satu atau lebih perusahaan Iain dan mengendalikannya melalut hak suara aiss
dasar persentase kepemilikan sahamnya pada iiap peruszhaan  yang
bersangkutan; pada umumnya, perusahaan induk memiliki usaha tersendiri;
namun, apabila perusahaan induk idsk memiliki usaha tersendinl, perusahaan
induk seperti it merupakan perusshaan grup usaba (ho/ding company)
disebut juga perusahaan induk ™

Induk perusshasn bank (bank holding company) adalsh perusabaan
yang memiliki atau menguasal dua bank atay kebih atan perseroan induk bank
lninnya serta terlibat dalam pengendalian manajeren bank-bank tersebut ™

‘Pemegang saham mayoritas adalab pemepang saham vang mempunyai
kepentingan mengawasi spatu perusahaan; kepemilikan lebih dan 50% sabam
perfu untuk twuan o, tetapi dalam perusshaan vang telab masuk bursa (go
public), suara terbanyak dapat diperolsh dengan menggabungkan permegang
saham minoritas sehingga mencapai Tebih dari 50% (eajority stockholders). ™

* Ibid.

* tmdonesia, Undang-Undang Tentang Persercan Terbatas, UL No, 40 Tahun 2007, LN
Mo, 106 Tahon 2007, T.L.N No. 4756, Pusal | angha 5.

¥ Tome Beks, Swom Translafor, Komus Perbonkan, berkes diusdoh di situs
<hiip/Fwanw.soribd comidoe/2532 743 /K amus Perbankanatodown=pd >, Tim 75.

® thid, Bim 88.

= Thid.

* Thid, hlm 159,
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Pemepang saham semu (nominee sharcholder} adalah pemubik saham
yang bukan pemilik sabam sesungguhnya (dummy stockholder).

Penarikan Massal (baok run; rush) adalah penarikan tunai secara besar-
besaran i luar perkiraan kerena menunumnnya kepercayaan nasabah penyimpan
dana karena kekhawatiran bank akan ditutup >

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk perseroan
terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikt
31 % {(lima puiuh satu persen) saharmmya dimuliki oleh Negara Republik
Indenesia yang tujuan utamanya mengsjar keunfungan ¢

Perseroan Terbates adalah badan hukum vang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan penaniian, melakukan kepiatan usaha dengan
modal dasar yang selurufinya terbagi dalam sabam dan memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam undanpg-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.®’

Prinsip Kehati-hatian  (Prudential Principle) adalah pnnsip yang
digunakan oleh perbankan Indonesia dalam melakukan usahanye yang
berasaskan demokrasi ekonomi **

Rapat Umum Pemepang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,
adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan
kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam
undang-undang ini dan/stau anggaran dasar.®

Saham (stock) adalah sarat bukd kepemilikan atau bagian modal suatu
perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan, batk di dalam maupun di huar
pasar modal yang merapakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan;

* RBankdingkan dengan konsep nominee pade Bryen A Garper, Black's Law Dictionary,
8% sddition, S1 Peul; West, 2004, him 1076,

* Tome Beka, Gp. Cit. Hm 217,

* fedonesia, Undang-Unideng teniang Badan Usoha Milik Negora, Op. Cit., Pasal |
angka 2,

¥ todonesin, Undang-Undang Tentang Perseroen Terbatas, Op. Cit, Pasal T angka 1.

® indonesia, Drufong-Unihang Tentong Perbankon, Op. Cit., Pasol 2.

¥ Indonesia, ndonp-tindony Tentang Perseroan Terbotas, Op. Cil., Pesal | angka 4,
bt Juga dalem Indonesia, Undong-Undong Tentong Boders Usaba Milik Negara, Op. Cit, Pasal
1 angka 13, yaitu “Rapat Umum Pemegang Seham, yang selanjutnye disebut RUPS, adalsh organ
Persere yang memegang keokussasn lertingg dalam Persero dan memegang sogals wowenang yang
tHidak diserabkan kepada Direkst atou Komisaris ™
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membenkan hak atas deviden sesual dengan bagian modal disetor seperti yang
ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. ™

Saham minpritas (minority interest) adaleh kepentingan dan para
pemegang saham yang secara keseluruhan memiliki saham kurang darit 50
persen dan seloruh saham bank; dalam neraca konsolidast perusahsan, yang
saham anak perusshsan iu tidak selurubnya dimsiliki bank, kepentingan ini
ditunjukkan dalam pencataian modal yang ferpisah atau sebagai kewsiiban
yang tidak memiliki batas waktu dan tidak memiliki hak prioritas,

Subyek hukum sdialah mernpskan pendukung hak dan kewajiban,
dalam hal ini manusia pribadi Garurdijk persoon) dan badan hukum
{rechispersoon). Badan hukum privat agar dapat menjalankan fumgsinya
sebagai rechtpersoon, pertama, para pendisi harus mendirikan badan hukum,
berdasarkan akta pendirian badan hukum yang dibuat dibadapsn notaris, akta
mana mencakup pula anggaran dasar dari badan hukum yang bersangkutan.
kedua, para pendird dan direksi harus mendapatkan pengesaban atas akta
pendirian tersebut dan menterd kehakiman {sekarang menien hukum dan
perundang-undangar). ketigs, setelab mendapat suraf pengesahan darl menterd
kebakiman, direksi mendaftarkan (beserta akta pendirian) tersebut dalam
daftar perusahaan pada kantor pendafiaran perusahaan dimana badan hukum
tersebut  berdomisili untuk mendapatkan tanda daftar perusahsan, dan
mengumumkan akta pendirian dalam tambahan berfta negara ®

1.7 Metodalogi Penlitian
Penelitian hukum meropakan suatu kepistan ilmiah yang berkaitan
dengan analisa dan konstruksi, serta dilakukan secara metodologis, sistematis
dan konsisten untuk memberikan suatu penyefesaian magalah ¥ Metodologis

“ Tome Beka, Op Cit, hlm 186.

4L R}ﬁi

% KamusHukumeom 2004, Jumst, 3 Maret 2009, Peiosl 01:11 wib. powsad by
Ehussits.com Terdapat di simg <http:/fwww kamushukum convkamushulaun
etries.php?_subiek%a20bukum_&iderd=2643>, uraian didspet berdasarkan sumber yoang terd:zpaz
di situs %ﬁp}ﬁmkumonlmn vonVkHnik detail. asp?id=520>,

Agus Brotosusis, et al, Permulisan Hodum: Buke Pegangan Dosen, Jakaria:

Kensorstum Imu Hokums, Depitemen PDE, 1994, hm 8, schagaimann dikulip dalam ringkasan
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berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan

suatu sistem sedangkan konsisten berarli tidak adanya hal-hal yang

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.*

Cara penyelesaian masalah yang dilakukan jalah melalui penelitian
secara ilmiah, artinya suatu metode yang bertujuan untuk mempelajan satu
alau beberapa gejala, dengan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan
mendalam terhadap fakta tersebut. Kemudian, penulis mengusahakan suafu
pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Adapun jenis penelitian ini adalah merupakan penelitan yuridis
normative. Penelitian yuridis normative merupakan penelitian hukum yang
analisanya berbasis dan mengacu pada norma-norma hukum, baik yang
terdapat pada pesaturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang
sejenis.

Data yang diperlukan dalam peneliian hukum ini adalah data
sekunder, yang meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan peraturan
lainnya yang berlaku dan terkait dengan penulisan proposal Ini,
diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen
keempat, Statblad 1917-12 tentang Peraturan Tentang Penundukan Diri
Secara Sukarela Kepada Hukum Perdata Eropa, Kitab Undang-Undang
Hukwn Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 40 tahun
2007 tentang Perseroan terbatas, Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang
kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 10
tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 3
tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Republik
Indonesia No 21 tahun 2008 tentang Peraturan Syariah, Peraturan
Pemerintah No. 29 tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum,
dan Peraturan-Peraturan Bank Indonesia, serta Undang-Undang No.8

desertasi Agus Brotosusilo, Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Inltemasional Studi Tenlang
Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti
Pumping dan Safeguard, Universilas Indonesia, 2006, him 11.

M Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hulum, (Jakarla: Penerbit Universitas

Indonesia (UI-Press), 2007), him. 42.
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tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Republik Indonesia No.
23 tabun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang lainnya
vang berkaitan langsung atau fidak langsung dengan tesis ini.

2. Bahan Hukum Sekunder, vaimu data yang diperoleh dardi buku-buka,
mazkalah ilmiah, jumal hukurn, majalab bukum dan hasil karangan ilmish
yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

3. Bahan Hukum Tertier meliputt surat kabar, kamus bahsga Inggris dan
Indonesia, karus hukum dan Iafn-Tain yang memuoat peoulisan yang dapat
dipergurnakan sebagat informasi bagi penelitian ind.

Bahan-bahan terscbut didapat dari penelitian kepustakaan.  Yaily,
penulis mencanl data dan keterangan-keterangan dengan membaca buku-buku,
bahan kuliah, karya ilmiah, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan tema yang akan dibahas dalam fulisan ini.

Berbapgai data vang dipergunskan kemudian akan diolah melalus
analisis dan konstruksi data dengan menggunakan pendekatan kualitanf. Hal
tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehemsif
mengenal tema diatas,

Sebapai rujukan untuk memperdalam pengertian dan dipergunakan
sebagal alat untuk mempertajani analisis, akan dipergunakan pengertian
tentang system hukum. Sah diamsra pengertian sistem hukum yang paling
sederhana yaitu yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang intinya
adalzh bahwa system hukum terdini dari komponen struktur, komponen
substansi, dan komponen budayva hukum ¥

Sistem hukum mempunyai struktur, artinya kerangka atau rangkanya,
bagan yang letap bertahan, bagian yang memben semagam bentuk dan
batasan tethadap keseluruban®®  Straktur bukum ini yang memberikan
gambaran bagaimana kekuasasn dalam suatu Negara didistribusikan dan
ditaksanakan,

“ Lawrcooe. M. Friedman, Hukum Amerika Sehuah Pengartar, [American Tavw An

Introdaction, Ind Hdition], diterjemakhkan oicht Wistnu Bosuki, Cet. 1, (Jakoris: PT. Tatanvss,
20601, bl 3.

* Tbid, him. 7. Menunt Friedman: “contoh strukter seporti: jumizh dan ukuran

pengmdilan, aps yang bofch dan tdsk boleh dilakuken oleh Presiden, prosedur apa yang harus
diikuli oleh Depastemen Kepolining, dan sebagainyn™,
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Aspek lain dari sislem hukum adalah substansinya, arlinya aturan,
norma, dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, ¥
substansi hukum inilah yang mengisi system hukum, yang menentukan
hagaiamana magyarakal dapal bertindak, mana yang boleh dan tidak boleh
dilakukan.

Komponen ketiga dari sistem hukum adalah budaya bukum, arimya
sikap manusia torhadep bukum dan sistem hukum kepercayean, nila,
pemikiran serta harapmmy&‘s Hal tersebut menyatakan bahwa hukum sebags
suatu systemn tidakiah otonom, karena hukum ada dan dipengaruhi oleh
budaya yvang mla dan hidup dalam masyarakat, )

1.8 Sistematiha Perinhisan

Untuk memperoleh gambaran tentang isi dari penelitian ini maka
uraian berikut ini merupakan paris besar dar tiap-tiap bab. Penelitian ini
terdint dars 5 (lima) bab yang meliputi.

Bab | vang merupakan bab pendabpluan yang menguraikan tentung
latsr belskang permasalaban, pokok permasalahan, landasan teori dan konsep,
metede penclitian, tujuan penelitisn dao sistematika penulisan.

Bab 2 vanpg berisikan hal-hal mengenai dasar ketentuan penialain
kemampuan dan kepatulan Pemegang Saham Pengendali bank vang didamnya
menguraikan tats kelola perusahwan vang balk dalam perbankan Indonesig,
kedudukan pemegang ssham bank berbentuk perseroan terbatas, kewenangan
Pemnegang Saham Pengendah dalam Bank, pemegang saham bank dalam
kaitannya dengan bank bermassiah, keberadaan kepemilikan nominee saham
dafam bark, dan pendekatan hukum tentang Pemegang Saham Pengendahi.

Bab 3 membahas penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang
Saham Pengendali sebagail beniuk kehati-hattan perbankan yang di dalamnya

T thid. Menurut Fricdman: “substansi juga berarli ‘produk’ yang dihasilkan oleh orang
yang borade di dalom sistern hukum it — keputusan yang mereka keluarken, aturan bam yanog
mereka susun”,

“ jhid., him 8. Menurt Fricdman: “budayas hukum juga dopat dikataken sebagai suasana
pikiran sosial den kekuston sosis]l vang menentukon bagaimane hukum digunakan, dihindari atan
disalahgunakan”,
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menguratkan peran dan kewenangan Bank Indonesia dalam pengatucan dan
penpawasan bank, penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai usaha
mevwujudkan perbankan yang sehat, penilaian kemampuan dan kepatulan
Pemegang Saham Pengendali dan relevansi  pelaksanaan  penilaian
kemarnpuan dan kepatutan (erhadap feriaksananya kehati-hatian perbankan

Bab 4 menganalisa pentingnya penilaian kemampuan dan kepatutan
oleh Bank Indonesia terhadap Pemepgang Sahsm Pengendali Bank yang
membahas mengenal Pemegang Saham Penpendali sebagai penyebab bank
bermasalah, menenfukan pemegang saham penpendali dalam Bank Umum,
dimana didalamnya membabas ultimate shareholder dalam badan hukum
sebagail Pemegang Ssham Pengendali bank, Negara sebagai pemegang saham,
direkst sebagal pemegang ssham dan pemgurus bank, dan selanjuinya
diteruskan dengan batasan dalam mienjadi Pernegang Saham Pengendali.

Bab 5 penutup benisikan kesimpulan dan saran.
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BARZ
DASAR KETENTUAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Konsideran Peratwran Bank Indonesia No. 5/25/PBE2003 teniang
Penilaten Kemampuan dan Kepatulan mengamanatkan untuk  mendorong
tercipianya sistem perbankan yaog sehat perlu ditingkatkan pokok-pokok good
corporate governance di mmdustn perbankan  Ketentuan mengenat Good
Corporate Govemnance dalam Perbankan untuk selanjutnya diatur sendin dalam
Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Goovernace bagi Bank Umum sebagaimana telah divhab dengan PBI Ne
8/14/PBI/2006.

Dalam Peraturan tersebut dinystakan bahwa Good Corporate Govemance
adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip yang melipuoti hat-
hal sebagai berikut:'

1. wansparansi {fransparency), yaitu Keterbukaan dalam mengemukakan
mformasi material dan relevan serta keterbukasn dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan;

2. akuntabiltias {accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan
pertanggungjawaban organ bank sehivigga pengelolasunya bedalan
secara efektif;

3. pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan
bank dengan peraturan pernndang-undangan yang bedaku dan prinsip-
prinsip pengelolaan bank yang sehat;

4. mdenpendenst  (independency), vaim pengelolasn bank secara
profesional tanpa pengaruhftekanan dard pihak manapuny

5. kewajaran {fairness), vattu keadilan dan kesetarasn dalam moemenuhs
hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjapjian dao
perundang-undangan yang beriaku.,

Dengan demikian pringip-prinsip {ersebutlah yang menjadi pedoman Bank
Indonesia dalam melakukan pengawasan para pengendali suatu bank,

Dalam perekonomian modern, manalemen dan penpelolasn perusahasn
semakin banyak dipisshkan dan pemilik perusahaan Hal il sejalan dengan
Agency ftheory yang menekankan pentingnyas pemilik perusabaan {pemegang
saham) menyesahkan pengelolaan pernsahaan kepada tenaga-tenaga professional

! Indonesia, Penjelasan Persturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI2006 tertang Pelaksanaan
{iood Corporale Ooovormece bagl Bask Umpm sebagsimonn teiph diubsh dengon PBI MNe
B/IAPBI2006, LN, No. 71, TLN No.4640,
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(disebut ageny) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-han, Tujuan
dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan salah satunya yaitu agar
pemilik perusshaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mumgkin dengan
biaya vang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga
professional, Mereka, paa tenaga-ftenaga professional, berfugas untuk
kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen
perusshaan. Sehingpa, defam hal ini, para professional tersebut dapat bertindak
sebagai agenrs, Sementara pemilik perusahaan (psmegang saham) hanya berlugas
mengawasi dan memonitor jalannnya perusshaan yang dikelola oleh manajemen
serta mengembangkan  system  insentif bagi pengelola manajemen untuk
memastikan bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan

Namun pada sisi lain penusshan seperti ini juga memiliki kekurangan.
Adanya keleluasaan pengelols manajemen perusahaan untuk memaksimalkan faba
perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolaan
perusahaan sendiri dengan beban dan hiaya yang harus ditangpung oleh pemilik
perusahaan, Lebih lanjut pemisahan ini dapat pula menimbulkan kurangnya
transparansi dalam penggunaan dana pada perusabaan serta keseimbangan vang
tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham
dengan pengelola manjemen perusahasn dan antara pemegang saham pengendali
dengan pemegang saham minoritas.”

Dasar pemikiran menpenal pengendalian oleh pemepgang saham suatu bank
khususnya yvang berbentuk persercan juga tidak sesedermna melihat pemegang
saham sebagai pemilik bank yvang mempunyal hak penuh untuk mengontrol
perusahaannya.  Karena Bank berbentuk perseroan juga memiliki sturan-aluran
yvang komupleks dalam menjalankan usabanya. Schingpa Pemegang Szham Bank
tersebut fidak hanya runduk pada ketentuan perbankan tetapi juga tunduk kepada
peraluran seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas atan peraturan lainnya
separjang tidak bertendangan dengan peraturan perbankan.

* Hindarmojo Hinurited), Good Corporote Governance, Konsep dan Impelemntasi
Perusahiaan Publit dan Korporasi Indonssia, celckan 1, {Jakartn: Yaynsan Peadidikan Pasar
Modal In;ivmia & Sinergi Commmmication, 2002}, him 20.

Thid.
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Karena iy, penerapan prnsip-prisip good corporgie  governance
merppakan upays agar ferciptanya kesemnbangan antar kepentingan dani para
stakeholder vaitu pemegang saham mayoritas, pemegang saham minocritas,
kreditor, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, suppliers, pemerintah,
konsumen dan tenlunya para anggota masvaraskatl yang merupakan indikator
fercapainya keseimbangan kepentingan, schingga benturan kepenfingan yang
terjadi dapat diarahkan dan dikontrol serta tidak menimbulkan kerugian bagi
masing-masing pihak,

2.1 Tata Kelola Perusahaan yaog baik daban Perbankan Indonesia

Dalam rangka economi recovery, pemerintah  Indonesia dan

international Monstary Fand (IMF) memperkenalkan kongep good corporate

governarice (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini

diharapkan dapat melindungi pemegang sabam (stockholders) dan kreditur

apar dapat memperoleh kembali investasinya. Penelitian yang dilakukan oleh

Asian Development Bank {ADB) menvimpulkan penyebab krigis ekonomi di
negara-negars Asia, tepmasuk Indonesia, adalah:®

I. mekanisore pengawasan dewan komisaris (boawd of director) dan

komite audit (audit commiltee) suate perusahsan tidak berfungsi

dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham
dan, :

2. pengelolaan  peruszhaan yang belum  profesional.  Sehingga
pererapan konsep GOCG & Indonesia  dihargpkan  dapat
meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham
tanpa mengabatkan kepentingan stakeholders.

Secara harfish, kata “governance” berasal dart bahasa Perancis
“gubemance™ yang berarti penpendalian. Selanjutnya kata  fersebut
dipergunakan dalam konteks kegiatan perusshaan afau jenis organisasi yang

lain, menjadi corporate governance, >

*H. 8ri Sulistynnto don Haris Wibisono, “0CG Berhasilkah di Indonesia,” terdapat di
situs htp-researchengines. convhsolistyanto3 htmd
* Siswanto Sutcjo dan B. John Aldridge, Op. Cit, him 1.
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Tidak ada definisi yang universal tentang konsep corporate
governance. Seperti halnya pengertian yang diambil oleh Organization for
Economic Co-Operation and Development (OECD), berasal dari pendapat Sir
Adrian Cadbury, father of core UK Combined Code, yang menyatakan bzhwa
“corporate governance is the sysiem by which business corporafion are
directed and controlled™ Dari pengertian vang diberikan oleh OECD
tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perusahaan yang baik adalah
mengacy kepada adanya hobungan antara pihak manajemen, direksi,
pemegang sabam, dan juga pihak lainnya yang berkepentingan.

Di Indonesia sendiri, menurgt Sutan Remy Sjshdeini’ corporate
governance adalah suastu konsep yang menyangkut struktur perseroan,
pembagian tugas, pembapian kewenangan dan pembagian beban fanggung
jawab dar masing-rngssing upsur yang membentuk struktur persercan dan
mekanisme yang haros ditempuh oleh masing-masing unsur dan strakiur
perseroan fersebut  Konsep inl juga menyangkot hubungan antarg unsuse-
unsur dani struktnr perseraon ifu, molm dari RUPS, direksi, komisaris, juga
mengatur hubungan-hubungan amara unsur-uosyr dan strukhyr pemseroan
dengan unsuc-unsur 48 luar perserozn yang pada bakikainya merupakan
stakeholder dan perseroan, yatu negara yang sangat berkepentingan akan
perolehan pajak dart perseroan yang bersangkotan dan masyarakat luas yang
meliputi para investor publik dari persercan itu (dalarn hal perseromn
merupakan perusahaan publiky, calon investor, kreditue dan calon kreditur
perseroan.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa corporale governance
merupakan suaty konsep yang luss,

Jadi, bila disimpulakan, konsep Corporate Governance ialah dikaitkan
dengan kewajiban dglam manajemen perusabaan, yang mengacu pada
pengarahan  dan  pengendalian  yang  berdasarkan pada  sistem
pertanggungjawaban dan akutabilitas secara kolektif.  Artinya, fungsi dan

® Teresa Barger, “Imemalional Cerpomste Goweepanos Mecting: Why Corporate

Governance Matter for Vietoam QBECIY Workd Bank Asta Roundtsble on Corporale Governance,”
terdapat g1 situs <Biisfwww.oeed org/datnoend/ 1 /47/34080477 odi >

7 Ridwan Khairendy dan Camelia Malik, Good Carporate {Govermance Perkembangon

Pemiliran dan Implementasinga di Indonpsia dalam Perspektif Hukum, (Fogyakarta: Tolal Medis
20073, him £3.
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good corporate governance jalah menciptakan keseimbangan kewenangan
antara para stakeholders dalam perusahaan.

Menurut OECD apabila pemerintsh svatv negara menginginkan
prinsip-prinsip goed corporate govemance diterapkan secara efekef di
negaranya, mereka wafib membangun landasan bukum yang memungkinkan
hal ity terjadi. Tanpa landasan hukum yang kuat salah satu tujuan utama good
corporate governance, vaity melindungi hak dan kepentingan para peroegang
saharn dan stakeholders lainnye tidak akan terwujud ®

Karena itu, pada bulan April 2001 Komite Nasional Indonesia tentang
Corporate Governance Policies mengeluarkan The Indonesian Code for Good
Corparate Governance (Kode-kode) bagi masyarakat bisnis Indonesia® Kode
good corporate governance fersebut (vang memperhatikan penerapan
corporste governance terbaik di dunia Internasional sebagat bahan masukan)
bertujuan menyajikan pedoman kepada masyarakat bisnis Indopessa tentang
bagaimana menerapkan good corporate governance di perusshasn-perysahaan
mereka.  Dengan demikian dibarapkan daya saing perusahaan Indonesia di
durnia intemasional dapat meningkat.

Kinerja perusahaan Indonesia vang menerapkan prinsip-prinsip good
corporate governance dihsrapkan akan lebih baik dibandingkan dengan
perusahasn yang tijak menerapkannyz Dalam Indonesian Code for Good
Corporate Govemance antara lain dimuat hal-hal yang bersangkutan dengan; '’

«~  Pemegang saham dan hak mereks;

~  Fungst Dewan Komisaris perusahaap;

~  Fungsi Direksi Perusahaan;

~  Nistern audil;

~  Sskretaris perusahaan;

~  The Stakeholders;

- Prinsip pengungkapan informasi perusahasn secara transparan;
~  Prinstp kerahasraan;

~  Etika bisnis dan korups, dan

~ Perlindungan terhadap lingkungan hidup.

* Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, Good Corparate Governance Tam Kelols
Pernusahaan Fang Schat, {Jekarts: PT Damar Mulia Pustaka, 2003), him 16,

? Thid, bim 23-24,

* Ibid,
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Pada fahap pertama keteniuan tentang good corporate govemance di
atas (terutama) ditujukan kepada perusshaan-perusahaan publik, badan usaha
milik negara dan perusshaan-perosshasn yvang mempergunakan dana poblik
atau ikut dalam pengelolasn dana publik'! (misalnya perbankan).

Sistem perbankan mempunyal pengaruh vang sangat besar terhadap
kondisi perusahaan lain, Jadi kalau suatu bank jatuh, maka akan ada yang di
rugikan schingga pengaruh  kepada sektor lain yanpg sangat besar.  Qleh
karena itu harus dihindari terjadinya bank yang kolaps. Kalau perbankan tidak
dapat memberikan kredit atan tidak dapat melaksanakan fungsinya sebagal
alat kebijakan moneter maka dapat berpepgaruh terhadap ekonomi secara
mm“ i2

Oleh karena itu, bank ferkenal sebagal industrd vang Aighly regulared,
dimana bank memiliki banyak atwran, mulal dard berdind hingga berakhir., Di
durtig internasional, bank mempuny2l aturan main vang ketat anhuk membuat
bank tetap schat. Disamping ahwan-aturan dalam Undang-Undang vang
berlako, Bank juga harus tunduk pada peraturan-peraturan dan pedoman-
pedoman yang ditetapkan secara khusus oleh Bank Indonesia.  Selain itu
sebuah bank juga harus mengikuli berupa kebiasaan-kebigsaan dari dunia
perbankan seperti infernasional best practices atau kebiasaan internasional
yang bukan berbentuk aturan. ™

Banyaknya poraturan dalam perbankan dikarenakan perbankan adalsh
urat nadi perekonomian suatu nepara. Meka pengawasan para investor dalam
dunia perbankan bertujuzn agar suate bank dapat dikelola dengan baik
schingga terwujud tata kelola perusahaan yang bak (Good Corporcie
Governance ).

2 1bid.

2 Emmy Yusaharie {ed), Perservan Terbatas dean Good Corporate Geowernamee, (lakania:
Rangkaian Lokekarys Membubes MusalalMasalah Kepailitan dao Waowesan Fukwn Bissls
Ininnya, %004}, him 46.

Ibid
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2.2 Kedudukan Pemegang Saham Bank Berbentuk Persercan Terbatas

Selain tunduk pada ketentuan Perbankan, Bank berbentuk Persercan
Terbatas juga tunduk pada ketentuan lain, seperti Undang-Undang Perseroan
Terbatas. Bank dalam bentuk Perseroan juga merupakan legal enlity yang
berbeda dan terpisah dan pemegang saham persercan iftu.  Dalam melakukan
fungsi hukumnya, Persero bukan bertindak sebagai kuasa dan pars pemegang
sahamnya, tetapi bertindak untuk dan atas namanya sendiri. ™

Sebapal badan hukum, Persercan Terbatas merupakan subjek hukum
yang mandin (persona standi in judicic}. Oleh karena itu, perserc mempunyal
hak dan kewajiban dalam hubungan hukum yang sama dengan nafural person,
yakni persero dapat menpgupgat dan digugal, membuat keputusan, memilik:
ulang piulang dan kekaysan sendini.  Karakteristik persero sebagal persona
standi in judicic juga dapat dilihat dengan adanya harta kekayaan persero vang
dipisahikan dari harta kekayaan pendirinya atau pemegang sahamnya ™

Bentuk persercan menjadi pertisubangan bagos dalam menjalankan
suatu usaha karena adanva unsur “perlanggungjawaban yang terbatas”™ dadam
suaty perseroan bagh para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisariy,
Dengan menggunakan konstruksi ini, persero dapaf memperkecil risiko
kerngian yang mungkin tisabul, ini dikarenakan PT sebagai badan hukum
merupakan subvek hukum vang mandiri.  Sebagai subyek hokum yang
mandin maka sepala tagihan atau kewajiban yang dimiliki oleh Persero tidak
dapat dituntut kepada harta kekayaan pribadi orang-orangnya, baik itu
pemegang saham maupun pengurusnya, sekalipun ssham-sahamnya dikuasai
hanya oleh satu pihak  Dengan demikian pemegang sabam lidak bertanggung

* Sutan Remy Syehdent, “Tangeng Jawsh Pribadi Komisaris dan Direksi,” Jural Ealaim
Bisnis, vol. 14, (Jakarta: Yayssan Pengembangan Hukuen Bisnis, 20013, #m J08.

B Menuwrut Gunawan Widjnja, mesiipun menjadi penyandang hak den kewsjibamaya
sendirl, badan hokwm ievlepas dari orang-orang vang mendisiken slau appgots badan hukum
tersebut. Gunewan Widinia, Resike Hukuwn Pemilik, Direkst & Eomisoris PT, Cet. 1, (Jukarts:
Forum Snhabat, 2008}, un. 14 Lihat jups dalem Dheniswara K. Hagono, Pearbaruan Hubun
Perseroar Terbetas: Tinjovgn Ferhadap Unding-Undang Nomor 46 Talam 2007 Tertang
Persercun Terbotas, (Jakardn: Pusel Pengembangun Hukum Dan Bisrds Indonesia, 20083, hlm,
194, Konsekuensi darl konsep pestisahan ini mepuny Ridwan Khalrandy berarti: segalz kekavaan
vang didapat baik melalul penyertann negara maupun yang dipercleh darl kegistan bisis persero,
dersi hukum menjadi kekeyaun persero e sendin, Ridwan Khairandy, “Koosepsi Kekayoan
Negara Yang Dipisabkan Delam Perusabman Perseroan,” Jursud Hukun Bisnis, Yolume 26-Mo 1,
fJakartn: Yayasaa Pengembangas Hikam Bisnis, 20073, Bim 36,
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sawab terhadap kerugian yang diderita Perserc melebihi nilai ssham yang telah
dimasukkannya ke dalam Persero. Prinsip i dalam hukum perseroan disebut
dengan “The Docirine of Separate Legal Personality of a Company”.**

Namun demikian doktrin ini tidak berlsku selamanya Dalam hal
perusahaan dinyatakan bermasalal (mselnya merugi atau babkan pailif)
karena kesalahan dari pemegang saham dan kesalshan pemegang saham im
terbukii, maka pemegang sabam bertanggung jawab sampai harta pribadinya
Hal ini berartt jika terjadi pemgang saham melakukan tndakan yang
bertentangan dengan Undang-Undang dan mengakibatkan Pessero berada
dalam kesulitan (misalnya terancam pailit karepa kesalahan pemegang
ssham), miaka tanggung jawab terbatas pemegang saham ddak berlaku.
Dalam hal tertentu pemegang saham fidak dilindungi oleh doktrin legal
personality.

22.1 Kewenangan Pemegang Sakam Pengendali
Saham merupakan bagian modal dasar perseroan yang memberikan
hak kepada pemiliknyz terhadap harta perseron.  Szham adalah bukti
behwa seseorang ikut serta dalam  persercan  ferbatas. Saham
menunfukkan hak dan kewajiban gerta hubungan hukum antara pemiliknya
dengan perseroan terbatas.

Seham memiliki 3 (tiga) macam fungsi utama, vaitu:"’

1. Szham sebagai sebagian dart modal;

2. Saham sebagal tanda angeota Setiap orang yang ikut serta sebagaf
anggota dalam kena sama perseroan terbatas wajib memberikan
pemasukan kepada PT yang diperhitungkan dalam saham

3. Saham sebagai alat legitimasi, artinya saham merupakan suatu sural
yang menunjuk kepada pemegangnya scbagai orang vang berhak,

Berdasarkans fungsinya dan saham tersebut, secara ummm hak
pemegang saham dapat dibedakan ke dalam:**

%1 A, Tokley, Company Securities Disclosure of fnterests, (Maloysia: Butierworths Asta

Hongk{m%, Singapore, 1993, hlin 5
Y Rechmedi Usman, Dimensi Hubum Perusohosn Perserpan Terbatas, (Bandung:
Adamai, 2004), ks 102,
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1. Hak Individu yang melakat pada diri pemegang saham, dan

2. Hak yang diturunkan dari perserpan, yang dinamakan dengan hak
derivatif {derivatif suil atau derivative action)

Selain hak individuil, dikenal juga dua hak derivatif yang terdapat
dalamn Undang-Undang Perseroan Terbatas. Kefentuan ind mengatur
bahwa Pemegang saham dapat “mengambil alih” untuk mewskili urusan
perseroan demi kepenfingan perseroan, karena ia menganggap Direksi dan
atau Komisans telah lalai dalam kewajibannya terhadap perseroan,

1. Pemegang szham dapat melakokan tindakan-tindakan atau bertindak
selaku wakil perseoran dakem memperjuangkan kepentingan perseroan
terhadap tindakan perseroan yang merugikan, sebagat akibat kesalahan
atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota Direksi dan atan pun oleh
komisaris, **

2. Melals gin dari Kefua Penpadilan Negeri yang dagrah Sukumnya
meliput kedudukan perseroan, pemegang scham dapat mwelakukan
sendiri pemangeilan RUPS (baik RUPS tshunan maupun RUPS
lainnys) apabila direksi atagpun komisarss fidak menvelenggarakan
RUPS atau tidak melakukan pemanggilan RUPS {lihat pasal 87
Undang-Undang Perseroan Terbatas).

Hak-hak pemegang ssham juga dapat dikategorikan juga ke dajam
hak unhuk melakukan pengendalian dan hak untok melakukan pengawasan
terhadap perseroan ierbatas.  Pengendalian oleh pemsgang saham tidak
lepas pada tyjuan didisikannya perseroan, yaitu mencad keuntungan, slch
erang-orang yang nantinva aken menjadi pemegang saham dan perseroan
tersebut.  Karena itu, merekn dapal menentukan manaiemen perserom
guna tercapainya twuan tersebut,

Dengan hak-hak yang dimiliki cleh pemegang saham fersebut, ada
penukiran babwa perosshasn dibuat sermata-mata untuk kepentingan

® Berite tentang XADIN, Ekonomi dan Perdagangsn Peweganp Sabam dan Hak
FPemegang Seham Memurut UU Mo, 40 thus 2007 tentang Perseroan Terbates, 04 Agustus 2008,
terdapat dl situs <hitpHwww kadinor.idforumfforuminfo/dhow phpT=0&topic=20080804103731
AT R

¥ pasal 85 (3) jo. pasal 98 (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas
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pemegang szham.”® Hal tersebut berkaitan dengan pembshasan mengenai

dominasi pemegang saham dalam perusahaan  Setidaknya terdapat 3

(tiga) varian dan domumasi pemegang saham (shareholder primacy),

yaitu !

a. The Shareholder Ownersiip. Contoh Klasik penggunaan arpumen il
dapat diteroukan dalam tulisan Milton Friedman, peraih Nobel dalam
bidang ekonomi, di tabun 1970 pada The New York Times, dimana Ig
berpendapat, karena pemegang saham pada perseroan adalah pemilik
dari bisnis maka kewajiban sosial dari bisals adalah hanya untok
meningkatkan keunhmpan mereka {because the shareholders of the
corporation ore 'the owners of the business’, the only ‘social
responsibility’ of business is fo increase its profiss).

b. The Residual Claimanis. Contoh klasik pengpunaan argumen ini dapat
ditemukan dalam hasil penelifian dan analisis ekonomi dari Frank
Easterbrook dan Daniel Fischel dan ‘Chicago School of Law’, Mereka
berpendapat, perseroan dapat dianggap schagai sebuah “nexus of
gontracts” antara pemepang sabam perseroan dengan parfisipan
perseroan laionya Easterbrook dan Fischel melihat kontrak yang
pihak-pilmknya temmasuk kelompok bukan pemegang sabam
(monsharcholdery seperti manajor, pegawai, kreditur adalah kontrak
eksplisit, vang mengikat mereka dalam perobayaran tetap {(fixed
payment) seperti gaji dan bunga®® Secara kontras, pemegang saham
tergantung pada konirak eksplisit tersebut karena mengikat mereka
kepada apapun vang tersisa/ientinggal setelah perseroan melaksanakan
kewaitban ckeplisitnya ity termasuk klaim-kdaim vang berhubungan
dengan hal fersebut <ika ada Schingga, Easterbrook and Fischel
mengpambarkan pemegang sabam sebagal “residual daimant” dan
“residual risk bearer” dalam perservan. Walaupun demikian mereka

juga berpendapat, dalam hubungannya dengan hak pemnegang saham

@ Lyun A. Swout, Lecture And Commentary On The Socisl Responsitility OF Corporate
Entities Bad And NotSo-Bad Angpuments For Shurcholder Pomacy, Southemn California Law
Eeview, Rily 2002, hia 1190

?) thid, him 563-568.

® tbid., him 1192,
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yang lerdapat dalam kontrak implisit, perseroan seharusnya dyalankan
dengan wiuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang sahamnya
(firnes should be run with an eye toward maximizing shareholder
wealth),

& The dgency Cost. Dalam varian ini, Direldur dan pegawai perseroan
diangpap sebapai apen dari pemegany saham, Ada dua karakteristik di
dalamnya, yakni: adanya hirarki dalam mangjemen dan banyaknya unit
pelaksana Direkiur mendelepasikan kewajiban kepada manajer sentor
dan mengawssi apa yang telsh dicapai olehnya Kemudian mansjer
senior pada kantor pusat roendelegasikan kewajiban dan pengawasan
kepada manajer unit pelaksana. Selanjuinya setiap manajer unit
pelaksana mengawast aktivitas dari masing-masing unit mereka

Perlu diperhatikan bohwa perseroan di Indonesia didivikan dan
dijalankan atas dusar Anggaran Dasar vang dibuat di aniara para
pemegang saham, Sehingga segala hak dan kewajibannya pun havas
dituangkan sejelas mungkin di dalam Anggaran Dasac tersebut, yang dapat
dikatakan sebagai “pesjanjian” mereka.  Pengaturan perjanjian masih
mengacu pada Kitab Undang-Undang Perdata (BW) yang telah
diterjernabkan.  Adapun dassr berlakunya Undang-Undang tersebut
berdasarkan asas konkordansi dan peraturan tenfsng permndukan diri
secara sukarela kepada hokum perdata barat® Karena dianggap sebagai
“perjanjian”, maka Anggaran Dasar harus tunduk pada Undang-Undang
Perseroan Terbatas dan perabman lain yang terkait dengan hak dan
kewajiban pemegang saham,

Undang~-Undang Perseroan Terbatas tidek menyebutkan hal
mengenal Pemegang Ssham Pengendali.  Pengertian Pemegang Saham
Pengendali terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia, menurot Peraturan
Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 tentang Pemlaian Kemampuan dan

= -
hid
2 pasal 26: Oreng-orang Indonesia dapat menundukinn dird secarn sukerels terhadap

perbastan hukum tenteniu dard persturan-persturan yong tidak berdakas bagi morcke fontang ok
pordsia dan hukom dogang omog-orang Eropa mengenal perbuatan bukum vagg dermikian itu, §.
1217412 jo. 528, wb. 1 Okt 1917 woteng Pemturan Tentang Penvndukan Did Secars Sukareln
Kepada Hukum Perdatn Hropa
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Kepatutan (fit and proper test) Pasal | angka 4, yaitu

Pemegang Ssham Pengendali adalah  badan  hukum, orang

perseorangan dan atau kelompoek usaha yang:

1. memiliki saham perusahiaan atau Bank sebesar 25% (dua puluhb
lima perseratus) afan lebih dar jumlah ssham yang dikeluarkan
dan mempunyai hak suarg,

2. memiliki sabam perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh
lima perseratus) dari jumish saham yang dikelvarkan dan
mempunyzi hak suara namun yang bersangkutan dapat dibukiikan
telnh melakukan Pengendalian perusahaan atau Bank, baik secars
Jangsung maupun tidak langsung.

Salah satu efek dag strukdur kepemiiikan melalui saham adalah
ferciptanya strokfur pemegang saham mayorilas den minoritas, Pada
dasamya masimg-masing mempunyai hak yang sama.  Terutama terhadap
hak suara, yaitu satu saham adalah satu suarza  Ketentuan tambahan
terhadap hak suara dapat dishr secara teges sehubungan dengan
kiasifikasi saham Dengan mekanisme pemilikan yang demikian,
pemegang saham mayeritas menjadi pihak vang “diuntungkan™ dengan
sendininva  Semakin banyak saham yang dimilikinya, maka makin dapat
mendominasi dalam mepentukan keputussn mengenai keberadsan dan
jalannya suatu perseroan terbatas.

Kriteria Pemegang Saham Pengendali {Controlling Shareholder)
dalam hal jumlzh kepemilikan saham juga dinyatakan dalam Black’s Law
Dictionary, yaitu:**

“& Sharcholder who is in the position o influence the

corporation’s activities hecause the shareholders either own a

majority of outstanding shares or own a smatler percemages but a

significant number of the remaining shares are widely distributed

among many others,”
Dengan ketentuan tersebut, bisa disimpulkan bahwa dalam Peraturan Bank
Indonesia No.  5§/25/PBI2003 testang Penilsian Kemampuan dan
Kepatutan (fit and groper test), 25% jumlah saham merapaken jumiah
vang signifikan untuk mempengarchi pemegang saham lainnya atau,
dengan kata lain, mengendalikan suatu Bank.

* flask’s Law Dictionary, Fight Bdition, West Group Co, 1999, United Stetes of America
Thomson Busingss, him 1408,
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Namun, dalam PBI tersebut juga dapat dilihat bahwa Pemegang
Ssham Pengendali tidak saja ditentukan berdasarkan kriteria pemilikan
Jumlah sabam saja tetapi juga bukti telah terjadinya pengendalian. Hal
tersebul dapal menganiisipasi  kemungkinan Pemegang Saham yang
mempunyal hak suara sedikif, namun sangat berpengeruh langsung i
dalam suatu Bank.

Undang-Undang Perserpan Terbates pun mengatur bila 1/10 dari
jumalah seluruh saham bisa meminta direksi untuk dilaksanakannya RUPS
{pasal 79 ayat Z hwuf a Undang-Undang Perseroan Terbatas) dan
menggugat direksi dan komisaris® Lebih Jagi pada passl 61 ayat 1
Undang-Undang Poscroan Terbatas menyebutkan bahwa setiap pemogang
saham berbak mengajukan gugatan terhadep Perseroan ke pengadilan peger
apabila dirugikan karena findakan Parscroun yang dianggap tidak adil dan
tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atsu Dewan
Komisaris, Dengan demikian, kepemilikan saham vang sedikit pun bisa
sangal mempengarubi jalannya suatu perseroan

Kedudukan Pemnegang Ssham Pengendali menjadi hal yang hams
diperhatikan kasena kedndukannya yang bisa menjadi sangat dominan
dalam perseroan. Hal tersebut juga diantisipasi dengan PBI tentang Good
Comporate Governance  yang  mengharuskan adanya  komisans
independen®’ dan pibak independen® lainnya yang terlepas dari pengaruh
pemegang saham di dalam suans Bank,

Dengan adanya konsep GCG, dominasi pemegang saham yang
besar dapat sedikit dibindari. Karena pada perkembangannya, perusahaan
tak hanya didinkan untuk para pemegang soham saja, tetapi juga didirikan

pasai 47 ayst & dan 114 syl 6 Undanpg-Undsng Perseroan Terbatas.,
7 Komisaris lndependen adalch mggota dewan Komisaris yang tidsk memiliki hubumgan

Konangan, kepengurusan, kepemilikon soham dan/ates bubungon keluarpa dengan anggota dewsnn
Komisaris lainnys, Diceksi danfatau pemegang ssham pengendali atse Bubungan dengss Bank,
yang dapat mempengarbi kemampumnnys gntuk bertindak independen, Pasal 1 angks 4 Peratumn
Baak Méanma Pelaksarman Good Corporate Goovernace bagi Bank Limwm,

# Pihak Independen adalsh pitak dituar Bank yong dak memiliki bubnngan kenangnn,

kepengurusan, kepemitikan suham dan/stan hubungan keluargs dengan dewsn Komisards, Diveksi
danfatau pemegang saham pengendzll sisn Hubongan dengan Bank, yaog dapal mempengasubi
kemampuannya aolek beriindek independen, pasel 1 angka 5 Peraturen Baok Indonesia tentang
Pelaksanman Good Corporate Goovernare bugi Hank Dmum,

UNIVERSITAS INDOMESIA

Penilaian Kemampuan..., Dika Putera Kesuma, FH Ul, 2009



33

uniuk kepentingan para stakeholder.™ Dalam pasal 1 angka 7 Peraturon
Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 (emtang Pelaksanaan Good Corporate
Goovernace bagl Bank Umum scbagaimans telah diubsh dengan PBI Mo
8/14/PBI2006, discbutkann bahwa siskcholder adalah seluruh pihak yang
memiliki kepentingan secara langsung atsu tidak langsung terhadap kegiatan
psaha Bank,

Hal tersebut lebib rinei disebutkan dalam ketentuan OECD, vang
menvehutkan bahwa stakeholder dalam perusahaan diartikan sebapal
berikut;*

“Stakeholders include resource providers to the company such as

investors, employees, creditors and suppliers.  In  addition,

companies  faces the expectation of otuside groups like civil
society and communities in which the company operates.”
Jad:, mereka adalah lermasuk pemegang ssham (shareholder), anggois
direksi, anggota dewan komusans, pekega lainnya di perseroan tersebut
{karyawan), kreditor, kelompok masyarakat, dan masyarakat di sekitar
perusahaan,

Penpertian stakeholder memperluas konsep tuiuan perssrosn.
Tujuan perseroan Hdak semata-toats untuk kepentingan pemegang sabam.
Kepentingan para stakebolder tersebut kemudian melahirkan teori
stakeholder yang dikembangkan oleh Standford Research Institute (SRI)
pada tahun 1960, sebagai reaksi terhadap pemahaman lama tentang
pengurusan perusabaan, yang berparadigma semata-mata pengurus bekerja
untuk kepentingan pemegang saham.”’

Teori stakeholder menyatakan perusahaan harus memperhatikan
kepentingan para stakeholder, baik yang berasal dan grup atan individu
yang dapat mempengerubi atsuy dipeoganihi oleh mpksud den twivm
peruszhaan,  [Hrekhsr dalem menjalankan tugas mengurus perseroan
diperbolehkan mempertimbangkan setiap tindakannya terhadap grup yang
dapat mempengarali tindakan tersebut, termasuk pemepang saham,

¥ Seuni dengan kovsideran Perstwan Bank Indoresin femtamg Pelnksanmen (oo
Corporate Goovernace bagi Bank Umum,

% Siswanto Satojo, Op. Cit, blm 71.

* Kantor Menteri Negara Peudayagunaan BUMN/Badau Pembina BUMN, Corporate
Governance dan Etika Korporasi, (Yakara: Bolad Pustaka), hlm 61.
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karyawan, suplier, pelanggan, krediler, yang melakukan hubungan dengan
perseroan.’”

Tidak ada suatu perseroan dapat berdiri sendiri tanpa dukungan
sepantasnyas dari pihak luar yang dapat menunjang keberhasilan
peruszhaan. Dalam teori stakeholder bukan saja pemilik suatu bank ysng
menginginkan perusahaannya dalam keadaan yang balk, tetapl semua
elemen yang secara langsung atau fidak langsung berhnbungan dengan
perusahaan tersehut.

Artinya, perusshean bendid dan menjalanken usaha untuk
kepentingan para siskeholder. Staksholder yang dimaksud, bila dilihat
dari kedekatan kepentingan setidaknva dapat dipitah menjadi dua bagian
Bagian pertama adalah yang memiliki kepentingan langsung dengan
perseroan dan bagian kedua vang memiliki kepentingan tidak langsung
yaity masyarakat dan pemerintah  Karena itu, yang diperfukan bukan saja
pengawasan dari orang-orang <i dalam perusshzan tersebut, tetapi juga

dari pemerintah melalul lembaga-lembaganya.

222 Pemepang Saham Bank Dalam Kaitannnya dengan Bank Bermasalah
Sebagai bentuk usaha suato Bank juga dapat mengalami kesulitan
keuangan, Namun, usaha Bank pasti melibatkan vang publik yang
disimpan dalam bank Karena itu, Bank Indonesia dapat mengambil
findakan untuk menangani baok vang mengalami kesulitan vang dapat
membahayvakan kelangsungan usahanya  Bank Indonesia dapat melakukan
beberapa tindakan sebasaimana ditentokan dalam: Pasal 37 ayat (1)
Undang-Undang No.7 tahun 1992 sebagaimans bunyinya kemudian telah
divbah dan ditambah dengan Undang-Undang No10 than 1998
tindskan-tindakan yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesta adatah agar

1. Pemegang saham senambah modal,

2. Pemegang saham menggantt Dewan Komisaris dan atau Dircksi bank

3. Bank menghapus bukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan
modalnya;

M Thomas M. Jones, “Instrumental Siakeholder Theory: A Symhesis of Elhics and
Ecenomics,” The Academy of Management Review, Vol 20, No. 2 (Apr., 1995), blm 407,
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Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank Jain;

Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh
kewajibannya;

Bank menyerahkan pengelolaan scluruh atau sebagian kegiatan bank
kepada pihak fain,

Bank menjual sebagian atau seluruh haria dan atau kewajiban batk
kepada bapk atau pihak Jain

Dalam rangka menjalankan fungsi Bank Indonesia sebagat lender

of the last resort dan dalam upaya mengantisipasi dampak krisis keuangan

global yang berpotensi membahayakan stabifitas sistem keuangan dan
perekonomian nasional, Bank Indonesia menyempumnakan ketemtuan
fasilitas Itkuidias bank prmom, yaitu

i

Ketentuan Fasilitas Likuiditas Intrabari (FLI) disempumakan melalui
PBI No.10/29/PBI/2008 vang mengatur pemberian fagilitas wntuk
mengatasi kekurangan likuiditas akibat kesenjangan antara arus dana
masuk dar amus dana keluar, Pembenan fasilitas i kepada bank
ditujukan untuk memperlancar operasi sistem pembayaran dengan
didukung agunan likuid dan beroilad tinggi.

Ketentuan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPIP) disempurnakan
melalui PBI No 10/26/PBI/2008 dan PBI No 10/30/PBI2008 vyang
memberikan akses yang lebih Juas kepada perbankan wumtuk
memperoleh pendanaan dengan jangka waktu yang lebih panjang dan
FLl1

Sementera itu  Fasilitas  Pembiaysan Darurat (FPD)  yanp
disempumakan melalut PBI No 1021/PBI2008 diberikan kepada
bank yang mengalomi kesulitan Hkuiditas tetapi masih memenuhi
tingkat solvabilitas fertentu yang ditetapkan Bank Imdonesia, serfa
berdampak sisternik.

Penyempumaan  pesaturan  tersebut  melengkapi  mekanisme  Jaring
Pengaman Sistem Kevangan (JPSK) sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang {(Perppu) Nod Tahun
2008 tentang JPSK, "Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bagian dan
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jaring pengaman keuangan (Francial safety nei) yang diperjukan dalam
rangka memelihara stabilitas sistem keuangan ™

FLI dan FPIP merupakan fasilitas yang diberikan Bank Indonesia
untuk mengatayi kesuiitan likuiditas dalam kondisi rormal, sedangkan
FPD} merupakan fasilitas untuk mengatasi dampzk atau rsiko sistemik
dalam kesdist darorat uniuk mencegah dan mengalas: knsis. FPD yang
dibenikan dalam rangka pencegahan krisis diberikan cleh Bank Indonesia
dan dijamin oleh Pemerintah. Sedangkan FPD dalam rangka penanganan
krists pendanaaruyya berasal dari Pemeriniah vang diberikan melalui Pank
Indonesia. Oleh karena itu, sumber pendanaan dalam rangks pencegahan
dan penanganan krisis terkait dengan pemberisn FPD menjadi beban
APBN melalui penerbitan SBN atau tunai oleh Pemerintah, ™

Sebagal Lemder of The Last Resort BI juga mengemban risiko
dalam pemberian fasilitas pembiayaan darurat kerena bisa saja jaminan
vang dibenikan tidak mencukupi. Maka penting sekali bagi BY untuk
mendapatkan jamunan dari pihak bank maupun pemogang saham dan
direksi bank atas pengembalian fasilitas yang diberikaonya benikut
tangpungan biaya yang harus diemban B sebagai LoLR.

Pengertian Fasifitas Pembiayaan Darurat terdapat dalam pasat 1
butir 9 PBI No. 10/31/PBY/2006, vaitu Fasilitas Pembiayaan Darural, vang
selanjutnya disebut FPD, adalah fasilitas perbisyzan dari Bank Indonesia
vang dipufuskan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuvangan {(KS8K), yang
dijamin oleh Pemerintat kepada Bank yang mengalami kesulitan likuiditas
vang Memiliki Dampak Sistemik dan berpotensi Krisis namam masih
memenabi tingkat solvabilitas,

Secara singkat Fastlitas Pembiayaan Darurat dalam PBI tersebut
dapat duraikan sebagai berikant:

i. Fasilitas Pembiayaan Darurat mgrupakan suato bentuk fasifitas
pembiayaan kepada bank. Hal ini memungkinkan adanya pembiayaan

* Bire Hubongan Masyamkst Rank Indonesis, Bank Indoncsia Sempumakan Kelentoan
Fasilitas  Likeiditas Bagi Hesk Umum, November 2008, lerdapat di situs
<httpfwww. bigo. idfwelid/Ruang+Media/Siaran+Persfsp_ 105908, hims,

* Indonesin, Penjelesan Peraturan Bask Indonesin No., 10/31/PBT 2008 tergang Fasitites
Pembigyase Darurat, Ummesm, LN No. 178, TLN. No. 4926,
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vang berasal dari APBN untuk keadaan darurst walaupun belum
tersedia anggarannya dengan syarat kejadian im disampaikan pada
laporan realisasi anggaran dan atau dissulkan dalam rancangan
perubshan APBN,

2. Fasilitas Pembioyaan Darurat diberikan oleh BI kepada bank
bermasalah. Bank bermasalah disebut juga bank yang mengalami
kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan yang dialami bank dapat
dikelompokkan menjadi dua bagian, yairr
1. Kesulitan Likuiditas adalah kesulitan pendanaan jangka pendek

yang dizlami Bank yang disebabkan oleh tegadinya arus dana
masuk vang lebih keeil dibandingkan dengan arus dana kelnar
{mismatch) yang diperkirakan dapal mengakibatkan terjadinya
saldo giro megatif >
2. Permasalahan Solvabilitas adalah kesulitan permodalan vang
didlarii Bank sehingga tdak memenuhi Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum (KPMM) yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.”®
Ketentuan BI ini dapat dimaklumi mengingat bank adalah
perusshaan yang mengelola dena masyarakaf, sehingga memerlukan
periakukan khusus. Sedangkan, personal guarantee dart direks: bank vang
dipersyaratkan Bl ketika peoyaluran FPL lebih kepada aspek “pengikatan
moral direksi™ agar berhati-hati menggunakan realisal FPD dan mengelola
bank vang kesylitan likniditas yang ditenggaral berdampak sistemik,
Karena ity, Hikad baik datam pengelolzan bank sangat dibutuhkan,

Jika terjadi kondisi yang membahayakan operasional suztu bank, Pemilik

saham pada bank adalah pihak pertama yang harus bertangsung jawab

dalam mengupayakan jalan keluamya. Ketika FPD diberikan sebenamya
pemegang saham telah mendapatkan kemundaban atas usaha penyelamatan
asetmya pada bank.

Penting untuk memperhatikan sebatas apa tanggung jawab direks
bank sebagal pengurus dibandingkan dengan tangpung jawab pemegang

* nusal T angka § PRI tlentang Fasilites Pesbisyaan Darurat
* vosal 1 angka 6 PRY tentang Fasililas Pemblaysan Darurat
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saham selaky “pemilik bank™ Penyaluran FPD mempersyaratkan adanya
sural kesanggupan dari pengurus bank dan pemegang saham pengendali
untuk membayar kembali ¥PD. Ketentuan ini seolab-clah menjadikan
posist direksi adalgh sama dengan pemegang sabham bank,

Posisi direksi sebagal penangpung tidak menanggung beban yang
lebih berat dibandingkan si debitur, yaitu bank yang bermasalah itu
sendiri. Jadi, kekurangan pelunssan FPD merupakan tanggung jawab
pemegang saham pengendali kepada pemerintah apabils hasil eksekusi
agunan iebih kecil dant nilai FPD dan kewajiban bunga yang harus dilunast
oleh bank penerima FPD, pada kelentuan tersebut hanya disebutkan
pemegany sabam baok, tidak discbutkan direksi.

Pads masa Bantuan Likuidutas Bank Indonesia (BLBI) vang ialu,
upaya penyelesaian BLEBI dibebankan kepada pemegang sahani pengendali
dengan meminia pemegang saham pengendali menandatangani Masier
Settelmert and Acquisitionr Agreement (MSAA) dan Masier Refinancing
Agreement and Note Insurance Agreement (MRNIAY>? Utang bank pada
wakty itu dislinkan kepada pemegang ssham pengendali  dengan
menandatangani akta pengakuan uiang bukan terhadap direksi  Hal
tersebut adalah wajar mengingat aset bank adalgh terpisah dengan barta
pihak manapun karena status badan hukum yang melekal pada bank,
namun Secars nyata pemilik bank adalah pemegang saham hank itu
sendin.

Ketentuvan ini memperiihatkan pentingnys pemegang  sahiam
pengendali fika terjadi permasalahan pada bank. Memang, bila dilihat dan
hirarkis  perundangsn,  Undang-undang fentang  Perseroan  terbams
posisinys  secara furarkis perundang-undangan adalah lebih  tinggi
dibandingkan PBI,  Peraturan Bank Indonesia sendini tidak dapat
ditemnkan dalam hiracki tersebut namun dapat dikategorikan sebagai
peraturan perundang-undangan vang menuliki kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperiniahkan oleh perahwran perundang-undangan vang lebih

* Fervry Troant, Kompas Cyber Medis, Sjamsut Cideres Janji, RPEN Tifak Transparan
Soal Bob Hausan dan Usman Admadinja, Rabu 27 September 2000 hasit kajian Karling Muliadi,
terdapat di sttus <hipfwww2 kompas.comfkompas-ceink/0009/2 Hekonomifsjam1 5. him>,

URIVERSITAS INDONESHA

Penilaian Kemampuan..., Dika Putera Kesuma, FH Ul, 2009



39

tinggi (pasal 7 ayat 4 Undang-Undang 10 tahun 2004 tenlang
Pembentukan Peraturan Perundangan).

Peraturan Bank Indonesia adalah mengikat setiap orang atau badan
dan ditetapkan oleh Bl Kewenangan BI untuk membentuk peraturan
adalah berdasarkan kewenanpan atribusi yang didapatkan oleh Bl sebagai
lemobaga pemerintaban {meskipun BI adalah badan hukum yang
independen) yang melekat secara terus-menerus dan dapat dilaksanakan
oleh Bl sendin pada sefisp waktu yang diperlukan. Perafuran Bank
Indonesia tidak dapat digambarkan masuk dalam posisi yang mana di
dalam hirarki perundang-undangan,

idealnys hal yang distur dalam peraturan yang lebih rendah tidak
boleh berlenlangan dengan peraturan yang Jebih inggi dan jika demikian
posisi  Undang-Undang Perseroan Terbatas  adalah  lebih  tinggi
dibandingkan PBL Namun perlu diperhatikan bahwa Undang-Undang
Pearseroan Terbatas mengatur hal vang umum tentang bank sebagai badan
hukum, sementara BI melalui PBI adalah badan hukum yang independen
untuk melaksanakan fugasnya dalam hal moneter, lalu lintas sistem
pembayaran seria dalam hal pengaturan serta pengawasan bank

Pada prinsipnya bank sebagal PT adalab Jegal entity adalah badan
usaha yang berbadan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban Dengan
demikian, tanggung jawab dalam pengelolaen perbankan secara hulamn
diletakkan pada badan hukum itu sendiri. Tanggung jawab pemegang
saham adalah sebatas besaran saham yang dimilikinva pada bank tersebut
Sementara ifu direkss dengan segala kewenangan yang dimilikinya hanya
berkedudukan sebagai wakil dan pengurus bank.

Hal yang sama juga diafur dalam PBI, dimana kepemilikan bank
adalah milik badan hukum Indonesia itu sendiri yaitu scbesar kepemilikan
modal pada badan hukum itu sendiri. Lebih lanjut ditegaskan bahwa bank
dapat dimiliki oleh pemegang saham selama menurut penilaian BI
pemegang sahiam tersebut memiliki integritas vang baik.
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2.2.3 Keberadaan Kepemilikan Nomine Saham Dalam Bank

Keberadaan nominee di Indonesia sudah bukan merupakan hal
yang baru.  Sudah menjadi rehasia emum, bahwa setiap bentuk
kepemilikan yang tidak moungkin dilaksanakaen oleh orang asing di
Indonesia, seperti halnys pemilikan hak atas tansh dalam bentuk Hak
Milik, dikoasai melalus penunjukan nominge oleh orang asing fersebut.

Sclain dimiliki langsung oleh pemegang saham, kepemilikan
saham dalam persercan jupa sering dilskukan dalam bentuk nomines
{orang atau badan hukum vang dipinjam dan dipakai namanya sebagai
pemegang saharn oleh Bexeficiary).

Ada banyak alasan mengapz Beneficiory mempergunakan nowsinee
sebagai perpanjangan tangan mereks di dalam perseroan, salah satunya
1afah keinginan wntuk menguasai 100% kepemitikan sgham persercan hal
mana  dilarang oleh Undang-Undang Penmmaman Modal,  Naonm
ketergantungan akan adanya dana asing yang masuk ke Indonesia menjadt
halangan dalam mewujudkan kepastian hulam  DBahkan pemenntsh
sendlini  sudah mengaloni pemsilikan  tersebut harus  dibaiast bukan
dilarang *® Begitopun dengan Persturan Pemerintah No, 29 tahun 1999
tentanyg Pembelian Saham Bank Usurn, jupa tidak membatasi kepemitikan
asing ¥

Kepemilikan nominee saham dapat menpakibatkan adanva
dualisme pengertian vaitn fega/ owner {pemilik yang tercalal menumt
hukum) dan beneficial owner (pihak vang menikmati manfaat ekonomis
dari benda yvang dinnliki oleh legal owner). Adanya dualisme kepemilikan
adalah akibat dianutnya konsep gust vang berasal dan tradist common

# Kompas Cetak, Bapepam skan balasi nominee cootnt maksimal 20%, sclass, 27
Tehraeri 2001, Jakarta (Bisnis}: Bapepam akan memasukkan usnlag pembatasin nomines aecount
maksimal 30% Jalam vevisi UndungAlndang Paser Model menyusal kesuliten otoriias pasar
wodal dalam mumpningkap kesus Inveslor & belakang DBC yang wiengoesal 36,1 3% saham Bank
Bali, te’rdﬁga! di sitys <hitp/Avww? kompas com/businessbursa/@102/2 11 544 i,

# Pasal 4 ayat 1; Pexabetian stham oleh Warga Nepara Asing dan afeu Badan Hukum
Asing melalul Bursa Bfek dapst mencapai 100%5 (seratus per serstus dasi jumiah ssham Bank
vang tercatat di Bursa Bibk, Peratursn Pemeriniah No. 2% ishus 19599 tentang Pembeiian Saham
Bank Umum, LN No. 62, TLN No. 31841,
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Jaw. Legal owner berfungsi sebagai pibak yang melakukan pemeliharasn
atau pengurusan suaty harta kekayaan *

Yang menarik ialah balvwa suatu nominee melibatkan keberadaan
atau eksistensi dari suatu frusis, yang dinamakan dengan nominee (rusts
atau passive trusts atau bare tust, Adanya dualisme kepemilikan adaish
akibat dianutnya konsep rrust yang berasal dari tradist  common law.
Hanya saja berbeda dari jenis-jevis trust yang secara umum dikenad, di
mana seorang frustec secara akiif melakukan pengelolaan terhadap trusts
corpus; dalam nominee trusts, seorang nominee sebagat frustee tidaklah
melakyukan kepiatan apapun juga selain hanya sebagal pemilik terdaftar
Bahkan lebih jauh lagi seorang nommnee hanya melakukan kegiatap
berdasarkan pada kehendak dan atau perintah dari beneficiary '

Dari oratan yang diberikan di atas tampak jelas bahwa keberadaan
“trust” juga dapat ditemwkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdats, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun Undang-Undang
Pasar Modal.

Hal pertama vang periu dipahami dan diperhatikan adslah bahwa
sama seperti halnya Negara-negara yang bertradisi hukom Eropa
Kontinental, di Indonesia sksistensi frusts vang berads dalam lapangan
hukum harta kekaysan memperoleh dasar pijakan pada janjt untuk
kepentingan pihzk keliga yang distur dalam Pasal 1317 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.

Dani ketentvan Pasal 1317 tersebut dapar terjach suatu keadazn
dimana
1 sessorang beganji untuk dirinya sendiri bshwa ia menyershkan hak

milik atas suatn benda kepada orang lain, dengan ia sendiri fetap
sebagai orang tetap memperoleh kenikmatan, baik dalam bentuk hak

A Zulkamaen Sitompul, Morger, “Akuisisi dan Konsolidasi Perbunkan Relevansinya

dengan Kebijakan Singls Presence Policy,” Furnal Hulum Bisnds, volume 27 — No.2 isbees 2008,

* Gunawan Widisia, Jornal Hukum Pasar Modal, volume JTV/Edisi 4, Agustus-Desember

2008, “Mominee Shareholders dalam Perspektif LTUPT Bars don UU Penesaman dModal Baru
Serta Permusalnhan dadam Praklik," $Empunan Konsullas Hukam Pasar Modal (HEHPM), 2008,

b, him 7S,
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perseorangan maupun hak kebendaan yang bersifat terbaftas ~ jura in
re-alinea (misalnya dalam bentuk hak pakas hasil),

2 seseorang beganii untuk dirinya sendiri bahwa iz menyerahkan hak
persecrangan maupun hak kebendaan yang benfat terbatas - jura in re
- glinea yang memberikan kenikmatan ais benda tersebut {misalnya
hak pakai hasil dalamhak kebendaan) secara cuma-cuma, dengas 1a
sendiri tetap sebagai pemegang hak milik atas benda tersebut;

3 seeorang menyerahkan hak milik afas suatu benda kepada orang lain,
denpan janii kepada orang ini bzhwa hak perscorangan lertentu
maupurn hak kebendaan vang bersifat terbatag — jura in re — aliena yang
membenkan kenikmatan atas benda tersebut (misalnya hak pakai hasi
dalam hak kebendaan) - atas benda tesebu! disershkan kepada pihak
lainnya secara cumz-cuma.

Hal lain vang periu diperhatikan yaitu terkait dengan tidak adanva
pengakuan kelembagaan irusis di Indopesia melaloi undang-smdang,
sedangkan kelembagaan yang seropa sebenarmya sudeh ada di Indonesia
Hal iersebut dapst dilithat darl Undang-Undang Pasar Modal vang
mengakui adariya Reksadana vaog bisa berbentuk perseroan atzu kontrak
investasi kolektif dan menggunakan uwang pihak lain univk melakukan
investasi.® Namun, kendalz pertama ialah Reksadana tidak diatur dalam
Undang-Undang tersendirt, sehingga tidak memipunvai kekuaten hokum
yang kuat.  Kendala kedua ialah tojuan Reksadana diperundukan bagi
masyarakat yang awarm untk  bennvestasi, sedangkan banvak
pennasalahan neminees saham di Indonesta saat int izlah padz kepentingan
[4in yang bersifat individu,

Iika, trusts berada dalam lapangan hukum harta kekoyaan, maka
melipud jugs di dalamoya hukum kebendaan  Dalam konteks hakum
kebendaan inilah, peru untuk diperhatikan, bahwa arcna trusts dapat
menciptakan suatu hek kebendasn yang selanjubrya menjadi benda
tersendin dalam hukum, Jika suatu trusls menciptakan atau melahirkan

? Rekse Dmoa adaleh wedah vang dipergunskan untuk menghinpun dene dai
muesyaraksl pemodal untuk sehmduinya diinvestasikan dolam Porlofohe Elek oleh Maajer
Investest, pasal 1 angks 27 Undang-Undang Pasar Modal,
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hak kebendaan, maka eksistensi dars trusts tersebut hanya akan diskui jika
ada suatu undang-undang yang menzunginya Tanpa pengakuan dalam
bentuk undang-undang trusts tersebut tidakizh memperoleh pengakuannya
dalam hukum.

Dalam kaitannya dengan perbankan, prinsip frusts telah diterapkan,
ssbagaimana diatur dalam Pasal & Undang-Undang Perbankan yaitu bahwa
bank umum vang dapat bertindak sebapai bank custodian yakni berfindak
sebagai penyimpan efek-efek untuk dan atas pama nasabah babkan
mengelola efek-efek tersebut guna kepentingan nasabah.

Terkait denpan ketentuan terscbut, perlu dipahami kembali, bahwa
meskipun janji untuk kepentingan pihak ketiga ini seringkali dikatakan
merupakan pengecualaian terhadap berlakunya asas personalia dalam
suatu perjanilan, namon kesbsahan dan penjanjian untuk kepentingan
pihak ketiga inj tidak dapat dipisahkan dan syarat-syarat sabnya perjanjian
yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pemepang saham nominee mierupakan pemegang szham pinjam
nama/dicalonkan/pemegang ssham boneka yang  dipercayskan oleh
pemegang saham sebenarnya/material untuk miemegang ssham dalam
suatu perserodn fterbatas.  Ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan
Terbatas yang hanya mengenal satu peniegang saham sebagai pemegang
saham dalam dominium temyata felah mendapatkan terobosannya dalam
Undang-Undang Peranaman Modal, melalui pranata penitipan kolektf
pada lembaga Kusiodian, di mana lembags Kustodian tersebut sslanjutniva
mergadi pemegang szham terdaftar (regisiered shareholder} dalam
perseroan terbatas lersebut.  Perjanjian pentipan kolektf yang dibuatkan
oleh dan antars emilen dengan lembaga Kustodian, yang salah satunya
adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian akan mengatur dengan
tegas dan jelas hak-hak dan kewajiban-kewajiban vang terkait di antara
kedua belah pibak, fermasuk hak-hak yang diturunken dan peganjian
penitipan  kolektif' tersebut, khususnya yang terkait dengan hak-hak
pemitik rekening dalam penitipan kolekif pada emiten dam lain
seterusnva.  Berdasarkan pada perjanjian penitpan kolektif itulah, dapat
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dijetaskan, dipahami dan dimengert! mengapa yang tercatat datam Daftar
Pemegang Saham Emiten adalah  Lembaga Penyimpanan  dan
Penyelesaian, sedangkan pihak yang berhak hadir dalam Rapat Umum
Pemegang Saham emiten adalah pemegang “sub™ rekening dalam
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian,

Dengan demikian berarti, selama dan scpanjang diakwi oleh
undang-undang {khusus) dan diatur dengan jelss dan tegas maka
keberadaan nominee shareholders tidak perlu dipersoalkan. Namun secara
khusus bagi pemegang saham nominee sendiri, jika terjadi perbuatan-
perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan sebelum badan
hukum, yang secara matenal merupakan perbuatan yang dipenntahkan
oleh pemegang saham mafersal maka tanggung jawab atas perbuatan
tersebit  merupakan tanggpung jawab pemegeng  szham  nomioee
Pertanggungjawaban ini dibebankan kepada pemegang saham pominee
karena dalam Akta Pendirian perseroan yang tercantum sebagai pendiri
{pemepang saham) adalgh pemegang saham nominee bukan pemegang
saham material,

Seperti diketslmit bahwa hingea saat inl tidak ada gturan khusus
yang mengesampingkan atau membenkan kemungkinan lain  terkait
dengan kepemilikan saham mutlak (dominium plenum)} oleh pemegang
saham yang terdaflar dalam Daftar Pemepang Sgham persercan terbatas,
selain  Undang-Undang Pepanaman Modal dalam  bentuk  penitipan
kolektif, maka nominee shareholders dapat dikatzkan belum diakui
keberadagnnya di Indonesis.  Undang-Undang Perseroan Terbatas hanva
mengenal satu orang pemegang saham dengan segala hak, kewajiban
fugas dan tanggung jawab yang melekat padanya sebagal pemegang saham
mutlak (dominium plerom}.

Penjelasan dan wralan &i atas menonjukkan babwa secarz
konseptual sudah sangat jelas bahwa kepemilikan saham yang dinamakan
nomines shareholders hingga saat i salit mendapatkan pengakuan hokum
dt Indonesia.  Rumusan tersebut adalzh dengan pengertian bahwa pihak
yang dinamakan atau disebut dengan nominee shareholder tersebut, yang
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namanya tercantum dalam daRar pemegang saham perseroan, harus diakui
dan diterima sebapai satu-saiunya pemegang saham dalam persercan.
Scbagai  konsekwensi hukumnya, pihak vang menunjuk nominee
shareholders tersebut fidak dapat diskni dan tidak akan dapat
melaksanakan hak-haknyva (yang diatur dalen petjanjian dan atan
dokumen yang melahirkan nominee tersebut) terhadap perseroan dan atau
pihak mampun menurut Undang-Undang Persercan Terbatas. Jika
pemegang saham norminee yang ditunjuk tidak mau mengalihkan sahamn-
saham tersebut di kemudian hari kepada peregang sabam matecal maka
pemegang saham material akan kesulitan untuk melakukan tindakan
hukum terhadap pemegang saham nominee. Hal ini tegjadi karena
Pengadilan  perkara perdata dalem  memutuckan  suatu  senpketa
berdasarkan pada fakia formal.

Hal Jainnya yeng dapai dipakat sebagai njukan yaitu Pasal 33 ayat
(1) Undang-Undang No.25 tamm 2007 tentang Penanaman Modal, yang
menygbutkan Pensnam modal dalam negeri dan penanam modal asing
vang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbalas
dilarang membuat peganjian dan/atau pemyataan yang menegaskan bahwa
kepemilikan saham dalam perseroan terbates untuk dan atas nama orang
Iain.  Aturan lersebut jupa ditkufi dengan ayat (2}, vang menyebutkan:
Dalam hal penanam modal dalam nggeri dan penanam modal asing
membual perianiian dan/atau pemyataan sebapaimana dimaksud pada aval
{1), perianjian dan/atau pernyataan ite dinyatekan batal demi hukum

Pengan adanya pemyaiaan “batal demi hokum,” maka pemilikan
saham yang diwakilkan tidak berlaku secara hokum di Indonesia. Tujuan
pengaturan ayat ini adalah menghindari terjadinya perseroan yang secara
normatif dimiliki seseorang, tetapi secara maleri atau substansi pernilik
persercan tersebut adalah orang lain

* Indoresia, Penjolasan pasal 33 ayet 1 Undang-Uhelang No. 25 tzhun 2007 lenlang
Penanamar Modud,
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2.3 Peadekatan Mukam Tentang Tanggung Jawab Pemegang Saham

Pengendali

Ada dua pendekatan hukum dapat digunakan dalaen melihat tanggueg
jawab pemegang saham pengendali suatu Bank, perlama, menggunakan
hukum perusahazn Perseroan Terbatas (PT) dan kedua, menggunakan hukum
perbankan ¥

Walaupun Undang-undang Persergan Terbatas didirikan berdasarkan
perjanjian yang menimbulkan suatu hak dan kewgjiban, namun Undang-
undang tersebut tidak secara jeles menyebutkan mengenal kewajiban
pernegang saham. Padzhal, status “pengendali™ oleh pemegang saham sudah
diatur dalam peraturan perbankan

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatss menyebutkan
bahwa Pemegang ssham Perseroan tidak bertangeung jawab secara pribadi
atas perikatan yang dibuat atas narna Perseroan dan tidak bertanppung jawab
atas kerugian Persercan mclebihi saham vang dimiliki.  Dengan adanya
pemisshan kekayaan, maka badan hukums PT memiliki vtang dan kewajiban

Iainnya atas namanya sendiri.  Artinya utang dan kewajiaban tersebut bukan

tanggung  jawab pemegang sabam.  Akan telapt kefentuan ini dapat

dikecualikan apabita terdaspat kondisi vang dalam huicam perusahaan disebut
plerce the corporate weil, pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas

yatig menyebutkan bahwa ketentuwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak berlaku apabita:

a persyarstan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

b. pemegang saham vyang bersanghkutan batk langsung maupun tdak
langsung dengan ittkad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan
pnbadi;

¢. pemegang szham yang bersangkutan teritbat dalam perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung muupun  Hdak
langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang

# Zulkarnain Sitompal, Likuidasi den Tanggung Jawab Pemilik Bank, terdapat di situs,
Juni 2006 <hitpfeulsitompul files seordpress. com/200 746 knidasi-dandenpgung.jawab-
pemilik_pilar pdf>.
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mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukap untuk melunasi
ptang Perseroan,

Kata “piercing” berarti mengoyak atau menembus sementara kata veil
berartt kerudung atau cadar.  Maka ungkapan piercing the corporate veil
secara harfiab berarti cadar badan hukum dikoyak atay ditembusi. Dalam
penerapannya ke dalam iimu hukum persercen, dokifrin ini berarti bahwa
bukum fidak memberlakukan prinsip terpisahnya tanggung jawab dao harta
kekayaan badan hukum dan tanggung jawab dan harta benda pemegang
sahiamnya sunggubpin secara de jure selunih persyaratan vang arus dipenuhi
oleh suate perseroan terbatas untuk dapat menjadi suatu badan hukum ielah
sempurna dilakukannya

Dokitin imt bertujuan wituk menghindari hal-hal yang tidak adil
teratamia bagi pihak luar persercan dad tindakan sewenang-wenang atau tidak
layak yang didakukan atas numa perseroan, batk yang terbit dani suatu transakst
dengan pihak kehiga maupun yang timbul dari perbuatan menvesatkan atau

perbuatan melawan hokum,

Doktrin piercing the corporate veil selain diterapkan khusus terhadap
perusahaan holding, diterapkan juga terhadap setiap para pemegang saham dan
suatu perusahaan, apaksh pemegang saham terscbut merupsakan suatu badan
hukumn atau bukan  Akan tetapi, penerapannya terhadap pemegang saham
seperti tfu sulit diberlakukan jika pemegang sahamnva adalah investor publik
pada svatu perusahasn publik.  Satr dan lain hal mengingat status dari
pemegang saham publik hanya sebagai “investor” semata-mata  Jadi, bukan
sebapai pemilik perusabaan dalam arti yang sebenamya.

Dengan demikian, hubungan antara pemegang ssham publik den
perusahaan/bisnis dani perusshasn fersebut relatif renggang  Tentu saja
doktrin ini dapat diterapkan pada kondisi-kondisi tertenty antara lain:®
I terjadi pempuan (ffaud) atau ketidakadilen (unfairness) bagt pihak ketiga

{musainya kreditur} dalam pengurusan perseroan,

* Munir Fuady, Hukum Perusahoan Dalam Parodigma Hulum Bisis (Berdasarkon
Undang-Undang 40 tahun 2007), (Bandung: PT Citra Aditys Bakti, 2008), him 9,

7 ihid., Him 67-68

* Zulkarnaen Sitompul, Op, Cit.
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2. pemepgang ssham tidak memperlskukan persercan sebagai badan yang
terpisab akan tetapi meaggunakannya univk kepentingan pribadi.

3. perseroan kekurangan modal,

4. kondisi lainnya vang dapat menciptakan ketidakadilan (fairness) apabila
perseroat tetap diakui sebagai badan hukum,

Jadi, seyogianya penerapan dokirin piercing the corporate veil terhadap
para pemegang saham setidak-idaknya dapat dilskukan dalam empat hal, yaitu
jika tidak diitkutinyz formalitas tertentu, jika badan hukum terpisah hanya
secara arfifisial, jika ada hubungan kontraktual, dan jika ada perbuatan
melawan hukum atau tindak pidana*® Selain hal tersebut diatas, piercing the
corporate dapat pula dinyaizkan telah ferjadi apabils diperiukan untuk
mencegah  terjadinya pemipuan afau untuk menciptakan  keseimbangan
(equity”

Dengan syarat-syarat tersebut, maka dapat diartikan bahwa pemepang
saham bisa ikut dalam kebijakan suatu perseroan asalkan perseroan tidak
miengalami keregian dan tidsk melawan hokum  Hal serups denpan vang
ditegaskan dalam persturan perbankan, & mana dizkei adanya Pemegang
Sahiam Pengendali dalam swaiu bank. Namun dengan ditegaskannya
pengendalian olch Pemegang Saham, maka tangpung jawab kelika bank
tersebut bermasalah pun menjadt beban para pengandali tersebut. Hal tersebut
dapat dilihat dari pendekatan menggunakan hukum perbankan vang secara
tegas mengatur Pemilik bank sangat berperan apabila banknya bermasalab,

Karena itu, Pemegang Saham Pengendaft harus selalu beritikad baik,
artinya adalah pemegang saham pengendali harus ikt bertangpung jawab
dalam proses pemulihan kesehatan bank jika bank tersebut bermasalah. Bila
mereka melanggar keteatuzan tersebut mereka akan dikenakan sanksi.

“ Munir Fuady, Op. Cit., him 67.¢8,
# Tbid,
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BAB3
PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEFATUTAN PEMEGAN(: SAHAM
PENGENDALI SEBAGAI BENTUK KEHATI-HATIAN PERBANKAN

Prinsip kehati-hatian perbankan (prudent banking principle) adalah suatu
asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan
kegiatan usghanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi
dana masyarkat yang dipercayakan padanya Hal ini discbutkan dalam pasal 2
Unidang-Undang Mo. 10 tahunl 998 sebagai perubahan atas UU No, 7 tzhun 1992
iemtang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melskukan usahanya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian,

Tujuan prinsip kehati-hatian falsh, jka perbankan dikelola dengan baik
dan hati-hati, maka kondisi bank tersebut akan menjadi baik. Sedangkan
pelanggarannya ekan membuat suzto kondisi perbankan yang tidak stabil
Permasalahan dalam dunia perbankan sclalu mempunyai cfek yang raenular
{contagion effect). Permasalahan pada suatu bank akan mengakibatkan keraguan
para nasabah pada bank lainnya, vang akhimya akan mengakibatkan rush. Hal i
terkait karena bank merupakan lembaga kepercayaan.

Salah saiu hambatan dani terciptanya sistem perbankan yang sehat dengan
menjalankan prinsip kehati-hatian, antara lain karena belum memadainya sumber
daya manusia dan tidak patuhya masyarkaat perbankan Indonesia terhadap segala
peraturan yang berhubungan dengan pelaksanaan prinsip kebati-hatian dan
peraturan perbankan jainnya seria peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga
internasional seperti Basel conupittee on banking Supervision dan Banking for
Intemstional Setilement {BIS)."

Dasar pengakuan The Basel Committes ialah dokumen kesepakatan yang
telah mendapatkan endorsement dan (10, vaitu “The Core Principles for
Effective Bank Supervision (The Basel Core Prinsiples)”, yang disertat dokwmen
pendukung yang merupakan referensi silang {Cross Referenced) tehadap The

' Gueario Suhardl, Usaha Meningkotkan Kinerja don Kepotuthan Perborden i
fndonesia, (Yopyekerta: Unbversitay Atmajays, 2004}, him 95,
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Basel Core Principles.” Dokumen tersebut merupakan pedoman persyaraian
minimum bagl pengawasan bank vang diterspkan oleh semua otoritas pengawasan
bank di semua Negara secara internasional yang diproses melalui kajian dan
konsultasi oleh G10 dan juga bekerja sama dengan perwakilan dan Negara-negara
non-G10 sepertt Chili, China, Czekoslovakia, Hong Kong, Mexico, Rusia,
Thailand, Argeniing, Brasil, Hungaria, India, Indonsia, Korea Selatan, Malaysia,
Polandia dan Singapura.

Lahimya dokumen fersebut didasarkan pada pemshaman bahwa
kelemahan system perbankan Negara yang maju ataupun berkembang dapat
mengganggn stabilitas systern financial di Negara tersebut maunpun Negara lain di
seluruh dunia” Karena itu, diperlukan suatu pengawasan pengelolaan di dalam
dunia perbankan Salah satu pengelolaan paling penting datam dunia perbankan
di samping pemasaran bank adalah pengelolaan terhadap Sumber Daya
Manusianya {(SDM). Hal int disebabkan sumber days manusia mempakan tulang
punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suzfu bank.  Uniuk ity,
penyediaan sumber daya manusia sebagai motor penggerak operasional bank
haruslah disiapkan sedini mungkin.

Penpawasan suatu bank tentu fidak terlepas dan peran dan kewenangan
Bank Indonesisz sebagal bank sentral, dimans sebagai the lfender last resource,
bank Indonesia fentunya tidak bisa begitu sajs memberikan bantuan dana kepada
bank jika teadi permasalahan  Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 UL No. 10 tahun
1968:

(1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan
ketentuan kecukupan modal, kualitas aset kualitas manajemen,
Itkuiditas, rentabilifas, solvabililas, dan aspek lain vang berhubungan
dengan usaha baok, dan wajib melakukan kegistan usaha sesual
dengan prinsip kehati-hatian,

(3) Dalam meemberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip
Syariah dan melakukan kegiatan vsaha lainnya, bank wajib menempuh
cara-~cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank.

(1) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi
mengenai kemungkinan timbulnya dsiko kerngian sehubungan dengan

* Persondi Gaudapradia, Dasar don Prinap Pengawasen Bank, {Iskarty: PT Gromedie
Pustakn Zgzma, 206043, hirm 73,
Hd.
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transaksi nasabah vang dilakukan melalui bank.

{3) Kelentuan yang wajib dipenuht oleh bank scbagaimana dimaksud
dalam ayal (2), avat (3), dan ayat {4) ditetapkan oleh Bank
ndonesia "Ketentuan i atas mewsjtbkan bank dalam melakokan
kegiatan usahanya untuk melsksanakan prinsip kehati-hatian. Upaya
penerapan prinsip kehati-hattan. Upaya penerapan prinsip kehati-
hatian antara lain dapat dilakukan dengan menetapkan peraturan yang
menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan
usaha, pelaporan, serta ha! lainnya yang berkaitan dengan usahe bank.

Tujuen inti dad pengawasan bank adalah melindungt kepentingan
masyarakaf penyimpan {deposan dan kreditur) yang mempercayakan dananya
pada bank untuk memperoleh pembayaran kembali dan manfaatnya dari bank
sesual dengan sifat, jenis, dan cara pembayaran yang telah dijanjikannya. Tujvan
tersebut dapat dicapai, bila bink melakukan kegiatan usahanya berdasarkan asas
usaha bank yang sehat dan dapat diperisngpungijawabkan, Tanpa kondisi tersebut,
bank tidak akan memperoleh kepercayaan dari masyerakst, sebab dasar dan
eksisienst bank sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan hal tersebut Bank Indonestz mempunyat beban untuk
memelihara tingkat kesehatan perbankan. Karena ity kesehatan rmanajemen yang
diukur dari kinerja para pengelola bank harus selalu diperhatikan, mengingat
tugas dan tanggung jawab mereka cukup besar upntuk memjags kesehatan bank
tersebut.

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan menpawasi bank,
khususnyz dalam haf penzinan, Bank Indonesia berwenang untuk memberikan
persetyuan aas kepemlikan dan kepengurusan Bank, vang terdapat dalam pasal
26 huruf ¢ Undasg-Undang Bank Indonesia Hal tersebutlah vang dapat dipakat
menjadi dasar dari pelaksanaan pentlatan kemampuan dan kepatuten Pemegang
Saham Pengendali,
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3.1 Peran dan Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan

Pengawasan Baak

Bank Indonesia scbagai bank sentral adalah institust yang merupakan
lembaga negara vang berfugas membantu pemerintah terutama dalam
menjalankan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh pemeriniah

Dalam konicks sistern perbankan Indonesia, maka pengatucen dan

pengawasan pada industri perbankan diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi

perbankan Indonesia sebagai: *

1. Lembaga Kepercayaan masyarakat dalam kaitanmya sebagal lembaga
penghimpun dan penyalur dana ;

2. pelaksana kebijakan mongter ;

3. lembaga yang ikut berperan dalam mernbantu pertumbuhan ekonomi seria
pemerataan, agar lercipta sistem perbankan yang sshat, baik sistem
perbankan secara menyeluruh maupun mdividual, dan mampn moemithare
kepentingan mumsyarskst dengan baik, berkembang secara wajar dan
bermanfaat bagi perekonomian nasional.’ Untuk mencapai mjuan tersebut
pendekatan vang dilukukan dengan menerapkan kebijakan memberikan
kelehuasaan berusaha {(direondast) dan kebijakan prinsip kehati-hatian bank
(prudentiai banking) soria pengawasan bank yang mendorong bank untuk
melaksanakan secara konsisten ketenfusan intern vang dibuat sendirt (seff
regulatory banking} dalam melaksanakan kegiatan operasional dengan
tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian

Dalam hubungannya dengan keuangan pemerintah, Bank Indonesia
bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dengan kewajiban untuk
menyelenggarakan penyimpanan kas umum negara, sechingpa Bank Indonesia
bertindak scbagai pemegang kas Republik Indonesia  Selain itu, Bank

Indonesia juga menyelengparakan pemindahan uang untuk pemerintah dan

berkewajiban membantu pemerintah dalam mepempatkan surat-surat hutang

negara { Pacal 34 Ul No.13 Tabun 1968),

4L
Thid, hal 12
* Direktoral Perizinm don Informasi Bank Indonesia, Booldet Perbankan Indonesia 2006,
Vol 3, No. 1, Maret 2006, Jakarts, 2006, him 11
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Dalam hal kegiatan vyang berhubungan dengan pembinaan dan
pengawasan terhadap bank, Bank Indonesia hanya berhak melakukan
pengawasan dan mensntukan tentang tingkat keschalan dari bank ( Pasal 29
VU No. 7 Tabun 1992) sedangkan mengenai penindakan terhadap bank yang
mengalami kesulitan dan diperkarakan akan membahayakan kelangsungan
usahanya, maka bank sentral berkewsjiban memberitshukan hal fersebut
kepada Menteri Keuangan, sebab Menteri Keuanganlah yang mempunyat hak
anfuk mencabrut 1zin dan bank tersebut (Pasat 37 LU No. 7 Tahun 1592),

Sebagai Bank Sestral, Bank Indonesia memiliki suatu tujusn, vain
mencapal dan mesnelihara kestabilan nilai rupiab {pasal 7 Undang-Undang
Bank Indonesia)  Kestabilan nilaé mupiah ini mengandung dua aspek, yaity
kestabilan nilal mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap
mats uvanpg negara lain Aspek periama tercermin pada perkembangan laju
inflasi, sementars aspek kedus tercermin pada perkembangan nilal tukar
rupich terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini
dinzaksudkan untok memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia
serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atan tidakmya
tujuan Bank Indongsia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah ®

Dalam pasal 8§ Undang-Undang Bank Indonesia, untuk mencapai
tujuan sebagaimana dimaksud daiam pasal 7, Bank Indonesia mempunyai
tugas sebagat berikal;

a Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
b. Mengatur dan menjaga kelancaran system pemabavaran;
& Mengatur dan mengawasi bank.

Menurut pasal 8 huruf ¢, Bank Indonesia mempunyal tugss dan
mengawasi bank. Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 29 avat |
Undang-Undang No. 7 tshun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
dinbah dengan Undang-Undang No. 10 tzhun 1998 tentang Pecbankan yang
menentukan, pembinaan dan pengawaan bank dilakukan oleh Bank Indonesia

S1atus Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun
badan hukum perdata ditetapkan dengan wandang.-undang Sebaga: badap

® fujum dm Tuges Bank Indosesia, fordapat di situs <htip:/fwway.bigo.ktiweb
fidf fenlang + Bl Faogsi+Bank-rIndomesia? Tafunrtdant Tugas?>.
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hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan
hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat
seluruh masyarakal luas sesusi dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai
badan hukum perdata, Bank Indonesia dapal berindak untuk dan atas nama
sendiri i dalam mavpun di luar pengadilan’
Untuk maksod fersebut Bank Indonesia bewenang menetapkan
ketemuan-kelentean perbankan yang memauat ponsip kehati-hatian (Pasal
25)  Ketentan-ketentuan perbankan yang memmual prinsip kehati-hatinn
tersebut berfujuan uniuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan
kegiatan usaha perbankan, guna mewnjudkan sistem perbankan yang sehat,®
Pengawasan vang dilakukan Bank Indonesia melipufi pengawssan
lanpsung dan tidak langsung (pasal 27). Bank Indonesia mewajibkan bank
untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata
cara yang ditetapkan Baok Indonesia, di mana hal ini dapat dilakukan techadap
perusahiaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari
bank apabila diperlukan (pasal 28). Bank Indonesia melakukan pemeriksaan
terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apsbila dipertukan.
Bank Indonesias dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas pama Bank
Indonesia seelaksanakan peeriksasn terhadap bank {pasal 30).
Alasan klasik perlunya pengaturan dan pengawasan terhadap industri
perbackan didasarkan pada empat pertimbangan utama, yaitu ;°
a Penlingnya posisi bank dalam sistem kepangan terutama dalam sistem
pembavaran dan kliring,

b. Sistern perbanken merupaken suatu sistem veng berpotenst menimbulkan
bahaya, berkenaan denpan operasiona! perbankan;

o Sifat dart perjanjian bank, Adakalanya menempatkan bank dalam resiko
yang besar, salah satu contoh dalam perjanjian transaksi derivatif terutama

7 Satus dun Kedudukan Bank Indenesie, terdapat di sifus <hitpffwww, bi.go.id
hwebiid/ Tentaog "B YT ungsi+Bank+indonesia/Status+dan-+K edudukans>,

§ Lembags Kenaxgan Dalam Sistem Keuangan dan Sistem Keuangan Indonesia, Dahlan
Siarmat, Mangjemen Lembags Keuengan, (Lewmbaga Pererbit FEUT, edisi 3, 20000, bl 36,

7 Siti Sundari Arie, Peranan Benk Indonesio Sebagai Otoritas_Perbankan Untk

Mencevah dan Menansand Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Bulelin Hukum Perbmmkan din
Kebanksentralan, Yol 1 No.1, Juli 2003, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, him 39,
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apabila disalahgunakan oleh pemilik bank dengan mesggunakan bank
sebagai kendaraan transaksinya;

d Moral hazard yang timbul dari peranan perbankan sebagai the Jerder of
the last resort periu diantisipasi secara terus menerus oleh pemeriniah

Pengertian pembinaan dan pengawssan Bank dalam penjelasan Pasai
29 UU Perbankan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalab
upaya-upaya yang dilakekan dengan cara menstapkan peraturan yang
menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha,
pelaporan serta aspek alain yang berbubungan dengan kegialan operasional
bank. Sedangkan pengawasan adalah meliputi pengawasan tidak langsung
ternfama dalam bentuk pengawasss dini melalui penclitian, analisis, dan
gvaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan
vang disusul dengan tindakav-tindakan perbaikan

Sejalan dengan #u, DBank Indonesia diberi kewenangan
tanggungjawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap bank dengan menerpuh vpaya-upaya baik yang bersifat
preventif maupun represif Di pihak Jain bank wailb memiliki dan
menerapkan sisiem pengawasan intern dalam rangka menjamin teriaksananya
proses pengambilan keputisan dalam pengelolaan bank vang sesuai dengan
prinsip kehati-hatian.

Karema itu, onfuk memperoleh swmber dayz manusia perbankan yang
berkualilas den mampu setiap saat menjaga kepercayaan masyarakst, Bank
Indonesia perly melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap
pikak-pihak yang dinilai mempunyai pengaruh besar dalam penpendalian dan
pengelolaan Bank. Penilatan kemampuan dan kepatotan merupskan kegiatan
atzu prakiek pengawasan Bank vang lazim diterapkan secara internasional,

Penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut merupakan kegistan
yang bdak terpisahkan dari pelaksanzan tugas pengawasan Bank oleh Bank
Indonesia dan perlu dilakukan secara berkesinambungan guna mewuajudkan
terpelibaranya pengelolaan Bank oleh sumber daya manusia perbankan yang
berintegritas, kompeten, serta memiliki kelayakan kenangan atau reputasi
keuangan vang baik Selain memperhatikan  faktor-fakior integrifas
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kompelensi, serta kelayskan keumangan alau reputast keuangan, pemlaian

kemampuan dan kepatutan juga mengandung fakior periimbangan

{judgemenry yang bersumber pada dala dan mformasi yang dapat

diperianggungiawabkan seria proses yang iransparan

Bank Indonesia mempunyai beberapa kewenangan terkait dengan
keberadaon Pemegang Saham Pengendali.  Hal tersebut ialah menentukan
berhak atau tidaknya seseorang menjadi Pemegang Sahamn Pengendali, lulus
atau tidaknya seseorang dalam penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang
Sahsm Penpondali, dan menentukan Pemegang Saham Akhir {Ultimate
Shareholder),

Dalam kaitan proses pencabutan izin usaha bank yang merupakan
upaya represif Bank Indonesia terhadap bank-bank yang dimilai 6idak fagi
memenuhi prudential banking standard vang telah ditentukan, Bank Indonesia
melakukan upava preventif dalam 2 bentuk:

1. Terhadap suatu bank yang mengalami kesulitan yang mebahayakan
kelangsungan usahanya, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan di
Indonesia untuk melakukan berbagai tindakan penyelamatan mmlai dari
mewajibkan pemegang sabam untuk menambah modal, mengganti Dewan
Kontigaris dan atau Direksi bank, memperbaiki kinerja kredit atan
pembivaan berdasarkan prinsip syariah, melakukan upaya merger atau
konsolidasi dengan bank lain bahkan sampai menyerahkan pengelolaan
sebagian atau seluruh kegiatan usaha bank kepada pihak lain '

2. Sementara techadap terjadinya kesulitan Perbankan yang membahayakan
perekonomian nusional, Bank Indonesia meminta kepada Pemerintah
setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dapat membentuk
badan khusus yang bersifet sementars dalam rangka penyehatan
Perbankan. 1!

¥ 1 ebih lanjut Hhat Pasal 37 ayet {1) No.7 whun 1992 yang kemudisn telsh divbeh dan

ditamboh dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Porbanken LN No. 31 dan 182,
TIN No. 3472 dan 3790 jo. Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tglnm 2004
ionieng perubshen ates lindanp-Undangy Republik Indonesia No. 23 tshun 1999 tentang Bask
Indonesia LN No.66 dan 7, TEN No, 3843 dan 4357

¥ {obih Janjut Hibat Pasal 37 A UU Porbankan jo. Pasal 33 UU Bank Indonesis
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Dengan vsaha preventif ini, Bank Indonesia dapat mengambil alih hak
dan wewenang RUPS untuk mengganti direksi dan komisaris bank (pasal 26
PHI No. 10/31/PBI/2008 tentang Fasilitas Pembiayaan Darurat). Menentukan
Management perbankan akan berujung pada akan dibawa kemana pengelolaan
terhadap bank tersebut.

Hak dan wewenang tersebut ialah bal yang bissa didominas
Pemegang Saham Pengendali.  Pengambilalihan ini tent sudah sejalan
dengan Perpu JPSK pasal 12, Dengan kewenangan tersebut Bank Indonesia
dapat menjaga perbankan tetap dalam keadaan yang baik.

3.2 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sebagai Usaha mewujudkan

Perbankan yang Sehat

Sebagsi salah satu ussha mwewajudkan perbankan yang schat, Bank

Indonesia teish mengeluarkan sturan mengenai penilaisn kemampuan dan

kepatutan  Penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut ditnjukan tidak

hanva untuk direksi dan komisans suatu bank. Penilaian kemampuan dan
kepsatutan juga ditnjukan untuk eglon dan Pemegang Sabam Pengendali.
Dengan adanya penilaian kemampuan dan kepatntan Pemegang Saham

Penpendali, suatu bank tidak dapat lepas dan pengawasan Bank Indonesia

Hal ini dikarenakan Bank Indonesia dapat melakukan pentlaian kemampuan

dan kepatutan kepada Pemepang Saham Pengendali setiap waktu, apabila

diangsgap perls oleh Bank Indonesia {pasal 27 PBI tentang Penilaian

Kemampuan dan Kepatutan).

Penerapan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh BY, dimaksudkan
untuk mencapal sasaran antara lain:

1. memastikan bahwa indusm perbankan dimiliki oleh pemegang saham
pengendali yang memiliki integntas tinggi untuk pengembangan bank
vang sehat, dan atay tidak memanfastkan bank untuk kepentingan pribadi
atau kelompok vsaha
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2. memastikan bahwa perbankan dikelola oleh pengures dan pejabat
eksekutif yang memiliki integritas tinggi dan mempunyai kompetensi yang
mesnadal sehingea tercipta perbankan yang andal dan terpercaya.

3. menyediakan informasi mengenal penilaian kemampuan dan kepatutan
pemilik, pengurus serta pejabat elsekutif bank dalam rangka pengawasan
dan pengaturan bank.

Dengan cakupan tugas yang luas dan tanggung jawab yang besar,
menumt kriteria kesehatan mangemen sefidaknya adanya delapan vosur yang
harus dipenuhi oleh manajemen bank, antara fain: ™

Integritas dan Kopetentsi di bidang Perbankan;

Kepemimpinan dalam mengendalikan organisass

Kepaiuhan terhadap Peraturan yang berlaku dan prinsip manajemen yang
sehat;

Kemampuan merencanakan,

Kemampuan unhik menyikapl perubahan lingkungan bisnis;

Kemampuan untuk menghasiikan kebijakan yvang berkualitas;

Tim mangjemen yang berkualilas dan didukung kadersiessi seria program
suksest

Kemampuan untuk mencegah risiko dan transaksi orang dalam {insider
trading).

Wb

N

=

Karena itv, untuk menjadi Pemnepang Saham Pengendali suatu bank,
seseorang tidak hanyz hans melewati persyaratan vang ditetapkan Peraturan
Bank Indonesia telepi juga Konsisten ierhadap prilakunva dalam menjaps
Bank apgar tetap dalam keadaan bmk. Karena ifu, pentlaian kemampuan dan
kepatutan tidak hanya ditujukan kepada calon tetapi juga kepada pihak yang
sudzh menjadi Pemegang Saham Pengendali. Hal tersebut ditujukan untuk
menjaga Ifikad baik dalam menjalankan usabanya sehingga perbankan dapat
selalu dalam kesdaan sehat  Adapun persyamatan penilaian calon dun
Pemegang Sahan Pengendali, yaitu miegritas dan kelayakan keuangan.

3.2.1  Persyaratan Menjadi Pernegang Saham Pengendali
Bank adalah suatu lembags kepercayaan.  Arlinya, cksistensi suaty
bank sangat tergantung kepada kepercayaan masyarakat terhadap hank itu,

2 Permadi Gandapraja, Op. Cit., him 24
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Makin tinggi kepercayaan masyarakat, makin tinggi kesadaran masyarkat
ferhadap bank ity Semalon tinggl kepercayaan masyarakat, semakin
tinggi kesadaran masyarakal untuk menyimpan vangnya pada bank itu dan
menggunakan jasa-jasa lain dari bank tersebut. Terpeliharanya tingkat
kepercayaan masvarakat terhadap baok, sangat tergantung bukan sap
kepada keahlian pengelolanya, yaitu pengurus dan bank fersebut, ietapi
juga tergantung kepada integritas pengelolanya.

Persyaratan integritas sebagaiamana dimaksud dalam pasal 4 huruf
a melipufi;
a. Memiliki akblak dan moral yang batk;
5. Memiliki komitmen untuk mematubi pertauran perundang-undangan

yang beslake;

¢. Memiliki komitinen yang tinggi terhadap pengembangan operasional
Bank yang sehat;

d. Yang termasuk dalare DTL (DaRar Tidak Lulus),

Masalah penilsian ini menjadi persoalankarena apakah integnitas
dapat diukur dan diramalkan. Jika, dilihat dari waktunya, sampai seberapa
jauh indikator mengenal integritas terscbut dapat diterapkan  Untuk
mengukur hal-hal mengenar integritas hanya dapat dikthat dant rrack
record seseorang/pihak yang nantinya akan menjadi Pemegang Ssham
Pengendalt.

Adapun mekanisme tersebul adalah mekanism yang dilakukan
untuk menilai kemampuan dan kepatutan para pihak yang terlibat dalam
pengelolaan bank yang tertuang dalam suatu gzeattzran yang mengingat dan
dapat ditegakkan sebagai salah satu upava mewujudkan good corporate
governance dalam induste perbankan.  Berperiiaka dengan intepritas
berarti melaksanakan apa vang divcapkan, memastikan tindakan sesua
dengan kata-katanya, mengerjakan apa yang dikatakan akan dikerjakan.”

Selain persoalan integritas, Bank wayib memelihara kecukupan
maodalnys tidak kurang dari batas Capital Adequacy Ratio (CAR) atau
kewajiban penyedizan modal minimum Bank yang ditetapkan oleh Bank
indonesia Kecukupan modal tersebut diukur berdasarkan perbandingan

1* Thomas L. Harrison, The DNA4 of Success: Manfaathan DNA Entrepremsurial wrtuk

Keberhasilon Bisnis, (Kalifa: 2008}, ki 315
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antara modal bank terhadap assei bank yang muasing-masing tlemnya
divkor berdasarkan bobot risikonya.  Makin mudah asset bank ifu
dicairkan menjadi uang tnai, makin kecil bobot risikonya. Dengan kata
lain, kecukupan wmodal bank v divkur  persentasinya dengan
memperbandingkan modal bank terhadap asset tertimbang menurut risiko
(ATMR) dasi bank itu."*

Ketentuan tersebui mengacu kepada ketentwan yang sudah
digepakatai dalam Basel Core Prinsiple, yang lebih dikenal dengan the
1988 accord {(Basel I). Sistem ini dibuat sebagal penerapan kerangka
pengukuran bagi risiko kredit, denmgan mensyaratkan standar modal
minimum sdalah §% Komite Basel merancang Basel I sebagai standar
vang sederhana, mensyaratkan bank-bank untuk memisabkan cksposumya
kedalam kelas yang lebih luas, yang menggambarkan kesamoan tipe
debitur.  Eksposur kepada nasabsh dengan tipe yang sama (sepert
eksposur kepada sernua nasabah korporasi) akan memiliki persyaratan
modal yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan yang potensial pada
kemampuan pembayaran kredit dan risiko yang dimiliki oleh masing -
masing individu nasabah **

Seialan dengan semakin berkembangnya produk-produk yang ada
di dunia perbankan, BIS kembali menvempumakan kerangka permodalan
yang ada pada the 1982 sccord dengan mengeluarkan konsep permodalan
barn vang Jebih di kenal dengan Basel IL'® Basel I dibuat berdasarkan
struktur dagar the 1988 aceord vang memberikan kerangks perhitungan
modal yang bersifat lebih sensitif terhadap risiko {risk sensitive) serta
memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas penerepan mangjemen
risiko di bank, Fal i dicapai dengan cara penyesuaian persysratan modal
dengan risiko dari kerugian kredit dan juga dengan memperkenatkan
perubaban perhitungan modzal dart eksposur yang digebabkan oleh risiko
dan  kerugian akibat kegapalan operssional Basel II  bertujuan

! Pasul 2 ayut | Pooaturen Baok Indonesia Mo, 10/5/200% tenisog Kewajibun Penyediaan
Modal Minimum LN. No. 135 DPNP, TLN. No.4895 DPNP.

¥ Dircktornt Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Zmplementast Bosel Il o Indenesic,
(Bark lndonesia, Jakarts: 20083, him 4.

5 Papat dilihat datem di itus <Gt ffwvver bis org/publfbebs] 07 i,
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menmungkatkan  keamanan dan  kesehatan sisiern keuangan, dengan
menilikberatkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko,
supervisory review process, dan market discipline. Framework Basel I§
disusun berdasarkan forward-looking approach vang memungkinkan untuk
dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dan wakte ke wakiu, Hal ini
untuk memasitkan bahwa framework Basel 11 dapat mengikuti perubahan
vang ferjadi di pasar maupun perkembangan-perkembangan dalam
manajemen risiko. Jika dilibat Basel I memiliki berbagal kompleksiias
dan prakondisi yang cukup berst bagl perbankan,  Tefapi wajar jika
melihat manfaat yang akan didapat perbankan nanii, berupa penghematan
modal dalam menutup nisiko yang diambilnya Manfaat lain, karena Basel
H merupakan standar yang diakul secara internasional, akan mudah bags
suafu bank yang akan beroperasi secara global untuk dapat diterima oleh
pasar internasional, kalau mengikuti standar ini */

Dalam Basel If dinvstakan baliwa setiap otoritas pengawas perlu
mempertimbangkan aspek prioritas sebelum mengadopst Basel II. Melalui
implementasi Basel II, Bank Indonesia pada dasamya ingin meningkatkan
aspek manajemen nsiko apgar bank semakin resisten terhadap perubahan-
perubshan yang tegadi bak di dalam negen. regional maupun
intermasional, Dengan mempertimbangkan kondisi perbankan dewasa ini
maka Bank Indonesia secara realistis menetapkan format vang diambil
dalam langkah implementasi Basel II, Untuk ito pendekatan vang akan
dilakukan sebagal default adalah pendekatan yang paling sederhana, yaitu
standardized approach. Artinya seluruh bank akan melakukan penyesuaian
perhitungan kecukupan permodalan berdasarkan pedoman yang distur
dalam Basel I Basel 1T jugs memungkinkan adanya pengaturan yang
disebut national descretion, suafu pertimbangan yang diputuskan cleh
oforitas pengawas selempal yang memperlimbangkan kondisi dan
kompleksitas dari produk perbankan Indonesia.  Untuk mendapatkan
rekomendasi pengaturan yang tepat dalam pembahasan substansi Basel I
termasuk national descretion, Bank Indlonesiz membentuk kelompok kerja

* Dircktorat Penelitian dan Pengaturan Perbaskan, Op. CiL ilm 5.
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{working group) bersama perbankan Rekomendasi pengaturan akan
diformulasikan dalam bentuk Consultative Paper {CP) yang zkan
didistribusikan  kepada stakeholders khususnya perbankan  untuk
dimintakan masukan/pendapat dan saran.'®

Tujuan yang ingin dicapai pada Basel I dan Basel [T pada dasamya
adalah sama yaitu yang pertama adalah kerangka Basel 1 dibarapkan untuk
memperkuat tingkat kesehatan dan  stehilitas  sistem perbankan
internasional. Yang kedua adalab kerangka Basel I pada penerapannya
dinegara-negara vang berbeda dibarapkan akan fair dan memiliki tingkat
konsigtens yang tinggi dalam pandangan untuk mengurangi sumber
kompetisi yang tidak sama antara bank yang berskala internasional. Pada
kerangks Basel 6, Komite meyakinin perubahan pendekatan yang ada
akan mendorong industt perbankan untuk mengpunakan metode
manajemen rigiko yang lebih baik.”

Berdasarkan perhibunpan tersebut, jika modal bank mengalami
kekurangan, maka bank harus mendapat dana segar. Datam haf tersebut
kecukupan modal akan dibebankan kepada Pemegang Saham Pengendali.
Dengan demikian, persyaratan kelayakan keuangan sanpatlsh penting
dalam penilaian kemampuan dan kepatutan  Persyaratan kelayakan
keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ouf'b meliput

2. Persyaratan kernampuan keuvangan;

b. Pemenuhan persyaratan admimatrative dalam rangka pem}man
kemampuan keuangan sebagaimiana diatur dalam ketentuan yang
berlaku, antara lain ngmun tidak terbatas pada persyaratan mengenai:

1. Tidak termasuk dalam kredit macet;

2. Tidak pemah dimyatakan pailit atau menjadi dircksl atau komisaris
yvang dinyatakan bersalah  imenyebabkan swalu  perseroan
dinvatskan pailit dalam jangka wakin hma ishun sebelum
dicatonkan; dan

3. Bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang
dihadapt Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya;

c¢. Tidak memiliki hutang yang jatuh tempo dan bermasalah.

Dengan persyaratan tersebut seseorang/pihak tidek hanya harus
memilild integnias seja dalam mengelola perusahaan {bank), teiapi juga

% thid, hirs 9.
¥ Ihid, him 26.27.
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&3

hares memiliki kemampuan financial yang memadal sebagai Pemegang
Saham Pengendali. kemampuan financial bukan berarti seseorang/pihak
hanya memiliki vang vang cukup, tetapi juga iidak mempunyat masalah

keuangan.

Predikat Penilaisn

Penilaian kemampuen dan kepatutan memberikan hasil predikat
penilaian. Penilalan tersebut ialah lulus dan tidak lulus bagi calon
Pemegang Saham Pengendali, sedangkan bagi yang ielah berstatus sehagal
Pemegang Szham Pengendali Penilaiannya ialab Julus, tidak Iulus dan
tulus dengan syarat.

Predikat lulus dapat diberikan bila vang bemsangkutan tidak
diternukan  melakukan perbuatan dan/stsu  mempunyai  kekurangan
terhadap penilaian atas faktor penilaian integrites dan faktor penilsian
kompetensi, Dengan predikat ini, maka pihak yasg berpredikat lulus
tersebut bisa atau telap menjadi Pemegang Saham Pengendalt snatu Bank.
Namun, pihak  tersebut dapst kembali dinilal kemampuan dan
kepatutannya kembali jika Bank Indonssia mengangeasp hal tersebut
diperlukan. Hal terssbut adalah tentunya sangat berguna untuk menjaga
integnias pihak vang menjadi Pemegang Saham Pengendali. Dengsn
menjaga -integntas, maka industry perbankan dapat tetap dalam keadaan
baik

Pradikar vidak lulus dapat diberikan bila yang bersangkutan
ditemukan melakokan perbuatan dan/ atan mempunyai  kekurangan-
kekurangan yang diznggap ringan atas faktor pemlaian integritas dan
fakior penilaian kompetensi, Dengan predikst ini, maka pihak tertentu
fidak biga menjadi Pemegang Saham Pengendali. Predikat tidak lulus
dapat menimbulkan permasatahan baru karena adanya pembatasan saham
yang bisa mengakibatkan peralihan kepemilikan sabam bank.  Karena
dengan adanya perahihan saham maka akan disertakan juga peralihan
pengendalisn kepada pihak tertentu yang akbimya akan dintlai lulus oleh
Bank Indonesia,
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Sedangkan predikat lulus dengan syarat dapat diberikan bila yang
bersangkutan ditemukan melakukan perbuatan danfatau  mempunyai
kekurangan-kekurangan vang mendasar terhadap satu atau beberapa fakior
penilatan integritas dan faktor kompetensi.  Predikat ini akan mempunyal
dua akibat hokum pada akhirnya, Perlama, akhirnya akan dinyakan Julus
jika permasalah pemegang saham tersebut dapat dintasi. Kedua, 1alah
dinyatakan tidak lulus vang akhimys mengakibatkan permasalahan yvang
sama dengan predikat fidak lulus.

Keputasan Final dan Kerahasiaan

Sifar kepuhssan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan selelan
pemberitabuan kepada pihak-pihak yang dinilai bersifat final. Dalam hal
keputusan tersebut tidak memuaskan pihak-pihak vang dinilat maka yang
bersangkutan dapat mengajukan banding sesuar ketentuan dan perundang.
undangan yang berlaku. Keputusan final dalam penilaian kemampuan dan
kepatutan merupakan keputusan yang diambil secara cermat dan berhati-
hati danu dilandasi Iatar belakang yang kuat benupa bukti pendukung, batk
secara  keteniuan maupun  aspek yuridis  yang dapat
diperiangmumgjawabkan serta mengingat pihak-pihak yang dinilat,

Salah satu tindak lanjut dari penilaian kemampuan dan kepatutan
ini adalah pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang fidak dapat
memenuehi atan menyelesaikan persyaratan vang telah ditentukan oleh BI
sesuai dengan hasil penifaien. Sanksi ini gnfara lsin adalah keharusan
keluar dari sistern perbankan sampat jangka wakty tertentu (ergantong dard
penyimpangan yvang ditemivkan dalam peniiaian.

Sedangkan  hasil  penilaian kemampuan dan kepatutan
diberitahukan oleb BI kepada bank, pemegang saham pengendali, dan
pihak-pibak yang dinilai Proses dan hasil penilasian kemampuan dan
kepatutan bersifat rzhasia dan hanya dipergunakan oleh BI untuk
keperluan pelaksanaan tugas penpaturan, pengawasan dan pemeriksaan
bank. Bank dan pihak-pihak yang dinilai wajib merahasiakan hasil dalam
peniigian kemampuan dan kepatitan vang diberitzhukan oleh BL Dalam
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hal bank atau pihokepthak lain tersebut membertahukan hasil dalem
penilaian kemampuzan dan kepatutan kepada pihak lain, maka segala akibat
hukum yang timbul menjadi tanggung jawab bank atau pihak-pihak yang
dinilai yang telah memberitahukan hasil penilaian tersebut.

Pihak-pihak lain yang dinilai “tdak luelus® dapat memints
penjelasan secara rinci dan lisan kepada Bl Akan tetapi, penjelasan ini
tidak mengubah hasil keputusan final penilalan kemampuan dan
kepatutan.

3.3 Relevansi Pelaksanaan Penilgian Kemampuan dan Kepatotan Terhadap
Terlaksananya Kehati-hatian Pexbankan

Apa yang dirnaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UU Perbankan
sama sekali fidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan swupuon dalam
penjelasannya (1) perbankan hanya menyebutkan istilab dan ruang
lingkupnya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2,3, dan 4 d: atas.
Dalam bagian skhir ayat 2 misalnva disebutkan bahwasanya bank wajib
menjalankan psaha sesual dengan prinsip kehati-hatian.  Dalam pengertian,
bank wajib untuk ietap senantiasa memelibara tingkat keschatan bank,
kecukupan modal, koalitas asset, kualitas manajemen, Itkuiditas, rentabilitas,
dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank,

Prnsip kehati-hatian perbankan {(Prodential Banking Principles) pada
dasarmya merupakan suatu tolok ukur pengendalian CAMEL (Capital, Asset,
Management, Earning, and Liquidity). Dalam pringip fersebut hal-ha! vang
sering dikemukakan seperti Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequate
Ratio/CAR), Batas Maksimwm Pemberian Kredit {BMPK) termasuk dan
lainniya yang dalam cakupan asas kehati-hatian usahs bank @

Pada akbimya, prinsip kebati-hatian bertujuan untuk memimimalkan
dan mengendalikan risikc yang timbul dari kegiatan yang dilakukan bank.*!
Karena itu, Ifikad baik dalam pengelolaan bank sangat dibutuhkan Jika

2 Sochandiono & Associafes,Studt Hukum Bantuen Liquidites Benk Indonesia (BLBIY
Bark Indonesia, 2002, hlm 49,
* Permadi Gandapraje, Op. Cit, hlm 34-35,
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terjadi kondisi yang membahayakan operasional suatu bank, Pemilik Saham
pada bank adalah pihak pertama yang harus bertanggung jawab dalam
mengupayakan falan keluarnya Misalnva, jika terjadi masalsh pada bank,
maka hal pertama yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia sebagat pengawas
di bidang perbankan ialab memernintahkan Pemegang Saham unluk menambah
modal.

Bils dilihat integritas dan kemampusn financial dalam bank seswai
dengan pentiaian kernampuan dan kepatutan, maka Pemegang Saham yang
sangat mungkin diperintahkan untuk menambah modal tersebut ialah
Pemepang Saham Pengendali. Berdasarkan hal tersebut, kegtatan perbankan
menjadi tidak lepas dari peran Pemegang Saham Pengendalt di dalam suatu
bank. Masalah kepemilikan suatu Bank mempunyal peran vang cukup besar
di dalam perbankan. Karena v pelaksanaan peadaian kemampuan dan
kepatutan terhadap pemegang saham pengendali sangatlah penting karena
berkaitan dengan kesukupan modal yang dibatengl dengan kemauan penulik
bank untek menyclesaikan permasalahan yang dialami oleh bank vang
sehamnya dia miliki.

Dengan demikiar, penilaian tersebut biza dikstaken merupakan
relevansi peran Bank Indonesia untuk mengawasi bank umum. Dengan
penilaian kemampuoan dan kepatutan Pemegang Saharn Pengendali diharapkan
semua manajermen perbankan dapat berhati-hati dalam menjalankan usahanya,
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Perbankan, yang meneniukan balhwa
perbankan Indonesia dalam melakukan usabanya waih meaggunaken prinsip
kehat-hatian sebagaimana dilentukannya prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2
Undang-Undang tersebul.

Tujuan dari diberlakukanmya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-
bank selalu dalam kendaan schat, sehingga bank akan selalu dalam keadaan
hikoid, solvent dan menpuntungkan {Profitable).  Dengan demikian,
muasyarakat bersedia dengan tidak ragu-ragu menyimpan dananva di bank,
yang lebth lanjut, dengan dana simpanan yang cukup itu, bank dapat
melakukan fungsinya sebagai lembaga pemberi kredit (lending institution).
Maka, fyjuan diberlakukannya prnsip kehati-hatian {alah agar kadar
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kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selaly finggi. Pengan fjuan
tersebutigh, maka organ-organ perusshasn bank perdu untuk mendapat
perhatian khusus dari pemerintah melaluil lembaga-dembaganya.
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BAB 4
FENTINGNYA PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN
TERHADAP PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Masalah paling berat vyang dihadapt industn perbankan dan badmm
pengawas bank adalah kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan
yang mereka lakukan. Haf ini dapat dilihat dari prakiik para bankir antara lain
berupa besamnya kredit yang disalurkan kepada kelompok uszhanys sendirl,
Pemberian kredit kepada kelompok usaba sendini tersebut sening kali tidak diisings
dengan analisis pemberian kredit yang sehat. Padahal prakiik sepertt ini pada
dasarnya dapat dikategorikan sebagai penipuan.’

Pemisahaan antara kepemilikan dan pengelolaan sebenamya merupakan
sistern yvang menguntungkan karens penpurus depat dipekerakan semata-mata
berdasar atas kompetensi yang mereka miliki. Hal ini dapat tegadi karena
penguras tidak dibarapkan dapat memberikan kontribusi keuangan kepada
perusahaan vang mempekerjakan mercka atau memiliki ikatan keluarpa atau
hubungan pribadi dengan pemegang saham pengenddi  Dengan kata lain
besarnya perag mangjemen dalam roengelola bank di Indowesis agar dapat
menghagitkan kinerja vang baik ini sangat erat kaitarmya dari peran pemilik bank
dalam memilih manaiemean.

Namun, riset yang dilakukan oleh Clagssens, Djankov and Lang {entang
stapa yang mengonirol perusshaan di Asia Timur {(Hong Kong, Indonesia, Japan,
South Kores, Malaysia , the Philipines, Songapore, Taiwan dan Thailand)
menunjukan:®

1. Lebih dua pertiga perusahaan di konirol oleh pemepang saliam tungpal
2, Pemiszhaan antara pengesus dan pemulik sangal jarang

3. Top manajemen dari 60% perusahaan terkait dengan keluarga

4. Kontrol keluarga yang ekstensif pada lebih dari separoh perusahaan

Benmacarmnys vartasi mekanisme penyelesaian yang diterapkan secara spesifik
oleh suatu Negara menunjukan bervariasi kuitur hokum den politk. Karema ilu,

' Zutkarnain Sitomgul, “Peran don Fungsi Baok dalam Sistem Perekonomian,” werdapat di
sifes -’é?zit_‘;::!izulsiwmp&ﬁiz:s,mdpm,wwzee’?f%f}mm-dm&mgsi—bankwmﬁkclpéb, hibm 1.
Zulkarasin Sitompyl, Merper, “Akuisisi dan Konsolidasi Perbanken Relevansinys
dengan Kebijaken Single Presence Policy,” Jurnal Hukum Bisnis, vohame 27 — No.2 tahun 2008,
hlm 22,
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jika dilihat dari keadaan kultur Indonesia, maka peran kebanyakan Pemegang
Sabam Pengendali sangatiah besar.

4.1 Pemmegang Sahaom Pengendali Sebagai Penyebab Bank Bermasalah

Pada prinsippya Undang-Undang iidak melarang para Pemegang
Saham untuk mengendalikan sustu bank.  Lebih {sgl, dengan adenya
ketentuan Pemegang Seham Pengendali dalam  peraturan  perbankan,
menjadikan pengendaliag geakan diakui oleh hokum., Hal-hal yang dilarang
oleh Undang-Undang izlah ketika pengendalisn tersebut menyebabkan
permasalahan pada bank fersebut atan melakukan perbuatan melanggar
peraturan yang sudah ditetapkan.

Sebenamya aturen dalam Perbankan sangat berat dimana terdapat asas
setigp pelanggaran peraturan perbankan bersanksi pidana’ Bahkan bila
pelangparan dalamn Umdang-Undang Perbapkan fidak menentukan ancaman
secara spesifik, maka pelanggaran persturan perundang-undengan lainnya di
luar Undang-Undang Perbankan yang berlaku bagi bank tetap diancam pidana
oleh Undang-Undang Perbankan *

Namun demikian, dengan peraturan demikian, masib banyak saja bank
yang bermasalsh vang diakibatkan oleh para Perneganp Saham Pengendall
Hal yang masih hangat dibicarakan ialah kasus Bank Century yang diambil
alih oleh Lembaga Penjamin Simpapsa (LPS) Hal terscbur dapat dilihat
dalam kronologis Bank Century,” berikut ini:

o Sejak periengaban 2008, Bank Indonesia terus memanggil
pemegang saham pengendalt (PSP) dan pengurus bank untuk
meminta komitmen dalam penyelesaizn masalsh back Bank
Indonesia felah menerapkan beberapa pembatasan kegiatan
operasional bank {cease and desist order-CDO)Y dan menagih
komitmen PSP untuk segera menyelesaikan permasalaban surat-
surat berharga valuta asing (SSB valas} dan permasaizhan

* Sutan Rerd, Deregulost Sektor Perbonkan, Bahen Pecknliahan Pascasarjana Universilss
Indonssia, 2008, him 46,

* Pesal 49 ayat 2 hanuf' b Undung-Undang Perbankan

¥ Rerdasarkan Sumber Bank Indonesia vang dikotip di delam Hukumonling.som, “Bank
Indenesia Dilvmtut Lebib Transpacan Kasis Bask Century,” Berits, 27 Mel 2009, ferdaput di situg
“hiip o sipeoidiudamoniing detail ssp?id=206768& ¢l =Berita,
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likuiditas yang dihadapi bank.

i5 Oktober, PSP dan pengurus bank befanjt akan mempercepat
pelunasan SSB valas dalam fetrer of commitment (LoC). Bank
juga diminta untuk menyusun aclion plon penyelesaian masalah
likoiditas, perkembangan kredit dan dana pihak ketiga (DPK).

28 QOktober dan 4 November, Bank Indonesia kembah menekan
PSP dan pengurus bank untuk segers  merealisusikan
komitmennya dalam menyelesaikan permasalahan bank. Bank
Indonesia memberikan waktu satu hari, sebelum bank seniral
tersebut  menetapkan  Bank Century sebapai bank dalam
pengawasan kbusus (Special Surveilance Unit-38U).

Lantaran permintaan itu tidek terpenuhi, pada 5 November, Bank
Indonesia menetapkan Bank Century sebagain bank dalam
pengawasen khusus. Stafus inl disempaikan kepada PSP dan
pengurus bank. Bank Indonesia jsga menyampaikan langkah-
fangkah pesbaikan yang haros ditempuh bank (Mandartory
Supervisory Action-MSA),

7 Nopember, Bank Indonesia juga menyampatkan status Bank
Century kepada Lembaga Penjamin Simnpanan (LPS).

13 November 2008, bank tidak dapat mengikuti kliring karena
keterlambatan penyetoran dana awal (prefund) wmtuk memenubi
persyaratan kliring Bank bam dapat memenuhi prefind pada
keesokan harinya, namun jomiahnya sangat terbatas, Di wakiu
yang sama, muncul rzmors mengenai koadisi bank-bank di
Indonesia. Rumors i dianggap Bank Indonesia bisa meagganggu
stabilitas perbankan nasional,

14 Nopember, Bank Century memperoleh Fasilitas Pendanaan
Jangka Pendek {(FPIP) dart Bank Indonesia, setelah sebslumnya
pank in: menpajukan permohionan kepada Bank Indonesia,

16 November, Bank Indonesia meguntz PSP uniuk membual lagi
komitmen penyelesaian SSB valse dalam 7o Mereka juga
diminta untuk menfransfer sahanmya (70 persen} pada kustodian
di Jndonesia. Lalu tidsk menjamminkas SSB wvalas, seria
menyatakan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan Izngkah-
lapgkah yang diperlukan untuk menjaga kepentingan perbankan,
termasuk diantaranys melaporkan kepada bank cownterparty dan
oloritas moneter lamnya.

20 November, kondisi likuiditas Bank Centusy terus memburuk
secara drastis, diikuti dengan penurunan rasio keculkwpan modal
{CAR). Apabila memasukkan koreksi hasil pemeriksaan per 31
Oktober 2008, CAR Bank Century lerus menurun menjadi
negatif. Bedasarkan hal ini Bank Indonesia menetapkan Bank
Century sebagai bank gagal. Sesnai Perppu Jaring Pengaman
Sistem Keuangan (JPSK), aspabila terdapat bank gagal yang
ditengarai berdampak sistemik, maka Bank Indonesia harus
meminia Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK} untuk
mengadakan rapat guna memutoskan bank gagal tersebut sebags
bank yang berdampak sistemik atau non sistemik,
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¢ 20 November 2008, KSSK mengadakan rapat dan memutuskan
hahwa Rank Century adalah bank papal vang berdampak
sistemik, dan Bank Century diambil alih oleh LPS.

o Untuk mengamankan proses pertanggungiawaban PSP dan
pengurus bank, Bank Indonesia menmnta Menteri Keuangan
untuk mencekal PSP dan pengurus Bank Century. Bank
Indonesia juga berkoordinasi dergan otoritas bank sentral di huar
negert untuk mengamankan PSP dan pengurus Bank Centuwry
vang berada di luar negeri. Bank Indonesta juga melaporkan PSP
kepada Kepolisian mengenai kemungkinan adanya tindak pidana
perhankan

Walaupun masih dalam penyelesaian di pengadilan, pamum sudah
adanva penangkapan terhadap pihak yang dinyatakan sebagan Pemegang
Saham Pengendali Bank Century. MMarkas Besar Kepolisian menahan Robert
Tantular, sebagai pemegang saham Bank Century. Dia diduga mempengarubi
direksi dalam mengarabil kebijakan yang menyebabkan Bank Century tak
memenuhi kewajibannya. Ia dituntut dengan menggunakan pasal 50 dan 50a
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Hal tersebut
berlanjut dengan pencarian pemegang saham pengendali lainnya yang belum
diperiksa® dan penolakan penetapan Robert Tantular sebagai Pemegang
Saham Pengendaly.”

Masalah selanjutriya ialah likuidasi Bank IFT per April 2009.* Dalam
jumpa pers, Kabiro Pengendalian Stabilitas Keuangan BI Wimboh Santoso
mengatakan® bank sentral sudah melakukan pengawasan intensif terhadap
Bank IFI sejak tahun 2002 karéena bank tersebut memiliki NPL di alas 5
persen.  Pada September tahun lalu, bank ini masuk dalam pengawasan

khusus. Sebelum ditutup, kecukupan modal bank tersebut anjlok di bawah 3

S Yaitu R AE., pengussha keturunan Pakistap, H. al W. dadi Amab Ssudi, Polr Sisp
Banty Kejar Pemegang Ssham Baok Cenlury, Senin 24 November 2008, Kompas.com, ferdapat 4i
gitug  <hitp./bisniskenangan kompas congread xm/ 260841 1/24/2041 141 1/poiri.siap. barstu keiar,
pemegmg‘mhmbmk.mmyb.

Danpy Kelimang dan Bambang Harlono, Peagumuman Pembelpan Rabsyt Tantubas,

Kompss, Benin 18 Mel 2009, Metropolitan, Bim 26,

¥ Berdasarknn Surat Keputusan Gubermnor Bank Indonesia No. 11/ 19 /KEP.GRIZO
tanggal 17 April 2009, Bank Indonesia memituskan untuk mencabu izin wsahs PT, Rank {51, Biro
Hubungan Musysrskat Baock ladonesia, Siaran Pers Bemsams Bank Indonesia dan Lembaga
Pepjamin Simpsam - Bank indonesiz Tsbut Izn Usshe PT. Bank Tl terdzpat di situs
<htpr/hwww bl go.idAweb/id/Rusng+Media/Siaran+Pers/sp bersama_140400 him>,

*AI Akhimya Likuidasi Bank IFI, 18 Aprl 2009, ltexdepat di situs <hitpHwvew.
hulnumoniine com/detailasptid=21 761 Sci=Berila>.
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persen. Modal bank merosot akibat tingginya rasio kredit bermasatah (non
performing loan/NPL) yang mencapai 24 persen. Bl meminta agar pemilik
menambah modal bank tersebul, tapt permintaan jtu tak terpenuhi.
Berdasarkan hal tersebutlah Bank IFT akhimya dilikuidast,

Persoalen Bank bermasalah yang diakibatkan oleh Pemegang Saham
Pengendalt sebenamya sudsh perab dialami di Indonesta.  Sebut saja kasus
Bank Global yang berakhir dengan pembekuan dan pada 13 Januari 2005
dicabut jin uszhanya'® Bank Global bukan satu-samya skandal yang
melanda industri perbankan dalam periode 2004-2005. Sebelumnya ada Bank
Asiatic dan Bank Dagang Bali yang menurut pengawas juga melakukan
tindakan yang tidak patut, mengalami kerugian besar dan akhirnya ijin usaha
keduanys dicabut.

Tahun-tshun sebelurmnya juga 6dak sepi dari perilaku bankir vang
melanggar hukum. Sebehunnya fupa praktik beromsur pidana meswarnai wajah
mdustrs perbankan.  Komisaris, Direktur dan Pemilik {(Pemegang Saham
Pengendali) PT. Bank Citra misalnya melakukan perbuatan kriminal,' yailu
tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memasiikan
ketaatan bank terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Berpengarvhnya Pemogang Sshem Pengenadali dalam sustu Bank
mengakabatkan haros adanya suatu pengewasan yang khwusus.  Informast
mengenat Pemegang Sabamy Pengendali sangal pemting guna kelancaran
operasional dan keuangan bank tersebut. Namun sebelumpya, harus diketakui
dulu siapa yang akan dinikai kemampuan dan kepatutannya. Karena itu,
Pemegang Sabham Pengendali harus diketahui identitas dan keberadaannya

 Zulkamain Sitompul, “Memberantas Kejehatan Perbankan: Tantangen Pengawssan

Beek,” wrdapat i situs <hilpaisitompul files wordpress.comf 200706/ makalaly | kejahton-
m&&ﬁk&:}éﬁb@d&, him i,
1

Pengadilan Negeri Jakarta Bomt, delem Pemerintah Bl v, Achmad Febdy Fadiloh,

menghukum Achmad Febby Fadillah pemitik 47,5% ssbam Bank Citrs, dan Chandrs Wijaya
masing-masing Komisaris dan Direktur P, Bank Citrs kedusuya pidana penjera masing-masing
sedarn 3 (liga) bulan dan denda masing-mesing sebesar Rp. 40 juta dari ancaman makstma! pidena
penjors paling fama 6 (enam) thon dan depda paling banyak Rp, 6.000.000.000,- (etiam mityar
rupiah). Putugan Nomor: 001/PI/B/1998/ PNUIKT.Bar tanggal 6 April 1998, terdapat dalam
Zidkernuin Sitompul, ibid,
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4.2 Menentukan Pemegang Saham Pengendali Bank

Pada prinsipnya setisp subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk
bertindak dalam hukum dapat menjadit pemegang saham persercan. Dalam
kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistern bukum
Indonesia, ialah manusia pribadi (natuurlijk persoon) dan badan hukum
(rechtspersoon) badan hukum mandiri yang tidak dikecualikan berdasarkan
pada peraturan pgrundang-undangan tertentu

Dalam hal-hal fertentn, misalnya dalam kerangka undang-undang
penanaman modal, pihak-pihak, baik individu asing maopun badan hukum
asing dibatasi kepemilikan sahamnya dalam Persercan  Bshkan dalam
ketentuan undang-undang perbankan misalnya, untuk menjadi pemegang
saham Perseroan yang bergersk delam bidang usaha perbapkan, vang
bersangkutan harus memenuhi persyaratan dan lofus penilaian kemampuan
dan kepatutanter lebih dahule sebelum seseorang dapat menjadi pemegang
szham Perseroan yang bergerak dalam bidang perbankan tersebut,

Yika persyaratan kepemilikan sabam telah ditetapkan dan tidak
dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat
menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak
diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesusi dengan ketentaun
undang-undang ini dan/atau anggatan dasar.

Bank vang kepsmilikannya terbagi atas sabam tentu sais borbentuk
badan hokum persero vang tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Pasal 1 bufir 1 Undang-Undang Perseroan Terbaiss menvaiakan bahwa
perseroan didirikan berdasarkan perjanjian.  Pemyatean (ersebut memberikan
makna bahwa perseroan terbalas hanya dapat didinkan oleh dua orang/pihak
atau lebih, Keadsan atan keberadasn atan eksistenst dari dua orang/pihak
dalam perseroan terbatas ini tetap harus dipertahankan oleh persercoan tersebut
selama perseroan terbatas tersebtu selam perseroan terbatas berdiri. Hal
tersebut tidaklah memberikan art babwa tidak dimungkinkan terjadinya
pemilikan persercan oleh hanya satu orang/pihak.

Sebagai suatu perusahasn yang didinkan berdasarkarn perjanjian, maka
setelzh perseroan memiliki status sebapai badan hukum pun, pemepang saham
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perseroan terbatas {etap dibatasi hingga sekurang-kurangnya dua orang alau
badan hukumm.  Dalam hal pemegang saham menjadi kwrang dan 2 {dua)
orang, dalam jangka wakty paling lama 6 (enam} bulan terhitung sejak
keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajih mengalibkan
sebagian sahamnya kepada orang lain atau Persercan mengeluarkan saham
baru kepada orang lain Jika jangka wakiu tersebut telah dilampaui pemegang
saham tetap Kurang dard 2 {dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab
secara pribadi atas segala perkatan dan kerugian Perseroan.

Ketentuan vang mewajibkan Perseroan didinkan oleh 2 (dua} orang
atau lebib tidak berlaku bagi:

1. Persere yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atan

2. Perseroan yang mengelofa bursa efek, lembaga klinng dan penjamiman,
lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana
diatur dalam Undang-tndang tetang Pasar Modal

Memang pada kenyatasnnya perseroan dimungkinkan bagi perseroan
wtok banye memiliki sate pemegang saham, tanpa kekurangan satu apapun,
termasuk sifat perfanggungiawabannya vang terbatas.  Tetapt hanys untuk
masa alap kerun wakiu 6 (enam} bulan saja. Jika masa enam bulan lewat dan
pemegang saham tetap kurang dar 2 (duz) orang/pihak, maka sam-satunya
pemegang saham bertanggung Jawal secara pribadi atss segala perikatan dan
kerugian perseroan dan atas permohonan dat pihak vang berkepentingan,
pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan ersebut, >

Dengan kepemilkan yang lebih dan dua orang/pihak tersebut maka
hargs ditentukan orang/pihak yang paling berpengaruh dalam pengendalian
bank tersebut.  Hal ini dikarenakan crang/pihiak tersebutlah yang akan dinilai
kemampuan dan kepatutannya.

Bank Indonesia fedihat sangat berhati-hati dalam melakukan Penilatan
Kemampuan dan Kepatutan Pemepang Saham Pengendali. Hal tersebut dapat
dilihat dari ketentuan penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Saham
Pengendali yang berupa Badan Hukum, Bank Indonesiz memakar istilzh
ultimate sharcholders. Hal tersebut dapat berarts Bank Indonesia menerapkan

konsep witimate owner.

* Pasal 7 ayat 7 Undung-Undang Perseroan Terbatas
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Berdasarkan konsep ini pemilik adalah pihak yang menerima manfaat
alas kepemilikan tersebut {beneficial owner). Pihak yang menerima manfaat
tersebut  dapat berbeda dengan lfegal! owner. Oleh karenz itw, pibak yang
menerimia manfaat dart kepernifikan bank wajib diungkepkan  Kewajiban
untuk mengungkapkan jupa berlaku untuk perusshaan terbuka.  Hampir di
semua  negara maju  terdapat  ketentuan yang mewajibkan  untuk
mengungkapkan kepentingan substantif suatu pihak terhadap perusshaan
terbuka Pada tahun 1972 Australia misainyz lelah memberiakukan kewsnjiban
ggar suaty pihak vang memiliki secara substantif ssham suatu peruszhaan
publik untuk mengungkapkan kepemilikannya kepada perusabaan dan kepada
bursa dimana sabiam tersehunt diperdagangkan. Berdasarkan ketentuan tessebut
kewmiiban tersebut muncul bilamana suatu pihak memiliki hak suara pada
suatu perusshaan sebesar 5%

Kewsjiban untuk mengungkapkan kepemilikan dilandasi beberapa
alasan. Pertama, identitas pemegag saham pengendali atan calon pemegang
saham pengendali perusahasn merupakan informasi investasi yang peniing.
Kedua, dalam rangka akuisisi keterbukaan informast atas kepenulikan
dimaksudkan untuk menjamin  agar peralihan pengendalian perusahaan
bedangsung secara terbuka dan efisien. Ketiga, untuk mencegah terjadinya

insider trading dan mampulas pasar. %

4.2.1 Badan Hokum Sebagai Pemegang Saham Pengendali

Defimsi badan hukuin atau legal entity atau legal person dalam

Black's Law Dictionary dinyvatakan a body, other than a natural person,

that can function legally, sue or be sued, and make decisions through
agents.

Semenisra dalam kzmus hukum verst Bzhasa Indonesia, badan

hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyubsn lainnya

di mana pendirisnnya dengan akia otentik dan oleh hukum diperiakukan

8 oy
Ikid.
¥ Zulkarspen Sitompul, Merger, Akuisisi dan Konsolidasi Perbankan Relocvansinya
dengan Kebijekan Single Presenes Policy, Op. Cit, him 20,
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sebagal persona atau sebapai orang. Badan Hukum ialah hasil rekayasa

manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan,

kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena 1w Badan Hukom
disebut juga badan hukum artifisial (artificial legal person).

Frasa ‘badan hukom’ mengandung dua dimensi, yakni badan
hukum publik dan badan hukum perdata Contoh yang paling nyata dari
badan hukum pubdik misalnya negara yang lazim juga disebut bedan
hukum ornisindl, propinsi, kabupaten dan kotapraja  Sedangkan badan
hukum perdata terdini dari beberapa jenis diantaranya perkumpulan '
Perseroan Terbatas, * Koperasi,'” dan Yayasan **

Perbedaan antara badan hukum publik dengan badsn hukum
perdata, terlelak pada bagaimana cara pendiriannya badan hukum tersebut,
seperti yang diatur di dalam Pasal 1653 KUHPerdata vaitu ada tiga
macam, yakn
1. badan hukarm yang diadakan oleh kekoasaan umum (Pemerinizh atan

Negara);

2. badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum;

3. badan hukum yang diperkenaokan dan yang didirikan dengan tujuan
terientu  yang tidak bertentangan dengan undang.undang  atau
kesusilaan (badan hukum dengan konstruksi keperdataan).

Untuk membedakan keduz jepis badan hukum tersebut, dican
kriteria keduanya yaitu pada badan hokum perdatz ialah badan hukum
yang didinikan oleh peorsecrangan, sedangkan pada bedan hukum publik
ialah badan hukum vang diadakan oleh kekuasaan umum.

Badan hukwm privat di Indonesia terbagi meniadi 2, vaitu badan
hukum prival yang menjalankan perusabaan (Perseroan Terbatay dan
Koperasi) dan badan hukum privat yang tidak menjatankan perusabaan
{vayasan atau perkormpulan — orpanisi massa, partal politik), Yang
dirnaksud dengan monjalankan perusahaan atinyz bahwa badan hukum

' Pasal 1653 KUH Perdaa, Stb, 187064, Stb. 1939-570.

" Undang-Undang 1 No. 40 Tahun 2007 tentag Perseroan Terbatas,

" Undang Undang No. 12 Tahun 1967 tentong Koperasi, LN No.23, TEN No. 2832,
* Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasen, LN Ne. 112, TLN No. 4132,
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tersebut  dalam melakukan kegiatannya bertujuan  untuk  mencari
keuntungan. Sedangkan yang tidak menjalankan perusahaan tujvannya
lebih  bersifat soclal walaupun dalam mencapal tujuannya ftetap
menggunakan cara~cara yang sama dengan Badan Hukum Privat vang
menjakinkan perusahasn,

Kelentugn pentigian kemampuan dan kepatulan pada Peraturan
Bank Indonesia menentukan bahwa dalam hal badan hukum pemegang
saham Bank dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara
berjenfang dalam suate kelompok ussha maks uftimate shareholders
adalah  orang-perscorangan yang memiliki saham  daon  merupakan
pengendali badan hukum terakhir dan kescluruhan struktur kelompok
vsaha yang mengendalikan Bank. Hal lain yang dijelaskan dalam
menentukan wltimate shareholder ialah dalam hal badan hukum terakhir
dari keseluruban struktur kelompok usaha yang mengendalikan Bank tidak
memiliki pengendali maka badan hukum tersebut merupakan wiimate
shareholders.”

Dari ketentuan tersebut bisa dilihat bahwa ada dua allemative
untok menilal kemampuan dan kepatutan pada Badan Hukum, Pertanma
adalsh mencari orang-perseorangan yang memilikt saham dan paling
mempunyal  pengarsh (penpendsli) dari kepemilikan saham berjenjang
balan hokum yang mengendalikan bank tersebut. Mal ini berkaitan jika
badan hokum tersebut berbentuk Perseroan Terbalas, yang kepemilikannya
terbagi atas nilai saham.

Sedangkan alternative ke dua adalah dengan menentukan bahwa
badan hokum yang terbukti mengendalikan suatu bank yang harus diniiai
kemampuan dan kepatutannya. Hal tersebut dikarenaken terdapatnya
snatu Badan hokum vang kepemilikannyva tidak terbagi atas nilai saham
namun tetap diatur oleh Perundang-undangan di Indonesia. Badan hokum
tersebut bisa berupa basdan hokum public seperti Negara atau badan
hokum privat selain perseroan terbatas, seperti perkumpnlan, yayasan atau
badan hokum lain yang dinyakan oleh Undang-Undang,

® Pouelasan passl © aysl } Pembman Bank Indonesia No.5/25/PBVZ003 fentang
Penilainn Kemampuan dan Kepatoten.
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Dengan adanya aturan ini, maka semua subyek hokum yang ingin
menjadi Pemegang Saham Pengendali Bank harus dimtla: kemampuan dan
kepatutan, Tidak terkecuali yang berupa badan hokum, karena dianggap
sebagal subjek hukum vang cakap melakukan perbuatan hukum alau
mengadakan hubungan hukum dengan berbagai pihak seperti manusia

Negara Sebagai Pemegang Saham Dalam  Kaitanmya Dengan
Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Negara sebagat badan hokum publik dapat melakokan kegiatan
privat sebagaimana dikeluarkannya Undang-Undang Badan Usaha Milik
Negara. Pasat 1 ayat (2) UU Mo, 19 Tahun 2003 tentang BUMN (U1J
BUMN) menyatakan bahwa Perusahaan Persero (Persero) adalah BUMN
yang berbentuk perseroan terabatas yang modalnya terbagi atas saham
yang seluruh atan paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan ulamanya mencan
keuntungan. Selanjuinya menurut Pasal 11 Persero berlaku ketentuan
Undang-Undang No.1 Tahun 1995 (UU PT). Berdasarkan Pasal 7 ayat (6)
UL PE, BUMN persero memperoleh status badan hukum setelzh akte
pendiriannya disahkan oleh menteri Kehakiman,

Karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta keka-
yvaan badan hukum dan harta kekayaan pemilik dan pengurusnya, Dengan
demikian kekaysan BUMN Persero adalah sebagai badan hukum bukanlah
kekayaan negara,

Kekaburan pengertian Keuangan Negara dimulai oleh definist ke-
uangan negara dalam Undang-Undang No, 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negars yang menyatakan kenangan negarg adalah semua hak
dan kewajiban nepara yvang dapat dinilai dengan uang, seria segala sesuatu
baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut {Pasal
I angka 1}.

Menteri Keuangan meminiz Fahva Mahkamah Agung vang me-
nyatakan bahwa tagihan bank BUMN bukan tagihan negara kareng bank
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BUMN Persero tduk pada UU PT. Dengan demikian Mahkamah Agung
berpendapal kekayaan negara terpisah dan kekayzan BUMN Persero.
Selanjutnya kenangan BUMN Persero bukan keuangan negara. 2

Hal ini terkait karena berdasarkan pasal | angka 5 Undang-Undang
Mo, 19 tahun 2002 tentang BUMN, Menteri adalah menteni yang ditunjok
dan/atau diberi kuasa untuk mewakili permernintah selaku pemegang saham
nepara pada Persero dan pemilik modal pada Perum dengan
memperhatikan  peraturan  perundang-undangan.  Dengan  demikian
pemerintahlah vang berwenang mewakili Negara.

Aturan mengenai pemslasan kemampuoan dan kepatutan secara
administrative tidak dijelaskan secara khusus dalam PBI 5/25/2003
Mamun wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat 1 haref b
dalarm hal calon Pemegang Sshwmm Pengendali Bank adalah pemermtah,
maka pelaksanzan hanya dilakukan apabila dianggap perlu (pasal 10 PBI
572512603}

Berbeda pika Pemegang Saham Pengendali tersebut adalsh Negara
fain. Hal ini telah diantisipasi dengan pasal 9 ayat 2 PBI 5/25/PBI2003
vang mengatur bahwa Dalam hal «ftimate shareholders adalah pemerintah
negara lain, dan hokem di  negara vang bersangkutan tidak
memperbolehkan wltimate shareholders tersebut memberkan data dan
dokumen yang dipersyaratkan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan,
Bank Indonesia dapat menetapkan witimagte shareholders lain vang dapat
mewakili pemerintah dengan didukung oleh dokumen vang sah

Pemegang Saham Menjabat Sebagai Direksi

i Indonesia ferdapal 3 organ dalam perseroan, yaity Rapat Umnum
Pemegang Saham, direksi, dan komisans.  Dalam teori agency, perseroan
menunjuk agen {direksi) sebapat eksekutif dan perseroan yang didirikan
oleh para pemegang saham. Dengan adanys penunjukkan tersebut,
mengadikan direksi organ perseroan yang mempunyai wewenang bertindak

alas pama perserogn,

# Erman Rejagukguk, Pengertisn Kevangan don Kerugien Negara, 12 November 2007,

terdapal df situs « hiip//wens pdp.orid/pape phpllang=id&menu=nsws_view&news ib=1550>,
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Pengangkatan direksi diakukan oleh pemcgang saham melalmi
RUPS vang didominasi oleh Pemegang Saham Pengendali. Karena ifu
pemnegang saham bisa meneniukan orang-orang yang mengelola perseroan
fersebut.  Ada kalanya para pendirl perseroan, vang nanfinya akan
memegang saham perseroan tesebut menunjuk dirinyz sendin wntik
pengurusan perseroan, Karena itu, sebelummya dalam Peraturan Bank
Indonesia No. B4/PBI2006 ientang Pelaksansan Good Corporate
Gouvvernace bagi Bank Pasal 22 ayat 2 menyebutkan bahwa: snggota direksi
secara secars sendiri-senditl maupun hersama-samg dilarang memilild saham
25% dari modal disetor pada Bank dan/atau pada suatu perusahazn lain.

Namun batasan kepemilikan saham oleh direksi dalam bank sudah
tidak ada lagi setelah keluarnya Pasal 22 ayat 3 pada Peraturan Bank
Indonesia Mo $/14/PBL2006 vang menpganbkan PBI No. 8/4/PBI/200s
tentang Pelaksanaan Good Corporate Goovemace bagi Bank Usmsum,
Dengar adanys peraturan ini, dircksi dapat mempunyai saham lebth dari 25%
pada bank terscbut. Sedangkan pembatasan uotuk larangan memiliki saham
lebih dari 25% pada perugahaan lain masth tetap diberlakukan,

Berdasarkan hal iersebut masalah penilaian kemampuan dan
kepatutan dikenakan kepada dirinva sebagai direksi perseroan dan sebagai
pemegang saham pengendali  Jadi, bukan saja dinilal kapasitasnyz
sebagai direksi bank tersebut tetepi juga sebagal pemesgang saham
pengendali,

Hal lain vang tidak dapat dipisahkan, terkait dengan pasal 19 ayat 3
masth PBI yang sama, menvebutkan bahwa direksi dipunpin oleh Presiden
Direktur dan Direktur Utams.  Delam Pasal 20 menvataken bahwa
Presiden Direkiur wajib berasal dari pihak yang independen terhadap PSP,
Karena ilu, apakah seorang Presiden Dicektur yung memiliki saham Bank
dikatagorikan sebagai PSP Bank? Jika yang bersangkutan sebaga pihak
pengendall, apakah vang bersangkutan dapat memenubi persyaratan
sebagai Presiden Direktur? Dengan ketentuan PBI yang ada, maka:™

IRank Indenesia, Fregquently Asked Quesiton Swrat Bdwren Bank Indenesia No.
A 2DPNP, prikal: Petaksanaan Good Corporate Cavernance bagi Bawk Uraun, terdapat 8 situs

UNIVERSITAS INDONESIA

Penilaian Kemampuan..., Dika Putera Kesuma, FH Ul, 2009



81

« Sesual Pasal 1 angka 4 PBI tenlang Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan (Fit and Proper Test), bahwa seseorang yang dinyatakan
sebagai PSP, tidak hanva yang memiliki saham 25% atau lebih tatapi
juga memiliki saham kurang dari 25% namun dapat dibukiikan
melakukan pengeredalikan.

o Sesuai Pasal 2 ayat (2} PBI diatas, dinyatskan bahwa yang termasuk
sebagai pengendali Bank adalah orang persecrangan, badan hukum
atau kelompok uscha yang melakukan pengendalian terhadap Bank,
termasuk namum tidak terbatas pada PSP, Pengorus dan Pejabat
Eksekutif.

¢ Dengan memperhatikan kedua butir diatas, apabila Presiden Direktur
memiliki sabam Bank maka yang besangkutan tergolong sebagai
pengendali Bank atau menjadi PSP Bank, schingga tidak dapat
menjadi Presiden Direktar, Namun untek azas faimess, kepemnilikan
saham vang berasal dari management shares option program (MSOP}
Bank dengan kepemilikan saham Pank tidak lebih dan 5% (lima
perseratus) dapat dikecualikan sebagai kepemilikan sabam dimaksud.

4.3 Batasan Dalam Menjadi Pemepang Saham Pengendali Bank -

Penilaian kemampuan dan kepatutan Pemegang Szham Pengendall
pada akhirnya akan menentukan pihak yang layak menjadi pemilik suvatu
bank. Namun kepemilikan tersebut juga tetap dalam kondor-ketider hokum
yang telah ditentukan  Misalnya saja Laranpan gadai sesham dan Penerapan
Asas Kepemilikan Tungpal.

43.1 Larangan Gadai Saham

Berdasarkan pagal 60 ayat 2 Undang-Undang Perserpan Terbatas,
Sahkam dapat diagunkan dengan padal sepanjang fidak ditentukan lain
dalam Anggaran Dasar. Namun hak suara yang diagunkan dengan gadai
tersebut tetap pada pemepang sahamnya. Hal inl menegaskan kembali
asas hokum yang tidak memungkinkan pengalihan hak swara terlepas dari
kepemilikan atas saham.  Sedaogkan hak fain di luar hak suara dapat
diperjanjikan sesual dengan kesepakatan di antara pemegang sabam dan
pemegang agunan.

<httpeitwew bl goid™NR/rdonlyres  /E7BCOSFE.-B41R4BED-BOID-EIATIS 66257121390
sel.pdf, him 2-3.
“ Pasal 60 aysi 4 beserts penjelasannya, Undang-Undang Perseroan (erbatas,
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Tujuan utama melakokan penggadaian seccara sederhang bisa
dikelornpokkan mergadi dua. Pertama, butuh danz cepat untuk memenubi
kehutuhan lainnya yang lebih dintamakan tanpa perfu kehilangan aset
yang dimilikinya Dengan melakukan penggadaian, ia tetap memiliki
peluang memperoleh kembali aset yang dipindahtangankan secara
sernentara tersebut.

Keduoa, pelaku gadai melakukan penggadaian untuk kebutuhan
dana cepat guna keperluan investasi. Untuk yang satu ini biasaoya nilal
aset yang digadaikan cukup besar, Misalnya, seseorang menggadaikan
akte tanah vang nilainya bisa mencapai puluhan jutz hingga miliaran
rupigh, Biasanya cara ini ditempuh oleh orang-orang yang membutuhkan
mndal untuk keperluan investasi.

Gadai saham dalam istilab asing dikenal dengan repurchase
agrecment {repo). Pengertian dani repo vaitw:

A repurchase agreement 18 the sale of 2 secumty with a
cormmiitament by the seller to buy the security back from the
purchaser at a specified price at a designated fumre dat. Basically,
a repurchase agroement 8 a collateralized loan, where the collateral
15 2 security.

Dengan digedaikannya ssham fersebut, maka berlaku seperti
halnya pinjaman (kredit) atas dasar hukum gadai delam jangka wakiu
tertentn yang diberikan dengan jaminan berbentuk sgham yang tercatat dan
diperdagangkan di bursa efek Hal ini berdampak hokum Pasal 1133
KUHPerdata, dimana pgadal merupakan jaminsn kebendaan vang
memberikan hak mendahulu kreditor {droit de preference de creancier)
atas penjualan benda yang dijaminkan tatkals debitor cidera janji.

Hal terscbul bisa menimbulkan eksekusi gada™ saham yang
dilskukan tanpa perantera hakim aliss parate executiz {sepanjang dijual di
muka umumy), jika tidak ada kesepakatan untuk menjoal secara di bawsh
tangan,

? Prank J. Faborzi, The Hendbook of Fixed ineonte security, (MeGraw-Hill, New York:
2001), hhm 243,
 Pasal 1155 KU Perdats,
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Dalam ketentusnnya, Bank Indonesia melarang pemepang saham
pengendali menggadaikan atav menjominkan kepada pihak lain untuk
mengantisipast penyelewengan.  Sclain itu, BI tidak mau kecolongan
dengan kasus yang menimpa sejurnlab emiten di bursa ssham yang
mengpadaikan sejurnlah gaham untuk mendapatkan fasilitas pinjaman
jangka pendek. Larangan ini terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia
No. 1V/1/PBU2009 tentang Bank Umum, pasal 16, yang menyebutkan
“kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham Pengendali dilarang
diagunkan atan dijaminkan kepada pibak lain ™

Regulast ini mengacu pada pasal 14 ayat 1 PBI ientang Bank
Umun, di mana sumber dana vang digunakan dalam rangka kepemilikan
Bank dilarang berssal dari pinjaman atau fasilitas pembiavaan dalam
bentuk apapun dari Bank dan/atau pibak lzin di Indonesia.

Karenz iu, penpalmman kasus-kasss, dimana pemegang saham
diduga turut campur-tangan dalan mendapatkan pintaman jangka pendek
sehingga membuat bank tersebut gagal operasional dan diambil alih

pemerintah,

Kepeniilikan Saham Perwakilan Kaitannya deagan Penerapan Asas
Kepemilikan Tunpgal

Telah dibahag se«&eium:ga, bahwa salah satu alasan mengaps
Beneficiary mempergunskan pominee sebagal perpanjengen  iengan
mereka di dalmm perveroan, ialah keinginan unluk mengussal 100%
kepermilikan saham persercan hal mana dilacang oleh Undang-Undang
Penanaman Modal, Ketergantungan akan adanya dana asing yang masuk
ke Indonesia menjadi balengan dalam mewujudkan kepastian hukum.
Bahkan pemenntah sendiri gudah mengakai pemilikan tersebut harus
dibatasi bukan dilarang.”® Begitupun dengan Peraturan Pemerintah No. 29
tahun 1999 tentang Pembelizn $aham Bank Umum, juga tidak membatasi

¥ Kompas Cetak, Hapepam okan batasi pomines coount maksinul 20%, selesa, 27

Februan 2001, Jakarta (Bisnis): Bapepsm akas memasukken undan pembaiassn nominee socopunt
maksimal 20% dalam revisi Undang-Undang Peser Moda! menvesd kesulilen otoritas paser
mndal dalam mengungkep kesus investor di belakang DBRC vang mengoasal 30,13% sohmum Bank
Bali, terdapat di situs <hiipHwwwikompss com/business/bursa D102/ 71 544 b,
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kepemilikan asing.®® Kepemilikan berdasarkan nomines saham tetap
diakui dalam penilaian kemampuan dan kepatuian terhadap Pemegang
Saham Pengendali. Hal tersebut dapat diternukan dalam penjelasan pasal
3 ayat 3 huruf ¢, yailu:

Dalam menghitung jomlah sabam yang dimilik dan atau

dikendalikan secara bersama-sama oleh pihak-pihak  vang

melakukan Pengendakian terhadap Bank, termasuk: saham Bank
yang dimiliki oleh pihak lain untuk dan atas nama pengendali Bank

{sahan?. romineey berdasarkan atan tidak berdasarkan suatu

penjan)ian terientn,;

Namuss, keberadaan pemegang ssham perwakilan dalam Bank
menjadi dipsrtanyakan kembali ketika dikeluarkannya salah satu paket
kebijakan Oktober 2006. Kebijakan yang dikenal dengan Pakio 2006
adalah kebijakan mengenai Kepemilikan Tungpal Perbankan disebut
dengan istilah Single Presence Policy (SPP) vang tertuang dalam
Peraturan Bank Indonssiz No. 8/16/PBI2006 tanggal 3 Oltober 2008,
juncto kebijakan mengenar pesberian insentif dafam rangka konsolidasi
perbankan sehagaimana diatur dalam PBI No. 717/PBI/2006 tanggal 5
Oktober 2006 dan di rubzh dengan PBI No. 9/12/PBI/2007,

Kebijakan Single Presence Policy (SPP) tertunya tidak juput darl
rentang panjang sejak Indonesia terikat dalam meratifikasi Persetujuan
Pembentukan Orpanisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing
The World Trade Organization) melalut Undang-Undang No. 7 tahun
1994 dan seperangkat peraturan lainnya, baik vang berkenaan dengan
kelembagaan bank sebagai badan hkem menurut Undang-Undang
Perseroan Ferbatas, Undang-Undang No. 5 tahun 199% {entang Larangan
Prakick Monopoli dan Persaingan Usahia Tidak Sehat

Arsitektur Perbankan Indonesta (APE) merupakan kerangka dasar
system perbankan Indonesia yang beorsifat menyeluruh dan memberikan
arah, bentuk, dan tatanan industry perbankan untuk rentang wakte 3 (jima)

2 Pusal 4 ayat 1. Pembelien sshom oleh Warga Negara Asing dan aten Badan Hukom
Asigg meloini Pursa Blek dapat mencapst 100% {scrotus per seratus) dasd jumiah saha Bank
yang tereatat di Bursa Hfek, Perutumn Penlcrintah No. 2% tahim 1999 lentang Pembelion Rabam
Bank Umum.
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sampai 10 (sepuluh) tshun ke depan.  Arah kebijakan pengembangan
industry perbankan di masa daling yang hendak dicapal oleh API adalah
untuk mencapat suaty system perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna
menciptakan kestabilan systern keuangan dalam rangka membantu
mendorong perturmbuban ekonomi nasional,

Ralzh satu implementasi dari program API khususnya Pilar I
mengenat penguatan Struktur Perbankan Nasional dan Pilar [l mengenai
Peningkatan Fungsi Pengawasan adalah Single Presence Policy (8PP} atau
Kepemilikan Tunggal Perbankan vang dituangkan dan diatur dalam PBI
No. 8/16/PBI2006 tentang Kepemilikan Tunggal Perbankan Indonesia.

Single Presence Policy (SPP) dalam Peraturan BI di atas dikenal
dengan istilab “Kepemilikan Tunggel” vaitu suate kondisi dimana suatu
pihak hanya menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 {satu) bank.
Bank yang dirmaksud dalam ruang lingkup kebijakan ini adalah Bank
Urnum dan tidak masuk Bank Perkreditan Syarigh, Kantor Cabang Bank
Asing, Bank Campwran, Bank Holding Company dan Bank Umum
Syariah.

Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan merupakan salah satu
rapgkaian wupaya Bank Indonesia dalam penegekkan Pilar T Arsitekiur
Perbankan Indonesia (API), yaitu Penguatan Struktur Perbankan Nasional
dan Pilar 11T APT yaitu Pepingkatan Fungsi Pengawasan. Kebijakan ini
mengharaskan kepada semua pemilik bank khususnya Pemegang Saharn
Pengendali (PSP) untuk mengonsolidasikan kepemilikanuya di bank-bank
vang dalam satu grup usahanya dengan batas waktu hingga tahun 26140,

Berdasarkan hal tersebut, Eksistensi pemegang sabam perwakilan
di Indongsia menjadi tidak dibenarkan mengingat alasan menguasai 130%
diiringi juga dengen hal-hal lain yang dapat menggangpu dunia ussha
perbankan. Karena fyjuan dar pembatasan pemlikan mayoritas tungeal
tesebut adalzh untuk melakukan pengontrolan kegiatan usaha bank dan
kepemilikan bank ¥’ Dengan tujuan tersebut, maka pemegang saham tidak

# Jur, M. Uding Silaiehi, Single Presemce Policy Ditinfan Daxi Prespektilf Hukum
Perssingan Usaha, Jurna! Hukum Bisnis, wolume 27 — No.2 tehun 2608, hlm 34,
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dapat memonopoli kegiatan perbankan sehingga hanya menguniungkan
dirinys dan merusak perekonomian,
Namun, berdasarkan PBI fentang Kepemilikan Tunggal tersebut
Juge menawarkan solusi vatuk para invesior yang melakukan perwakilan
atas sshamnya dalam berinvestasi di indusiry perbankan, yaitu;”®
1. Mengalihican sebagian atsu seluruh kepemilikan sahamnya pada salah
saty atau lebih Bank yang dikendalikannya kepada pihak lain sehingga
yang bersangkutan hanya menjadi Pemegang Sahan Pengendali pada
1 (satu) Bank; atau
2. Melakukan merger atauv  kongolidasi  alag  Bank-bank vang
dikendalikannya; atau
3. Membentuk Perusahasn Induk di Bidang Perbankan {Bank Holding
Company), deagan cara:
a. Mendirikan badan hokum baru sehingga Bank Holding Company;
atan
b. Menunjuk salah saty bank sebagai Bank Holding Company.

Dalam  struktur  kepemilikan  ssham  perseroan  terbatas
dumungkinkan fejadinya perilikan saham oleh satu induk perusahaan ke
dalam lebih dari satu anak perugshaan dan selanjuinva, sehingga
membentuk susty kepemilikan bertingkat yang pada akhimya bermuara
pada suat “holding company™ dengan anak perusshaan, cucu perusshaan
dan seterunva.

Holding company merupakan suatu istileh yang kerap kali kima
dengar pads saat snatu grop perusabaan tengah melakukan restrukturisasi,
Dalam Black’s Las Dictionary dikatakan batvwa holding companya adalah

“A company that ussualy confines its activities to owning stock in,
and supervising management of other companies. A holding
company ussualy owns a controlling interest in the companies
whose stock it holds™

Jadi pada prinstprya suain holking company tidaklah mirip suatu
badan hekum atau badan usaha yang istimewa, hariva saja sebagai suate

* Pasal 3 aymt 1 PBI tentang Kepemitikan Tunggal Pada Perbankan Indovesia, LN No.
73, T1N No. 4642,
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perusahaan, holding company mempunyal karaktenstik tersendini yang
cukup unik (seperti didefinisikan), Sebagai suatu perseroan terbatas biasa,
maka aturan main holding company i Indonesia juga wajib tunduk pada
ketentuan-ketentuan hokum yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan
Terbalas, dengan segala konsekwensi dan akibat hukumnya,
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BAEBS
PENUTUPF

5.1 Resimpulan

Berdagsarkan hal-hal yang felsh diuwrakan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan guna menjawab pokok

permasalzhan yang ada pada tesis in, yailw
1. Pemegang Saham Pengendsli harus dinilai  kemampuan  dan
kepattannya dikarenakan kinerja suatu baok sangat crat sekali
hubungannya desgan peran dan fungsi smanajemen dari bank tersebut,
dimana Pemegang Sahamn Fengendali dapat membuat svatu bank
dalam keadaan bermgsalah  Fal tersebut dikarenakan bukan saja
karena Pemegang Saham Pengendali yang menentukan dalam hal
memilih pengurus-pengurus suatu bank, tetapi juga tidak lepas dengan
adanya pengendalian dari pemegang sabam balk secara langsung
manpun tidek langeung untuk mempengaruhi kebijakan suatu Bank
Pengendalizn oleh pemegang sabam sualu bank memang sangat
berksitan dengan tajuan bank didirikan sampai suatu ketika bila bank
tersebut bermasalah, Namun, justrn masalsh paling berat yang.
dihadapi industri perbaskan dan badan pengawas bank ialzh akibat
kelalaian pengurus bank serta penipuan dan penggelapan yang mereka
lakukan. Hal ini telah bisa dilihat datam kasus-kasus perbankan vang
telah dialami oleh Indonesia (Bank Century, Bank Global dan Bank
Citra), Dengan zadsmya penilaian kemampuan dan kepatutan, maka
keseimbangan kedudukan para organ dalam perusshaan dapat
terwuind  Bukan saja antara pemegang saham dengan direksi dan
komisaris, tefapi juga antara Pemegang Saham Pengendal terhadap
Pemegang Saham biasa dan jugs pemegang ssharn minoritas terhadap
pemegang sabam mayoritas yang biasanya mendominasi keputusan
dalarn RUPS. Kargna itu, ada 2 keiteria penilaian yaitu integrilas dan
kemampuan financial, Pemegang saham yang memiliki integritas saja
akan kesulitan dalam menghadapi permasalahan kepangan bank
Begitu pun jika pemegang saham hanya mengandalkan kemampuan
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financial saja, maka aken sulit untuk dipercaya dalam memiliki saham
dalam bank. Jadi, knileria penilaian \ersebut merupakan sinergi vang
Hidak dapat dipisahkan, Dengan uraian tersebul, maka penilaian
kemampuan dan kepatutan Pemegang Sabam Pengendali sangat
penting dalam industry perbankan.

. Kepemilikan Pemegang Saham Pengendali dalam hal Ultimate
Shareholder pada Badan Hukum dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu
dengan cara mencari orang-perseorangan yang menjadi pengendali dani
badan holoun tersebut atan menjadikan Badan Hukum tersebut yang
harus dindsi kemampuan dan kepatutan Cara tersebut barkaitan
dengan bentuk dart badan hokum tersebut.  Dimana cars yang pertama
ialah kepemilkaonys berdasarkan pada sabam dan badan lokum
tersebut, yang biasanya berbentuk perseroan ferbatas (terbatas nilai
saham}. Sedangkan yang cara yane kedua diternpuh bila badan hokum
tersebut bukan merupakan badan hokum perseroan terbakas, namun
diatur oleh Perundang-undangan 4i fndonesia, misalnya Perkumpulan,
Yayasan, Megara atau badaa hokum lainnva.

. Kepemilikan Pemegang Sabam Perwekilan Bank tetap dinilai
kemampuan dan kepatutannya. MNamun, pemilik modal sesungguhnya
dart saham tersebul pada dasamnya tidak mempunyai kekuatan hokum
yang kuat dalam hokum Indonesia  Hal ini terdapat dalam pasal 33
ayat 1 dan 2 Undang-Undang Penanaman Modal  Implikasi dari
peraturan ini menjadikan seseorang yang merupakan perwakilan dari
pemilik modal vang sesunpggubnya lidak terikat dalam penanitan, Hal
mengenas penilaian kemampoan dan kepatutan dalam bank dilakukan
terhadap pemegang saham vang ferdaflar,  Sedangkan parg pemodal
vang kepemilikan sabammya diwakilkan sebenamya tidak memiliki
kekuatan hokum untuk menuntut hak atas saham tersebut. Pemegang
saham perwakilan juga mempunyai pertentangan dengan ketentuan
mengenai asas kepemilikan tunggal, di mana bisa fegadi suatu pihak
menjadi Pengendall suatu Bank tetapi juga memiliki saham yang
diwakil: oleh pihak lain yang kedudukannya sebagai Pengendali Bank
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lainnya.  Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Bank Indonesia
menyediakan saranz dalam berinvestasi dengan modal besar di dumia
perbankan, yvaitly dengan membeniuk Bank Holdings Company.

5.2 Saran

1.

Mengenat menentukan Pemepang Saham Pengendali dalam hal Jebih
dari sata Pemegang Saham Pengendali, seharusnys Peraturan Bank
Indonesia Isbih memperjelas posisi peran dalam Bank antara
Pemegang Saham Pengendali yang mempunyai porsi 25% saham atau
lebih dengan Pemegang Saham Pengendali yang memiliki saham
kurang dari 25%. Dengan kejelasan tersebut, maka akan adz kejelasan
mengenal suara siapa yang paling domingn dalam menentukan arsh
kebijakan suaty bank, Hal tersebut jupa akan mempermudah dalam
meneniukan siapa yang -akan bertmnggung jawab bila terjadi
permasalaban dalam bank tersebut dan tidak ada !agi penyangkalan
penetapan seseorang menjadi Pemegang Saham Pengendali.
Sehubungan dengan persyataan Urdang-Undang yang mengakui
adanya Pengendalian Bank oleh Pemeguang Szham, Undang-Undang
juga seharusaya mhengaluy mengenai batasan-batasan secara jelas
sampai sejauh mana mereka dapat mengendalikan suat bank. Dengan
demikian, di saty sist pengawasan terhadap para pemegang saham yang
secara nyata mengendalikan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Di
sist lain pemegang sabam mempunyar kepastian hokum  dalam
mengendalikan suatu bank. Dengan kepastisn hokum, maka dapat
memperrmudah  investor untuk  beninvestasi secara nyaman  dan
terkendali.  Nyaman dengan kepastian lindakannya vang tidak
reembebant tanggung jowab berlebiban, dan terkendali pada koridor
hokum yang ada
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